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ABSTRAK  

 Ketimpangan antar wilayah merupakan salah satu masalah 

pembangunanterutama padanegara berkembang.Ketimpangan wilayah di Provinsi 

Jawa Tengah berhubungan dengan kemampuan alam maupun demografi yang 

dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di dalamnya.  Penelitian ini 

bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah yang ada di  Provinsi 

Jawa Tengah, membuktikan hipotesis Kuznets, serta menganalisis pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan serta 

tingkat jumlah orang yang bekerja  terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi 

Jawa Tengah dalam kurun waktu 2002-2010. Penelitian ini  menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. 

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif dengan kurva untuk membuktikan hipotesis Kuznets dan dengan model 

panel data dengan menggunakan model efek tetap untuk melihat pengaruh 

masing-masing variable terhadap ketimpangan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah 

di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi yaitu sebesar 0,6 . Hipotesis Kuznets 

terbukti pada Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian, di mana pada awal 

periode penelitian ketimpangan meningkat lalu menurun pada tahap 

selanjutnya.Berdasarkan hasil regresi, variabel kontribusi sektor pertanian dan 

industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan . Variabel tingkat jumlah orang 

yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan antar 

wilayah di Provinsi Jawa Tengah 

 

Kata kunci : Ketimpangan Wilayah, Hipotesis Kuznets, Pertumbuhan 

ekonomi, Kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor 

industri  pengolahan, dan tingkat jumlah orang yang bekerja. 
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ABSTRACT 

Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially 

indeveloping countries. Regional inequality in Central Java Province depend on 

nature and demographical capability from each region in Central Java Province. 

 This study aimed to calculate the level of inequality in the area of Central 

Java Province, proving Kuznets hypothesis, and to analyze the influence of 

independent variables growth, share from agriculture and industrysector and rate 

of employment on regional disparities in the Central Java Province in the period 

2002 to 2010. This study uses secondary data which was obtained from Badan 

Pusat Statistik (BPS) Central Java Province. This research method are analysis 

descriptive statistics and regression analysis with panel datawhich use fixed effect 

model. 

The results from this studies conclude that regional inequality in Central 

Java Province still high enough and Kuznets hypoyhesis proved. Based  on the 

results of the regression, share  agriculture and industry sector variables  have 

positive and significant of regional disparities in Central Java Province. Growth 

variables has positive but not significant impact on regional disparities, and rate 

of employment has negative but not significant impact on regional disparities in 

Central Java Province. 

 

Keywords : Regional Disparities, Kuznets Hypothesis, Growth, share of agriculter 

and industrial sector, and rate of employment. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang  

Pembangunan ekonomi daerah sejatinya merupakan suatu proses yang 

memerlukan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah serta masyarakatnya 

dalam mengelola sumber daya yang ada. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah 

daerah dan masyarakatnya dapat berupa pembentukan pola kemitraan  untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan memacu pertumbuhan kegiatan 

ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro,2004). Koordinasi dan sinergi  ini 

penting agar tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dicapai. 

Pembangunan juga merupakan suatu proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan 

kelembagaan termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan (Michael P. 

Todaro,2000). Sejak tahun 2002 mulai diberlakukan kebijakan Otonomi Daerah 

yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.Pelaksanaan 

desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasiskan distribusi pendapatan yang merata 

dan optimalisasi local government expenditure. Namun realisasinya tergantung 

tingkat kesiapan fiskal masing-masing daerah. Ketidakmampuan daerah dalam 
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mengalokasikan dana secara efisien yang tidak didukung oleh sistem administratif 

yang baik dan rendahnya kekuatan redistribusi sumberdaya antardaerah 

(kabupaten/kota) di dalam satu provinsi, maka akan menghambat pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan ketimpangan 

regional. 

Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan 

untukmeningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan 

daerah.Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena 

dimana terjadi banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua 

tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan 

keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat 

dilakukan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda 

dari setiap daerah. Sebagian besar daerah di berbagai wilayah di Indonesia 

ternyata tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, walaupun ada 

beberapa daerah yangberhasil dalam pencapaian tujuan dari desentralisasi fiskal 

tersebut 

Kesenjangan dalam perimbangan sistem fiskal sangat dipengaruhi oleh 

alokasi pendapatan dari sumber daya alam. Walaupun pendapatan dari sumber 

daya alam hanya berkontribusi sebesar 7 persen dari total pendapatan daerah, 

alokasi pendapatan dari sumber ini sangat tidak seimbang. Kurang dari 10 persen 

pemerintah daerah di Indonesia memiliki sumber pendapatan yang signifikan dari 

sektor migas, dan mereka menguasai 90 persen sektor ini.Seperti halnya di negara 

lain, PAD juga didistribusikan secara sangat tidak merata. Kabupaten/kota yang 
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lebih kaya,terutama kota-kota besar, memiliki proporsi pendapatan yang jauh 

lebih besar ( Kajian Pengeluaran Publik Indonesia, 2007) 

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang memulai 

pembangunan secara terarah dan intensif  pada jaman orde baru melalui program 

Pelita I.  Ketimpangan antar daerah muncul seiring dengan pelaksanaan 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi  karena 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak terjadi secara serempak dan 

merata pada semua daerah di Indonesia. Ketidakmerataan tampak secara spasial di 

Indonesia antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa (Kuncoro,2002). 

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada dua pilihan untuk 

menentukan strategi dasar bagi pembangunan daerahnya, yaitu memprioritaskan 

pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Bagi daerah yang 

berkembang, di mana angka kemiskinan dapat dikatakan tinggi, prioritas 

pertumbuhan ekonomi sebagai startegi dasar pembangunan sudah tidak tepat. 

Strategi prioritas pada pertumbuhan ekonomi di daerah berkembang seringkali 

menyebabkan ketimpangan karena manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut 

hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Prioritas strategi yang 

sesuai dengan esensi pembangunan merupakan proses perubahan menuju arah 

yang lebih baik dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang 

berkeadilan,berdaya saing maju dan sejahtera. 

Ketidakmerataan juga terjadi antar daerah di Pulau Jawa yang merupakan 

motor penggerak perekonomian di Indonesia. Ketimpangan pembangunan 

antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB) dan 
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pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi 

di Pulau Jawa yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi  yang positif. 

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicatatkan oleh Jawa Tengah 

masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan 

pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6.19 persen. Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi terendah adalah sebesar 4.11 persen  yang merupakan nilai pertumbuhan 

ekonomi ProvinsiDI Yogyakarta. Adapun pertumbuhan ekonomi rata-rata yang 

dicatatkan oleh Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 5.25 persen yang merupakan 

nilai pertumbuhan ekonomi  terbesar nomor lima di Pulau Jawa. 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa  

Tahun 2006-2010 (persen) 

Provinsi 2006 2007 2008 2009 2010 
rata-
rata 

DKI Jakarta 5.96 6.46 6.23 6.10 6.22 6.19 

Jawa Barat 6.31 6.86 6.57 6.43 6.52 6.54 

Jawa Tengah 5.33 5.59 5.46 4.71 5.17 5.25 

DI Yogyakarta 3.70 4.31 4.22 4.11 4.19 4.11 

Jawa Timur 5.79 6.04 5.90 5.75 5.88 5.87 

Banten 5.57 6.04 5.87 5.65 5.73 5.77 

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2011 

 

Kebijakan pembangunan yang hanya difokuskan pada pengejaran 

pertumbuhan ekonomi akan dapat menimbulkan ketimpangan.Ketimpangan yang 

paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi 

acapkali digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita antar 

kelompok pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. 

Ketimpangan pembangunan ekonomi regional diukur dengan menggunakan 
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Indeks Williamson. Adapun nilai Indeks Williamson yang dimiliki oleh Provinsi 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Nilai Indeks Williamson Jawa Tengah 

Tahun IW perubahan 

2002 0.664313 
 

2003 0.682872 0.018559 

2004 0.695868 0.012996 

2005 0.696084 0.000216 

2006 0.676545 -0.019539 

2007 0.67366 -0.002885 

2008 0.670363 -0.003297 

2009 0.664773 -0.00559 

2010 0.664002 -0.000771 

 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, diolah 

 

Nilai indeks Williamson Jawa Tengah periode 2002 hingga tahun 2005 

mengalami kenaikan yang berarti terdapat peningkatan ketimpangan regional 

antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.Kenaikan nilai indeks Williamson ini dapat 

disebabkan oleh mulai adanya pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Pada 

awal pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, kemampuan yang dimiliki oleh 

tiap daerah tidak sama. Ketidaksamaan kemampuan tersebut lebih terlihat antara 

daerah pedesaan dan perkotaan. Daerah pedesaan memiliki  infrastruktur, 

kelembagaan dan kemampuan aparatur pemerintahan yang kurang daripada 

perkotaan sehingga pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Di sisi lain, 

pertumbuhan ekonomi tinggi dialami  perkotaan yang lebih siap secara 

infrastruktur, kelembagaan dan aparatur pemerintah sehingga ketimpangan 

meningkat.   Namun demikian, nilai indeks Williamson ini mengalami penurunan 

mulai periode 2006 hingga 2010. Penurunan indeks Williamson ini dapat 



6 
 

 
 

disebabkan oleh kesiapan daerah pedesaan yang lebih baik dalam hal infrstruktur, 

kelembagaan dan kemampuan aparatur pemerintahannya sehingga pertumbuhan 

ekonomi daerah mampu dipacu lebih tinggi. Penurunan nilai Indeks Williamson 

ini menandakan adanya pengurangan dalam ketimpangan ekonomi antar 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.   

Ketimpangan ekonomi  yang terjadi antar daerah dapat diakibatkan oleh 

perbedaan perkembangan perekonomian suatu daerah. Perbedaan perkembangan 

perekonomian daerah  diakibatkan oleh adanya perbedaan kualitas dan kuantitas 

sumberdaya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan 

Teknologi yang ada.Perekonomian dikatakan berkembang  apabila tingkat output 

ataupun pendapatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada 

masa sebelumnya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, pertumbuhan ekonomi 

merupakan perubahan tingkat ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun 

(Sadono,1994). 

 Proses pertumbuhan ekonomi yang demikian mengandung unsur dinamis 

karena terdapat perubahan seiring dengan perubahan waktu. Para ahli ekonomi 

berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak hanya diukur dengan 

pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja , tetapi juga diberi 

bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan 

dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Lincoln 

Arsyad,1999).  Dalam konteks Jawa Tengah , pertumbuhan ekonomi masih diukur 

dengan perbandingan antara PDRB tahun berlaku dengan PDRB tahun 

sebelumnya. Dari PDRB, kita dapat mengetahui seberapa jauh pembangunan telah 
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berhasil meningkatkan derajat kehidupan masyarakatnya melalui peningkatan 

pendapatan. Berikut disajikan tabel PDRB dan pertumbuhan ekonomi provinsi 

Jawa Tengah : 

Tabel 1.3 

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan pertumbuhannya 

di Jawa Tengah tahun 2001 -2010 

Tahun PDRB (Juta rupiah) Pertumbuhan (%) 

2001 118816400.3 

 2002 123038541.1 3.553500047 

2003 129166426.5 4.980459995 

2004 135789872.3 5.127838589 

2005 143051213.9 5.347483908 

2006 150682654.7 5.334761344 

2007 159110253.8 5.592945681 

2008 167790369.9 5.455409613 

2009 175685267.6 4.705215035 

2010 184766059.3 5.168783492 

 

Sumber : BPS, PDRB Jawa Tengah 

 

Berdasarkan tabel 1.3  dapat dilihat bahwa perekonomian Jawa Tengah 

selama periode 2001 -2010 selalu mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. 

Pada tahun 2002, pertumbuhan yang terjadi sebesar 3,55 % dibandingkan tahun 

2001. Tahun 2003, pertumbuhan ekonomi  Jawa tengah meningkat menjadi 4,98 

%. Momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi ini terus terjadi pada tahun 

2004 dan 2005 menjadi 5,12 % dan 5,35%. Pada tahun 2006, perekonomian Jawa 

Tengah mencatat pertumbuhan yang positif tetapi angka pertumbuhan ini 

menurun 0,02 % dari tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 

lebih bertumbuh lagi pada tahun 2007 menjadi 5,59%. Loncatan pertumbuhan 

ekonomi pada  tahun 2007 tidak diikuti pada tahun 2008 dan 2009 karena pada 2 
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tahun  tersebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah justru menurun walaupun 

tetap pada angka positif yaitu sebesar 5,45% dan 4,70%.  Kenaikan nilai 

pertumbuhan ekonomi dialami oleh Jawa Tengah pada tahun 2010 dengan nilai 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% yang berarti terdapat kenaikan nilai 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,46% dari tahun sebelumnya. 

Gambaran dan pola struktur pertumbuhan masing-masing daerah yang 

mempresentasikan kesejahteraan penduduknya dapat diketahui memakai tipologi 

daerah yang didasarkan pada dua indikator yaitu pertumbuhan ekonomi daerah 

dan pendapatan per kapita daerah (Mudrajad Kuncoro,2004). Ketidakmerataan 

juga dapat dilihat melalui kriteria tipologi daerah.  Bentuk pengklasifikasian 

kabupaten dan kota adalah sebagai berikut : 

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh ( High Growth and High 

Income) yaitu kabupaten/kota dengan PDRB rata-rata per kapita di 

atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata 

laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

2. Daerah maju tetapi tertekan (High Income but Low Growth) yaitu 

kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita di atas PDRB per 

kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Tengah 

3. Daerah berkembang cepat(High Growth but Low Income), yaitu 

kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata 
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PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah. 

4. Daerah relatif tertinggal (Low Growth and Low Income) ,yaitu 

kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata 

PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah. 

TABEL 1.4 

Kondisi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Kriteria Tipologi Daerah 

Tahun 2009 

DAERAH BERKEMBANG CEPAT 

Kab Banyumas, Purbalingga, 

Banjarnegara, Purworejo, Magelang, 

Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, 

Blora, Jepara, Pemalang, Tegal, Brebes, 

Kota Tegal 

 

Growth > 4,7% 

PDRB/kap < Rp 5345736,00 

DAERAH CEPAT MAJU DAN 

CEPAT TUMBUH 

Kab Sukoharjo, Kota Magelang, Kota 

Surakarta 

 

 

Growth > 4,7% 

PDRB/kap > Rp 5345736,00 

 

DAERAH RELATIF TERTINGGAL 

Kab Kebumen, Wonosobo, Klaten, 

Rembang, Pati, Demak, Temanggung, 

Kendal, Batang, Pekalongan, Kota 

Salatiga 

 

Growth < 4,7% 

PDRB/kap < Rp 5345736,00 

DAERAH MAJU TERTEKAN 

Kab Karanganyar,Kudus, Semarang, 

Kota Semarang, Kota Pekalongan 

 

 

 

Growth < 4,7% 

PDRB/kap > Rp 5345736,00 

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2009, diolah 

Dari tabel 1.4 terdapat tiga (8,57%) kabupaten/kota yang masuk kategori 

daerah cepat maju dan cepat tumbuh, enam (17,14%) kabupaten/kota yang masuk 

dalam kategori daerah maju tertekan, sebelas (31,42%) kabupaten/kota yang 

masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal dan sisanya 15 (42,85%) 
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kabupaten/kotatermasuk dalam kategori daerah berkembang cepat. Dengan masih 

masih beragamnya kategori daerah di 35 kabupaten/kota menunjukkan adanya 

ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah. 

Ketimpangan pembangunan  selama ini berlangsung dalam berbagai wujud 

bentuk ,aspek, dan dimensi. Bentuk ketimpangan yang paling mudah dilihat 

adalah dalam perbedaan pendapatan per kapita atau pendapatan daerah. Bentuk 

fisik lain yang kelihatan adalah munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah 

beberapa kota-kota besar yang ada ataupun sebaliknya, munculnya kantong-

kantong permukiman mewah di tepian kota atau pedesaan. Keadaan yang 

demikian akan membuat ketimpangan juga dalam bidang sosial-budaya berupa 

perbedaan gaya hidup masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Jawa Tengah tidak dirasakan 

secara merata oleh 35 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. 

Ketidakmerataan ini dapat dilihat melalui perbedaan tingkat kesejahteraan antar 

masyarakat di provinsi Jawa Tengah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

nilai PDRB per kapita yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Pendapatan per kapita 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut ; 
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Tabel 1.5 

Pendapatan per kapita 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2005 ï 2010 (juta rupiah) 

Kabupaten/kota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rata-rata perubahan (%) 

Cilacap  6.06 6.55 6.86 7.19 7.55 7.92 7.02 30.69 

Banyumas 2.35 2.52 2.65 2.77 2.91 2.99 2.7 27.23 

Purbalingga 2.23 2.47 2.61 2.73 2.86 2.98 2.64 33.63 

Banjarnegara 2.52 2.76 2.89 3.01 3.15 3.32 2.94 31.75 

Kebumen  1.96 2.05 2.13 2.24 2.31 2.54 2.2 29.59 

Purworejo 3.26 3.41 3.6 3.79 3.96 4.34 3.73 33.13 

Wonosobo 2.01 2.16 2.23 2.3 2.38 2.5 2.26 24.38 

Magelang 2.78 2.95 3.09 3.21 3.34 3.48 3.14 25.18 

Boyolali 3.67 3.88 4.02 4.16 4.34 4.57 4.11 24.52 

Klaten 3.65 3.78 3.89 4.03 4.19 4.29 3.97 17.53 

Sukoharjo 4.7 5.06 5.28 5.49 5.71 6.04 5.38 28.51 

Wonogiri 2.4 2.58 2.71 2.82 2.95 3.22 2.78 34.17 

Karanganyar 5.02 5.5 5.78 6.03 6.2 6.7 5.87 33.47 

Sragen 2.68 2.85 3.01 3.17 3.35 3.58 3.11 33.58 

Grobogan 1.93 2.03 2.11 2.21 2.3 2.49 2.18 29.02 

Blora 2 2.1 2.18 2.29 2.4 2.55 2.25 27.50 

Rembang 3.1 3.37 3.49 3.64 3.78 3.86 3.54 24.52 

Pati 2.97 3.24 3.4 3.55 3.71 3.85 3.45 29.63 

Kudus 14.02 14.26 14.51 14.86 15.2 16.27 14.85 16.05 

Jepara  3.17 3.36 3.47 3.57 3.69 3.89 3.52 22.71 

Demak  2.31 2.53 2.61 2.7 2.78 2.86 2.63 23.81 

Semarang 5.01 5.22 5.41 5.57 5.75 5.97 5.49 19.16 

Temanggung 2.78 2.97 3.06 3.14 3.23 3.4 3.1 22.30 

Kendal 4.77 4.77 4.93 5.07 5.2 5.99 5.12 25.58 

Batang 2.77 2.99 3.08 3.18 3.28 3.34 3.11 20.58 

Pekalongan 3.03 3.23 3.36 3.49 3.61 3.85 3.43 27.06 

Pemalang 2.01 2.13 2.2 2.29 2.37 2.74 2.29 36.32 

Tegal 1.91 2.1 2.21 2.32 2.44 2.6 2.26 36.13 

Brebes 2.4 2.58 2.69 2.79 2.91 3.18 2.76 32.50 

Kota Magelang 6.81 6.99 7.16 7.38 7.62 9.38 7.56 37.74 

Kota Surakarta 7.22 7.93 8.32 8.7 9.12 10.22 8.58 41.55 

Kota Salatiga 4.1 4.39 4.54 4.66 4.77 5.36 4.64 30.73 

Kota Semarang 11.28 11.62 12.19 12.68 13.08 13.73 12.43 21.72 

Kota Pekalongan 5.99 6.45 6.66 6.86 7.1 7.42 6.75 23.87 

Kota Tegal 4.02 4.41 4.63 4.85 5.08 5.35 4.72 33.08 

 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai tahun 
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Pendapatan per kapita tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kudus yaitu 

sebesar 14,85 juta rupiah diikuti oleh Kota Semarang di peringkat kedua dengan 

pendapatan per kapita sebesar  12,43 juta rupiah. Pendapatan per kapita terendah 

dimiliki oleh Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 2,18 juta rupiah. Selisih nilai 

yang besar antara pendapatan per kapita tertinggi dan terendah ini dapat menjadi 

indikator adanya ketimpangan ekonomi  antar kabupaten/kota di wilayah Jawa 

Tengah. 

Peningkatan pendapatan per kapita tertinggi dialami oleh Kota Surakarta 

dengan peningkatan sebesar 41,55% selama periode 2005 hingga 2010 yaitu dari 

nilai 7,22 juta rupiah di tahun 2005 menjadi 8,58 juta rupiah di tahun 2010. 

Peningkatan pendapatan per kapita terendah dialami oleh  Kabupaten Kudus 

dengan peningkatan sebesar 16.05 % yaitu dari 14,02 juta rupiah di tahun 2005 

menjadi 14,85 juta  rupiah di tahun 2010. Namun demikian, Kabupaten Kudus 

merupakan daerah dengan pendapatan tertinggi walaupun peningkatan nilai 

pendapatan per kapitanya merupakan yang terendah. 

Di samping pertumbuhan ekonomi,  juga terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Akai-Sakata 

(2005) dan Lessman (2006)  mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

ketimpangan wilayah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan jumlah 

orang yang bekerja. 

Aglomerasi merupakan suatu pengelompokan kegiatan ekonomi, 

umumnya bersifat homogen, di suatu tempat. Aglomerasi kegiatan ekonomi di 

suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mengalami pertumbuhan 
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ekonomi yang lebih tinggi. Aglomerasi kegiatan ekonomi bagi suatu industri juga 

akan mampu memacu pembangunan di suatu daerah melalui mekanisme 

penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat (Sjafrizal, 

2008).  

Pertumbuhan perekonomian daerah akan memberikan penguatan bagi 

sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut.Dalam proses pembangunan ekonomi, 

suatu daerah akan mengalami pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. 

Karakteristik dan kondisi suatu daerah sangat beragam dan berbeda-beda antara 

satu dengan yang lainnya menjadikan daerah itu mengalami pembangunan 

ekonomi yang berbeda juga (Lincoln Arsyad, 2001). Adapun struktur ekonomi 

Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.6  

Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2001-2008 Atas Dasar 

Harga Konstan (persen) 

Lapangan usaha 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian  22.23 22.53 21.03 21.07 20.92 20.57 20.03 19.96 19.89 

Pertambangan dan galian 1 1 1 0.98 1.02 1.11 1.12 1.1 1.11 

Industri Pengolahan 31.28 31.85 32.01 32.4 32.23 31.98 31.97 31.68 30.82 

Listrik,gas dan air bersih 0.73 0.79 0.76 0.78 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 

Bangunan 4.66 4.97 5.35 5.49 5.57 5.61 5.69 5.75 5.86 

Perdagangan,hotel dan 

restoran 21.73 21.37 21.42 20.87 21.01 21.11 21.3 21.23 21.5 

Pengangkutan dan 

komunikasi 4.69 4.77 4.82 4.79 4.89 4.95 5.06 5.16 5.27 

Keuangan,persewaan  3.72 3.68 3.6 3.55 3.54 3.58 3.62 3.71 3.81 

dan jasa perusahaan 

         Jasa-jasa 9.95 9.03 10.02 10.06 10.01 10.25 10.36 10.57 10.89 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2001-2008, diolah 

 

Berdasarkan tabel 1.6, sektor industri pengolahan merupakan sektor 

yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Jawa Tengah. 

Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar ke-2 setelah 
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sektor industri pengolahan. Kedua sektor ini berperan dalam perkembangan 

ekonomi Jawa Tengah dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Namun 

demikian, kedua sektor ini memiliki tempat tersendiri dalam perkembangannya. 

Sektor industri pengolahan umumnya berlokasi di daerah yang maju dan 

berkembang pesat, misalnya di perkotaan, sedangkan sektor pertanian umumnya 

berlokasi di daerah pedesaan di mana masih terdapat lahan bagi aktivitas 

pertanian. Kedua sektor ini juga berbeda dalam hal value added , dimana sektor 

pertanian umumnya memiliki nilai value added yang lebih kecil daripada sektor 

industri pengolahan. Perbedaan peran dan lokasi ini akan menyebabkan 

ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.  

Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial dalam suatu daerah 

menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses selektif dipandang 

dari dimensi geografis. Kriteria utama pembangunan adalah kenaikan pendapatan 

per kapita yang sebagian besar disebabkan oleh adanya industrialisasi. Dalam 

pembangunan ekonomi, industrialisasi sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih 

maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi merupakan proses 

interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi dan spesialisasi dalam produksi 

dan perdagangan antar daerah yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan 

pendapatan per kapita yang mendorong struktur ekonomi (Tulus Tambunan, 

2001). Adapun nilai kontribusi sektor pertanian dan sektor industri tiap 

kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.7 

Nilai rata -rata kontribusi sektor pertani an dan sektori ndustri 

serta proporsinya terhadap PDRB  per kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2002-2010 

No Kabupaten/Kota 
sektor 

pertanian* 
sektor 

industri**  
proporsi terhadap 

PDRB*** 

1 Kab Cilacap 9.26 25.73 68.19 
2 Kab Banyumas 2.82 1.51 38.45 
3 Kab Purbalingga 2.41 0.48 44.45 
4 Kab Banjarnegara 3.08 0.81 52.11 
5 Kab Kebumen 3.30 0.58 48.74 
6 Kab Purworejo 3.00 0.56 45.40 
7 Kab Wonosobo 2.70 0.43 59.88 
8 Kab Magelang 3.53 1.54 49.33 
9 Kab Boyolali 4.27 1.43 51.67 
10 Kab Klaten 3.15 2.07 42.42 
11 Kab Sukoharjo 2.83 2.96 50.37 
12 Kab Wonogiri 4.40 0.27 55.53 
13 Kab Karanganyar 2.95 5.38 72.19 
14 Kab Sragen 2.92 1.26 56.95 
15 Kab Grobogan 3.81 0.22 44.98 
16 KabBlora 3.23 0.25 60.60 
17 Kab Rembang 3.14 0.18 52.12 
18 Kab Pati 4.38 1.78 53.57 
19 Kab Kudus 1.23 15.56 64.52 
20 Kab Jepara 2.85 2.33 51.39 
21 Kab Demak 3.73 0.66 53.48 
22 Kab Semarang 2.18 5.18 60.09 
23 Kab Temanggung 2.23 0.98 51.92 
24 Kab Kendal 3.57 4.23 63.62 
25 Kab Batang 1.88 1.38 55.41 
26 Kab Pekalongan 2.00 1.76 48.92 
27 Kab Pemalang 2.67 1.57 50.32 
28 Kab Tegal 1.88 1.97 46.86 
29 Kab Brebes 8.51 1.15 65.89 
30 Kota Magelang 0.10 0.08 6.62 
31 Kota Surakarta 0.01 2.67 27.58 
32 Kota Salatiga 0.16 0.37 27.06 
33 Kota Semarang 0.72 11.28 28.89 
34 Kota Pekalongan 0.68 0.86 31.81 
35 Kota Tegal 0.43 0.55 33.97 

  Jawa Tengah 100 100 100 

Ket : *) Sumbangan sektor pertanian kabupaten/kota terhadap sektor pertanian Jateng 

 
**)Sumbangan sektor industri kabupaten/kota terhadap sektor industri Jateng 

 

***)Sumbangan sektor pertanian dan industri di tiap kabupaten/kota 

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota se-jawa Tengah tahun 2002-2010, diolah 
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Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa  persebaran nilai kontribusi 

sektor pertanian dan sektor industri tidak merata antar kabupaten/kota di Jawa 

Tengah. Ketidakmerataan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan endowment 

factor dan perbedaan karakteristik yang dimiliki antar daerah. Nilai kontribusi 

sektor pertanian terbesar dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dengan nilai kontribusi 

rata-rata sebesar 9,56%  sedangkan nilai kontribusi sektor pertanian terendah 

terdapat pada Kota Surakarta dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 0,01%.  

Nilai kontribusi sektor industri tertinggi terdapat di Kabupaten Cilacap dengan 

nilai kontribusi rata-rata sebesar 25,73% sedangkan kontribusi sektor industri 

terendah terdapat pada Kota Magelang dengan nilai kontribusi sebesar 0,08%. 

Peran dan nilai kontribusi sektor pertanian dan sektorindustri pengolahan 

berbeda antar tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian dan 

sektorindustri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sebagai pembentuk PDRB 

di Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 72,19% dari total PDRB yang dimiliki. 

Di daerah lain, peran sektor pertanian dan sektorindustri pengolahan memberikan 

peran dan nilai kontribusi yang kecil seperti di Kota Magelang dengan nilai 

kontribusi sebesar 6,62% dari nilai total PDRB yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi kemampuan 

penyediaan lapangan kerja. Perekonomian suatu daerah yang tumbuh dengan 

tinggi akan memperbesar daya serap tenaga kerja serta mampu digunakan untuk 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Besar kecilnya tingkat jumlah orang 

yang bekerja yang ada  berperan terhadap besar kecilnya nilai ketimpangan 

ekonomi di suatu daerah. Kesenjangan perekonomian antar kabupaten/ kota di 
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Jawa Tengah juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya tingkat jumlah orang yang 

bekerja yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Semakin banyak jumlah orang yang 

bekerjadi suatu daerah maka akan menyebabkan pemanfaatan sumberdaya di 

daerah tersebut menjadi semakin optimal. Berikut tabel mengenai jumlah 

pengangguran terbuka dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Jawa Tengah : 

 

Tabel 1.8 

Jumlah pengangguran terbuka dan orang yang bekerja di provinsi 

Jawa Tengah tahun 2001-2009 

tahun pengangguran Bekerja 

2002 984234 14751088 

2003 912513 15196265 

2004 1044573 14930097 

2005 978952 15655303 

2006 1197244 15210931 

2007 1360219 16304058 

2008 1227308 15463658 

2009 1252267 15835382 

 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 

 

Berdasarkan tabel 1.8  , jumlah pengangguran meningkat drastis pada 

tahun 2002, peningkatan ini bahkan hampir menjadi 2 kali angka semula. Pada 

tahun yang sama, jumlah orang yang bekerja juga mengalami penurunan. 

Pengangguran dapat terjadi ketika angka pertumbuhan angkatan kerja tinggi 

sedangkan peningkatan jumlah lapangan kerja tidak sebanding.  Keberadaan 

tenaga kerja  yang ada dapat menjadi sebuah indikator keberhasilan pembangunan 

suatu daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya meningkatkan 

output pada sektor tertentu tetapi juga mampu membuat perluasan sektor-sektor 

yang mampu memberikan kontribusi pada perekonomian. Perluasan sektor-
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sektorbasis tidak hanya meningkatkan output tetapi juga akan menciptakan 

multiplier effect.  

Angka jumlah orang yang bekerja cenderung mengalami kenaikan seiring 

dengan kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan jumlah 

orang yang bekerja ini menjadi modal utama dalam pembangunan karena tenaga 

kerja merupakan salah satu komponen input dalam pembangunan. Penurunan 

jumlah pengangguran tidak akan langsung dikoreksi dengan kenaikan jumlah 

orang yang bekerja. Penururan jumlah pengangguran juga dapat disertai dengan 

penurunan jumlah orang yang bekerja seperti pada tahun 2008.  

Kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki jumlah tenaga kerja yang 

berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan kepemilikan tenaga kerja itu dikarenakan 

adanya perbedaan faktor demografi, ekonomi dan sosial-politik. Perbedaan 

kepemilikan tenaga kerja juga mempengaruhi nilai output per tenaga kerja yang 

dimiliki  tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai output per orang yang bekerja 

secara sektoral ini mencerminkan produktivitas yang dimiliki oleh tenaga kerja di 

daerah tersebut. Perbedaan nilai produktivitas mampu menyebabkan 

ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Adapun nilai output per orang yang 

bekerja di sektor pertanian dan industri pengolahan di tiap kabupaten/kota di Jawa 

Tengah adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.9 

Nilai output per orang yang bekerja di sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010 (juta rupiah) 

No Kabupaten/Kota sektor pertanian peringkat sektor industri peringkat 

1 Kab Cilacap  12.06 6 136.64 1 

2 Kab Banyumas 5.55 20 4.82 28 

3 Kab Purbalingga 5.81 19 2.51 34 

4 Kab Banjarnegara 4.40 29 5.35 26 

5 Kab Kebumen  5.40 21 2.47 35 

6 Kab Purworejo 7.18 13 6.66 23 

7 Kab Wonosobo 4.44 28 5.50 25 

8 Kab Magelang 4.24 30 7.65 21 

9 Kab Boyolali 7.01 14 8.78 16 

10 Kab Klaten 9.08 9 7.65 20 

11 Kab Sukoharjo 13.16 5 13.38 11 

12 Kab Wonogiri 4.83 25 4.29 30 

13 Kab Karanganyar 9.44 8 35.26 5 

14 Kab Sragen 5.34 22 10.13 14 

15 Kab Grobogan 3.41 33 3.05 32 

16 KabBlora 4.59 27 6.72 22 

17 Kab Rembang 6.06 17 3.03 33 

18 Kab Pati 5.85 18 9.71 15 

19 Kab Kudus 8.03 11 48.94 2 

20 Kab Jepara  8.97 10 4.59 29 

21 Kab Demak  6.92 15 4.16 31 

22 Kab Semarang 4.12 31 20.19 8 

23 Kab Temanggung 4.09 32 7.71 19 

24 Kab Kendal 5.29 23 40.26 3 

25 Kab Batang 4.80 26 8.12 17 

26 Kab Pekalongan 7.68 12 5.89 24 

27 Kab Pemalang 5.11 24 11.69 12 

28 Kab Tegal 3.22 34 11.04 13 

29 Kab Brebes 6.90 16 26.55 7 

30 Kota Magelang 63.42 1 4.93 27 

31 Kota Surakarta 2.13 35 27.65 6 

32 Kota Salatiga 21.27 3 15.42 10 

33 Kota Semarang 18.95 4 35.82 4 

34 Kota Pekalongan 32.16 2 8.01 18 

35 Kota Tegal 10.07 7 16.94 9 

  median 5.85   8.01   

 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2011, diolah 
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Dari tabel 1.9 dapat dilihat terdapat perbedaan nilai output per orang yang 

bekerja  antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai output per orang yang bekerja 

ini dapat mencerminkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat 

teknologi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Semakin baik kualitas SDM 

dan semakin tinggi tingkat teknologi yang dipakai akan mampu memperbesar 

output sehingga nilai output per tenaga kerja meningkat. 

Nilai output per orang yang bekerja yang tertinggi untuk sektor pertanian 

dimiliki oleh Kota Magelang dengan nilai 63,42 juta rupiah, sedangkan nilai 

terendah dimiliki oleh Kota Surakarta dengan nilai 2,12 juta rupiah. Nilai output 

per orang yang bekerja tertinggi untuk sektor industri pengolahan dimiliki oleh 

Kabupaten Cilacap dengan nilai 136,63 juta rupiah, sedangkan nilai terendah 

dimiliki oleh Kabupaten Kebumen dengan nilai 2,474 juta rupiah. 

Penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan  pendapatan telah banyak dilakukan oleh para ekonomi dunia. 

Penelitian ini pertama kali dilakukan oleh Simon Kuznetz (1955) melalui 

hipotesis U-terbaliknya. Simon Kuznets menyatakan ketimpangan ekonomi akan 

meningkat ketika proses pembangunan ekonomi tersebut mulai dilakukan hingga 

mencapai titik tertentu kemudian akan berkurang ketika proses pembangunan 

ekonomi tersebut telah mencapai tahap kedewasaan sehingga mulai terjadi 

pemerataan. Hipotesis Kuznets ini menyatakan bahwa kesenjangan akan muncul 

sebagai akibat dari pertumbuhan yang kemudian akan menurun seiring dengan 

perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut.  Peningkatan jumlah penduduk 

dari kalangan bawah yang berpendidikan akan mampu mengurangi tingkat 
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ketimpangan secara ekonomi, tetapi apabila peningkatan lebih besar dialami oleh 

penduduk yang masuk dalam kalangan atas secara ekonomi maka ketimpangan 

akan semakin meningkat.Kajian yang dilakukan oleh Forbes (2000) dengan 

menggunakan analisis panel data juga menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi 

berhubungan secara positif  terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Ketimpangan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan 

relatif  antara potensi dan tingkat kesejahteraan dapat menimbulkan permasalahan 

antar daerah. Arus modal akan mengalir  dan berakumulasi ke daerah-daerah yang 

memberikan nilai pengembalian atau tingkat pertumbuhan yang tinggi. Arus 

modal pada akhirnya akan terkonsentrasi ke daerah-daerah kaya sumberdaya alam 

dan kota-kota besar yang sarana dan prasaranya lebih lengkap. Di sisi lain, 

gelombang pencari kerja juga akan bergerak kearah pusat pertumbuhan yang 

menjanjikan keuntungan  yang lebih besar. Pergerakan masyarakat pencari kerja 

ini akan memberikan permasalahan kepadatan penduduk bagi daerah yang 

menerima  pencari kerja tersebut.  Keadaan yang demikian akan semakin besar 

ketimpangan antar wilayah.Seyogyanya antar daerah di Provinsi Jawa Tengah 

harus saling bersinergi sehingga dapat diperoleh keuntungan bersama yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat topik ketimpangan 

wilayah dengan judul ñPengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor 

Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja Terhadap 

Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-

2010ò. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tidak sama. Daerah kota dan daerah yang memiliki sektor industri yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang lebih pesat. Di sisi 

lain, beberapa daerah semakin sulit mengejar ketertinggalannya dengan daerah 

perkotaan dan daerh maju oleh karena arus modal dan tenaga kerja lebih 

mengarah ke daerah perkotaan. Kondisi yang demikian menyebabkan 

ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi semakin 

tinggi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka 

pertanyaan  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di 

Jawa Tengah? 

2. Apakah hipotesis Kuznets tentang Kurva ñU Terbalikò berlaku di 

Provinsi Jawa Tengah  setelah pelaksanaan otonomi daerah? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, share sektor pertanian, 

share sektor industri dan jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan 

wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah? 
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1.3 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

disebutkan maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui profil ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa 

Tengah. 

2. Membuktikan apakah hipotesis ñU-Terbalikò Kuznets berlaku di 

Provinsi Jawa Tengah setelah pelaksanaan otonomi daerah. 

Berdasarkan pembuktian tersebut, akan dicari implikasi dan 

kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.  

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, share sektor 

pertanian, share sektor industri dan jumlah tenaga kerja terhadap 

ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.  Dari 

hasil analisis, akan dicari kebijakan yang sesuai untuk 

meminimalkan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah dari tingkat ketimpangan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

seta sistematika penulisan 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan ekonomi. Di dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan 

definisi, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitan, analisis data dan pembahasan 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian 

yang telah dilakukan.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Untuk menjawab pertanyaan kajian maka diperlukan teori-teori yang 

terkait untuk mendukung kajian ini. Teori-teori yang digunakan adalah teori-teori 

yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kajian teori dan 

kajian empiris tersebut maka dibuatlah kerangka penelitian dan hipotesis 

penelitian sebagai jawaban yang bersifat sementara untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang menjelaskan faktor-

faktor penyebab pertumbuhan ekonomi serta hubungan keterkaitan antara faktor-

faktor yang ada sehingga terjadi proses pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan 

perkembangan waktu terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi yang 

dikemukakan oleh para ekonom, tetapi tidak ada yang mampu menjelaskan 

fenomena ekonomi secara keseluruhan  karena masing-masing teori ekonomi 

memiliki cara pemikiran yang berbeda sesuai dengan latar belakangnya. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan aktivitas ekonomi 

sehingga barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi tersebut 

bertambah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Prestasi ekonomi suatu 

daerah sering dilihat melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kemampuan 
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perekonomian suatu daerah akan berkembang seiring dengan peningkatan faktor 

produksi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Peningkatan jumlah penduduk akan 

mampu meningkatkan  ketersediaan tenaga kerja bagi proses produksi.  Investasi 

juga akan menambah ketersediaan modal yang dimiliki serta mendorong 

perbaikan kulaitas teknologi produksi yang digunakan. 

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dijelaskan 

melalui pemikiran  teori  produksi sebagai dasar untuk memahami tingkatan, 

komposisi serta pertumbuhan output yang terjadi.hubungan antara tingkat input 

yang digunakan serta tingkat output yang diberikan dapat dibedakan ke dalam tiga 

tahap : 

ü Tahap pertama, produksi total mengalami penambahan yang lebih banyak. 

Penambahan input, dalam konteks ini adalah tenaga kerja, akan 

meningkatkan produksi total melebihi penambahan input yang diberikan 

(increasing return to scale). 

ü Tahap kedua, produksi total mengalami pertumbuhan yang semakin lambat. 

Produksi marginal dan produksi rata-rata mengalami penurunan yang 

disebabkan oleh berlakunya law of diminishing return. Penambahan input 

akan tetap menambah output, dengan nilai yang semakin berkurang,  samapi 

output mencapai titik maksimum (constant return to scale). Pada kondisi ini 

penambahan input berikutnya tidak akan memberikan tambahan jumlah 

pada output. 

ü Tahap ketiga, produksi total akan berkurang seiring dengan penambahan 

pada input. Pada tahap ini, penambahan input tidak memberikan nilai 
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tambahan negatif pada pertambahan output. Ketiga tahap tersebut dapat 

dijelaskan melalui gambar berikut ini  

Gambar 2.1 

Hubungan antara produksi total dan input tenaga kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rahardja dan Manurung, 1999. 

Terdapat tiga faktor atau komponen dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: 

2.1.1.1 Akumulasi Modal 

Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 

Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi ketika sebagian pendapatan 

ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan 
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pendapatan di kemudian hari. Bentuk investasi ada yang bersifat langsung dan ada 

pula yang tidak langsung. 

Investasi langsung dapat berupa pengadaan pabrik baru, mesin ï mesin, 

peralatan dan bahan baku yang meningkatkan stok modal (capital stock) secara 

fisik suatu daerah (yaitu nilai riil ñnetoò atas seluruh barang modal produktif 

secara fisik), dan hal ini dapat meningkatkan output di masa yang akan datang. 

Investasi produktif yang bersifat langsung itu juga harus dilengkapi dengan 

investasi penunjang, yaitu investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Investasi 

infrastruktur dapat berupa pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan 

air bersih dan perbaikan sanitasi, serta pembangunan fasilitas komunikasi diman 

kesemuanya berguna untuk menunjang dan mengintegrasikan aktivitas ekonomi. 

Bentuk investasi yang bersifat tidak langsung dapat berbentuk investasi 

berbagai jenis sumber daya. Salah satu bentuk investasi tidak langsung adalah 

investasi pembinaan sumber daya manusia yaitu dapat dilakukan dalam bentuk 

pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan dalam kerja atau magang, 

kursus ï kursus, dan aneka pendidikan informal. Investasi dalam bentuk 

pembinaan sumber daya manusia pada akhirnya akan membawa dampak positif 

yang sama terhadap angka produksi, bahkan manfaat  yang ditimbulkan dengan 

adanya investasi sumber daya manusia ini akan lebih besar lagi sebab pada 

dasarnya manusia lah yang menggerakkan seluruh aktivitas kegiatan 

pembangunan, maka ketika sumber daya manusia berkualitas ikut aktif dalam 

kegiatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi maka akan menghasilkan produk 

yang efisien dan efektif. 
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2.1.1.2 Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional 

dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga 

produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran 

pasar domestik akan lebih besar pula. 

Anggapan ini dapat terjadi jika kondisi full employment, atau tenaga kerja 

memenuhi seluruh lapangan kerja yang tersedia tanpa ada pengangguran maka 

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja akan memberikan dampak 

positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun jika terjadi sebaliknya, yaitu 

pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan tenaga kerja yang 

produktif atau kondisi perekonomian tidak dalam kondisi full employment, maka 

dampak negatif akan muncul dengan adanya pertumbuhan penduduk. 

2.1.1.3 Kemajuan Teknologi 

Kompenen terpenting pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi. 

Pengertian kemajuan teknologi itu sendiri adalah penemuan baru atas cara ï cara 

pengerjaan secara tradisional menjadi pengerjaan yang lebih efisien dan efektif. 

Terdapat tiga klasifikasi kemajuan teknologi (Boediono. 1992) yaitu: 

1. Kemajuan Teknologi yang Netral 

Kemajuan teknologi jenis ini akan meningkatkan produksi yang 

lebih tinggi jika penggunaan jumlah dan kombinasi faktor input yang 

sama. 
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2. Kemajuan Teknologi yang Hemat Tenaga Kerja 

Dengan menggunakan teknologi dimungkinkan memperoleh output 

yang lebih tinggi dari penggunaan jumlah input tenaga kerja atau 

modal yang sama. Kemajuan teknologi ini menghasilkan metode 

padat modal, yaitu menhemat tenaga kerja 

3. Kemajuan Teknologi yang Hemat Modal 

Kemajuan teknologi yang hemat modal jarang terjadi pada negara ï 

negara berkembang, sebab di negara berkembang lebih banyak 

jumlah tenaga kerja dibanding modal, lain halnya bila di negara 

maju. Kemajuan teknologi ini akan menghasilkan metode produksi 

padat karya yang lebih efisien, yakni yang memerlukan biaya yang 

lebih rendah. 

Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja. 

Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja terjadi apabila penerapan 

teknologi mampu meningkatkan mutu atau keterampilan tenaga kerja secara 

umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal bila 

pemanfaatan barang modal yang ada secara lebih produktif. 

2.1.2 Definisi Pembangunan Ekonomi 

Secara tradisional pembangunan memiliki arti pada peningkatan yang 

konstan pada Gross Domestic Product  atau Produk Domestik Bruto suatu Negara 

. Dalam skala daerah , makana pembangunan tradisional difokuskan pada PDRB 

provinsi, kabupaten dan kota. Perkembangan ilmu perekonomian membawa 

perubahan definisi pembangunan ekonomi, di mana peningkatan pendapatan per 
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kapita menjadi materi utama dalam proses pembangunan ekonomi. Definisi ini 

lebih menekankan  pada kemampuan suatu daerah untuk dapat meningkatkan 

output  yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah beserta seluruh komponen masyarakat  mengelola berbagai sumberdaya 

yang ada dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan 

pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut 

(Lincolin Arsyad,1999). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi,struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan 

ekonomi (pendapatan) antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Sebagian 

ahli ekonomi berpendapat bahwa pembangunan ekonomi lebih dari sekedar 

pertimbuhan ekonomi melainkan termasuk juga adanya pemerataan dan 

perubahan dalam struktur dan corak ekonomi. 

Arti luas pembangunan juga berarti pengembangan kegiatan ekonomi dan 

taraf hidup masyarakat. Menurut Michael P. Todaro (1993), ada tiga sasaran yang 

ingin dicapai dalam pembangunan ,yaitu : 

1. Meningkatkan perediaan dan memperluas pembagian atau 

pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bias hidup, seperti 

makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan 

2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi 

penghasilan penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan 

yang lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan 
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kemanusiaan.Semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

materi semata tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan harga 

diri, baik individu maupun bangsa. 

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua 

individu dan nasional dengan membebaskan mereka dari sikap-

sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya 

dengan orang lain dan Negara-negara lain, tetapi juga sumber-

sumber kebodohan dan penderitaan manusia. 

2.1.2.1 Model Harrod-Domar 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan pengembangan analisis 

Keynes. Teori Harrod-Domar dikembangkan oleh Evsey Domar dan R.F. Harrod 

secra sendiri-sendiri, tetapi karena maksud dan pengertian dari keduanya sama 

maka disatukan  menjadi teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar merupakan 

teori perluasan dari analisis yang dilakukan ole Keynes mengenai pertumbuhan 

ekonomi dan tenaga kerja. Teori Harrod-Domar  menganggap analisis Keynes 

terutama untuk jangka panjang tidak dibicarakan sehingga teori ini meerangkan 

syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang teguh (steady state) dalam jangka panjang,.  

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar menggunakan beberapa 

permisalan yaitu : 

1) Perekonomian dalam keadaan tenaga kerja penuh (full employment) dan 

barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. 
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2) Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan 

perusahaan, sedangkan sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri 

dianggap tidak ada 

3) Besarnya tabungan penduduk adalah proposional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. 

4) Kecenderungan untuk menabung (marginal prospensity to save =MPS) 

besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (capital-output ratio 

=  COR) dan rasio ICOR (incremental capital-output ratio) . (Lincolin 

Arsyad, 1997) 

Dalam teori Harrod-Domar untuk memacu pertumbuhan ekonomi , 

dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau 

stok modal . Berikut model pertumbuhan ekonomi yang sederhana : 

i) Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu dari pendapatan 

nasional. Dapat kita tuliskan S = sYéééééééé.. ...... (2.1) 

ii)  Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) 

yang dapat diwakili oleh ȹK sehingga kita dapat menuliskan I = 

ȹK. Akan tetapi, karena jumlah stok modal , K, mempunyai 

hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau 

output ,Y, maka     atau  sehingga ȹK = kYéééé.

 .................................................................................................. (2.2) 

iii)  Tabungan nasional harus sama dengan investasi sehingga 

persamaan berikutnya ditulis : S = I.  Dengan demikian , dapat kita 
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tuliskan identitas dari investasi   S =sY = k ȹKY =ȹK = I atau bisa 

diringkas sY = KȹYééééééééééééééé.. ... (2.3) 

Persamaan akhir di atas menjadi :   , di mana  merupakan 

tingkat perubahan atau pertumbuhan GDP. 

Persamaan Harrod-Domar secara jelas menyatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan GDP () ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan 

nasional serta rasioa modal-output nasional . Persamaan di atas menyatakan 

bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah , tingkat pertumbuhan pendapatan 

nasional akan secara langsung atau ñpositifò berbanding lurus dengan rasio 

tabungan  dan secara ñnegative ñ berbanding terbalik terhadap rasio modal-output 

dari suatu perekonomian . Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa untuk bisa 

mencapai  pertumbuhan ekonomi yang tinggi , setiap perekonomian harus 

menabung dan mengiventasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. 

2.1.2.2 Teori Pembangunan Lewis 

Model teoritis pembangunan ini memusatkan perhatiannya pada 

transformasi structural suatu perekonomian subsisten.Perhatian utama dari model 

ini adalah proses pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan output dan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja serta 

pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada 

sektor modern tersebut. Adapun laju atau kecepatan perluasan tersebut ditentukan 

oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal oleh adanya 

kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah.  Tingkat upah di 
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sektorindustri perkotaan diasumsikan konstan dan jumlahnya ditetapkan melebihi 

rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. Pada tingkat upah di 

daerah perkotaan yang konstan, maka kurva penawaran tenaga kerja pedesaan 

dianggap elastic sempurna. 

Lewis mengasumsikan bahwa tingkat upah di perkotaan adalah lebih 

tinggi daripada di pedesaan, maka para penyedia lapangan kerja di sektor modern 

dapat merekrut tenaga kerja pedesaan sebanyak yang diperlukan tanpa harus 

merasa khawatir tingkat upah akan meningkat. Rangkaian proses  pertumbuhan 

berkesinambungan  dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut 

diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan 

diserap habis oleh sektorindustri. Transformasi structural perekonomian dengan 

sendirinya akan menjadi kenyataan  dan perekonomian akan beralih dari pertanian 

tradisional yang berpusat di pedesaan menjadi perekonomian sektorindustri 

modern yang berpusat pada pola kehidupan modern. 

2.1.2.3Analisis Pola Pembangunan 

Analisis pola pembangunan memusatkan perhatiannya pada proses yang 

mengubah struktur ekonomi, industri dan kelembagaan secara bertahap pada suatu 

perekonomian yang terbelakang. Analisis pola pembangunan menyatakan bahwa 

peningkatan tabungan dan invesatsi merupakan syarat yang harus dipenuhi  ,tetapi 

tidak akan memadai jika berdiri sendiri ( necessary but not sufficient condition) 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  Pola ini juga mensyaratkan selain 

akumulasi modal juga diperlukan serangkaian perubahan yang saling berkaitan 

dalam struktur perekonomian Negara yang bersangkutan demi terselengaranya 



36 
 

 
 

transisi yang bersifat mendasar dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi 

modern. 

Kendala pembangunan dari dalam negeri dan luar negeri  dapat 

mempengaruhi proses perubahan structural yang terjadi. Kendala yang berasal 

dari dalam negeri antara lain  adalah terbatasnya persediaan SDA maupun SDM ( 

kendala eknomi ) serta kendala kelembagaan berupa masih lemahnya mekanisme 

perumusan kebijakan dan kurang jelasnya sasaran pemerintah. Adapun kendala 

dari luar antara lain adalah kelangkaan akses bagi Negara yang bersangkutan 

untuk mendapatkan teknologi dan modal dari luar negeri. 

2.1.2.4 Teori Neoklasik tradisional 

Pasar-psar bebas neoklasik  berkeyakinan bahwa liberalisasi pasar-pasar 

nasional akan merangsang invenstasi. Model pertumbuhan neoklasik Solow  

merupakan pilar yang sangat member kontribusi terhadap teori pertumbuhan 

neoklasik. Model ini merupakan pengembangan formulasi dari Harod-Domera 

dengan menambahkan factor kedua , yaitu tenaga kerja , serta memperkenalkan 

variabel independen ketiga yaitu teknologi. Solow berpegang pada konsep skala 

hasil yang terus berkurang darri input tenaga kerja dan modal jika keduanya 

dianalisis secara terpisah. Menurut  teori pertumbuhan neoklasik tradisional  , 

pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga factor : 

kenaikan kuantitas serta kualitas tenaga kerja, penambahan modal serta 

penyempurnaan teknologi 
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Analisis model pertumbuhan Solow dibagi menjadi 3 tahap yaitu : (1) 

asumsi angkatan erja dan teknologi tetap, (2) asumsi hanya teknologi yang tetap, 

dan (3) angkatan kerja dan teknologi berubah. 

Pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja dan teknologi tetap 

Menurut Solow, penawaran dan permintaan berperan penting  dalam 

menentukan output suatu perekonomian. Komponen utama dari  teori 

pertumbuhan Solow adalah fungsi produksi yang merupakan dasar dari penawaran 

dan fungsi konsumsi  yang merupakan dasar dari permintaan. Fungsi produksi dan 

fungsi konsumsi dijabarkan sebagai berikut : 

a) Fungsi Produksi 

Y = f (K , L) di mana,  Y merupakan output, K merupakan modal dan L 

merupakan tenaga kerja. Asumsi yang digunakan adalah constant return to 

scale  dan marginal return to scale.  Fungsi produksi merupakan  constant 

return to scale jka perubahan pada faktor produksi (input) akan 

memberikan nilai yang sama terhadap perubahan pada output. 

Jika tiap komponen dibagi dengan L maka 

 Y/L = f (K/L, L/L)  atau  Y/L = f (K/L, 1)éééééééééé. . (2.4) 

Angka 1 adalah konstan sehingga bisa ditiadakan, persamaannya menjadi  

Y/L = f (K/L) dan dapat dinotasikan dengan y = f (k)ééééé.. ... (2.5) 
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Secara grafis digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Fungsi produksi Neoklasik 

 

 

 

 

 

Sumber : Mankiew, 2003 

 

Di mana  

y = output per tenaga kerja 

k = modal per tenaga kerja 

b) fungsi konsumsi 

 Permintaan  terhadap barang dan jasa dalam model Solow berasal 

dari konsumsi dan investasi, dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = c + iééééééééééééééé.. ................................. (2.6) 

Di mana  

Y = output per tenaga kerja 

c =  konsumsi per tenaga kerja 

i = investasi per pekerja 

 model Solow mengasumsikan bahwa seseorang menggunakan 

sebagian dai pendapatan mereka untuk konsumsi (b) dan sebagian yang 

lain (1-b) untuk menabung. 

c = b yééééééééééééééééééé.. ..................... (2.7) 

F (k) 

y 

0 k 
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s =  (1-b) y ééééééééééééééééé... .................... (2.8) 

di mana  

c = konsumsi per tenaga kerja 

s = investasi per tenaga kerja 

y = output per tenaga kerja 

 Untuk melihat pengaruh fungsi konsumsi terhadap investasi maka 

persamaa yang ada di atas diubah menjadi  

y = by +iéééééééééééééééééé.. ................... (2.9) 

i=(1-b)yéééééééééééééééééé. ..................... (2.10) 

i = s = (1-b) f(k)éééééééééééééééé .................. (2.11) 

Efek depresiasi 

Investasi tergantung  pada komponen pertumbuhan investasi dan 

depresiasi barang modal dalam hubungannya dengan penambahan stok modal per 

kapita dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan suatu 

kegiatan yang memerlukan waktu dan untuk memastikan pertambahan stok modal 

per tenaga kerja, invesatasi yang dilakukan harus lebih besar dari efek 

pertambahan penduduk dan depresiasi stok modal per tenaga kerja. 

Perubahan stok modal per tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat invesatasi 

dan depresiasi  atau dapat ditulis : 

ȹk = i ï ŭk éééééééééééééééééééé. ........ (2.12) 

di mana  

ȹk = perubahan stok modal 

i =  investasi per tenaga kerja 
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ŭk = depresiasi modal per tenaga kerja 

jika : 

ü i lebih besar daripada ŭk maka nilai ȹk positif dan akan menyebabkan 

peningkatan stok modal per tenaga kerja. Keadaan ini akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi karena semakin sedikit stok modal per tenaga kerja 

semakin tinggi output per tenaga kerja 

ü I lebih kecil daripada ŭk maka nilai ȹk  negatif dan akan menyebabkan 

penurunan stok modal per tenaga kerja. Akibatnya output per tenaga kerja 

menurun. 

ü I sama dengan ŭk maka nilai adalah ȹk nol. Akibatnya stok modal suatu 

perekonomian tidak akan berubah karena kedua kekuatan beraksi secara 

seimbang di dalamnya. Kondisi ini disebut kondisi mapan atau steady state. 

Pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan tenaga kerja 

Perubahan pada tenaga kerja yang merupakan faktor input akan 

menyebabkan perubahan fungsi produksi. Pertumbuhan tenaga kerja dapat terjadi 

seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah. Pengaruh 

pertumbuhan tenaga kerja diterangkan dalam gambar berikut : 
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Gambar 2.3 

Efek depresiasi dan pertumbuhan penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sadono Sukirno, 2000 

 

Fungsi produksi adalah y=f(k), fungsi depresiasi adalah ŭk dan fungsi 

investasi dan tabungan adalah s=i=(1-b)f(k). Titik E, dengan asumsi tenaga kerja 

tetap, adalah kondisi mapan. 

Bila berlaku pertumbuhan penduduk, perubahan stok modal dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

ȹk= I ï (ŭ + n)kéééééééééééééééééééé. . (2.13) 

Di mana n adalah pertumbuhan tenaga kerja.  

Melalui persamaan di atas, investasi meningkatkan k sementara depresiasi 

dan pertumbuhan tenaga kerja menurunkan k. semetara, (ŭ+n)k  menunjukkan 

jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjaga stok capital per tenaga kerja 

tetap konstan (menjaga tingkat output). 

Gambar di atas menunjukkan kondisi mapan ketika terjadi pertumbuhan 

tenaga kerja dicapa pada titik D. pertumbuhan penduduk menyebabkan tingkat 

pertumbuhan menjadi lebih rendah.  

A 

B 

D 

Y = f(K) 

S1=i1=(1-b1)f(k) 

ʵƪ 

S=i=(1-b)f(k) 

(n+ɻ )k 

ko K1 0 

Y2 

Y0 

Y1 

K2 k 

C 

E 

A 

B 

D 



42 
 

 
 

Kondisi yang demikian dicegah dengan melakukan perubahan terhadap 

fungsi tabungan dan investasi. Jika MPS meningkat dari 1-b menjadi 1-b1 ( di 

mana b1 lebih kecil dari b) maka fungsi tabungan akan berubah menjadi s1=i1=(1-

b1)f(k). Dengan keseimbangan yang baru ini, perekonomian mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu pada titik C (kondisi mapan yang 

lebih tinggi). Pada akhirnya, efek negatif pertambahan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan kenaikan tabungan dan investasi. 

Pertumbuhan ekonomi dengan perubahan teknologi 

Perubahan teknologi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Dengan memasukkan perubahan teknologi, fungsi produksi Y = f (K,L) berubah 

menjadi  

Y= f(K, L X E)ééééééééééééééééééé. ...... (2.14) 

di mana E menunjukkan efisiensi tenaga kerja akibat kemajuan teknologi, L X E 

mengukur jumlah tenaga kerja efektif. Fungsi produksi ini menyatakan bahwa 

output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif L 

X E. Persamaan tersebut dapat didefinisikan dengan : 

y = f(k)ééééééééééééééééééééééé .... (2.15) 

di mana 

y = ( ) = output per pekerja efektif 

k = ( ) = modal per pekerja efektif. 

Asumsi paling sederhana yang digunakan adalah dengan kemajuan 

teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja meningkat secara konstan sebesar g. 

Dengan memasukkan perubahan teknologi maka perubahan stok modal menjadi : 
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ȹk = I ï(ŭ + n + g)kéééééééééééééééééé. ... (2.16) 

Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bisa 

menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam suatu perekonomian. 

Pertumbuhan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan output per tenaga kerja 

yang berkelanjutan, sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah pada 

pertumbuhan yang tinggi hanya sampai kondisi mapan tercapai. Ketika kondisi 

mapan tercapai, kemajuan teknologilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi.  

2.1.2.5 Model Romer 

Model pertumbuhan endogen Romer, model ini mengkaji imbasan 

teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Diasumsikan 

bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri, tiap 

industri berproduksi secara konstan. Romer juga mengasumsikan cadangan modal 

dalam keseluruhan perekonomian (), secara positif mempengaruhi output pada 

tingkat industri, sehingga terdapat kemungkinan skala hasil yang semakin 

meningkat (increasing return to scale-IRS) pada tingkat perekonomian secara 

keseluruhan. Model Romer menganggap pertumbuhan kapital tidak hanya dengan 

modal tapi juga pada human capital/kualitas SDM juga diperlukan untuk 

mengurangi diminishing dengan pengetahuan (knowledge).  

Model ini berangkat dari sektor rumah tangga, yang merupakan fitur 

penting untuk memusatkan perhatian pada berbagai masalah yang menyangkut 

industrialisasi (Todaro, 2006), rumusnya: 

ééééééééééééééééé.(2.17) 
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Diasumsikan juga antarindustri adalah simetri, sehingga setiap industri 

akan menggunakan modal dan tenaga kerja pada tingkat yang sama. Kemudian 

fungsi produksi diagregasi: 

éééééééééééééééééé(2.18) 

Diasumsikan juga bahwa A bersifat konstan, sehingga diasumsikan bahwa 

saat ini tidak ada kemajuan teknologi. Maka hasil tingkat pertumbuhan 

pendapatan perkapita di dalam ekonomi akan menjadi: 

g éééééééééééé(2.19) 

Dimana g adalah tingkat pertumbuhan output dan n adalah tingkat 

pertumbuhan populasi. Tanpa ada imbasan, seperti dalam model Solow dengan 

skala hasil konstan, ɓ = 0, maka pertumbuhan per kapita akan menjadi nol (tanpa 

kemajuan teknologi). 

Dengan ketiga faktor tersebut, termasuk eksternalitas modal, Romer 

mengasumsikan: ɓ > 0, sehingga g ï n > 0, dan Y / L tumbuh. Maka terjadilah 

pertumbuhan endogen, yang bukan berasal dar kenaikan produktivitas yang 

ditentukan secara eksogen. Jika kemajuan teknologi diperhitungkan, maka ɚ 

dalam Solow bernilai lebih besar daripada nol, dan pertumbuhan juga akan 

meningkat sebesar itu. Jadi menurut Romer Technology progress dapat menjadi 

endogenous, dengan asumsi tidak ada subtitusi pada capital dan labor. 

2.1.3 Definisi Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaaan 

kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi  yang terdapat 

pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam 
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mendorong proses pembangunan menjadi berbeda (Sjafrizal,2008). Perbedaan 

karakteristik daerah inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan kemajuan 

antar daerah menjadi daerah maju (Developed Region) dan daerah terbelakang 

(Underdeveloped Region). 

Kesenjangan tidak hanya mencakup perbedaan karakteristik antar wilayah, 

melainkan juga mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat 

(Mudrajad Kuncoro,2003). Kesenjangan antar wilayah disebabkan oleh perbedaan 

faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan endowment factor 

menyebabkan tingkat kemajuan dan pembangunan antar wilayah berbeda, 

sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut 

(Sukirno,2003). 

Menurut Myrdal (dalam Arsyad,2004), perbedaan tingkat kemajuan 

ekonomi antar daerah yang berlebih dapat menyebabkan pengaruh negatif  yang 

merugikan (beckwash effect) lebih besar daripada pengaruh positif yang 

menguntungkan (spread effect) yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 

ketidakseimbangan.  

Para ahli ekonomi telah sejak lama merumuskan definisi ketimpangan 

pendapatan. Adam Smith mengemukakan bahwa persoalan pokok dari distribusi 

pendapatan adalah bagaimana hasil penjualan produk dibagi, diantaranya upah, 

sewa dan laba. 

Irma Adelma (Dalam Lincoln Arsyad,2004:226) menyatakan ada 8 

penyebab ketimpangan pendapatan, yaitu : 
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1. Pendapatan per kapita turun disebabkan pertambahan penduduk 

tinggi 

2. Inflasi, pendapatan uang bertambah tetapi tidak disertai 

penambahan produksi barang-barang secara proposional 

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah 

4. Investasi lebih mengacu pada proyek yang padat modal 

5. Mobilitas sosial masih rendah 

6. Adanya pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang 

mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri untuk 

melindungi usaha-usaha golongan kapitalis 

7. Memburuknya nilai tukar Negara berkembang dalam perdagangan 

dengan Negara-negara maju. 

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat 

Teori Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal dari sebuah 

pembangunan, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi seiring 

dengan perkembangan pembangunan, distribusi pendapatan akan semakin 

membaik. Teori ini dikenal dengan hipotesis ñU-Terbalikò. 

2.1.4 Definisi Ketimpangan  

 Mubyarto (1995) membedakan ketimpangan menjadi 3 yaitu : 

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektorindustri dan pertanian 

2. Ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat 

perbedaan sumberdaya yang dimiliki. 
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3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini 

adalah yang paling berat. Ketimpangan ini sangat mungkin terjadi di 

dalam system perekonomian yang cenderung liberal / kapitalis 

Michael Todaro (1993) membedakan dua ukuran pokok distribusi 

pendapatan yang digunakan untuk keperluan tujuan analitis dan kuantitatif. 

Distribusi ukuran pertama adalah distribusi pendapatan perseorangan.  Ukuran ini 

secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap 

individu atau rumah tangga. Distribusi ukuran yang selanjutnya adalah distribusi 

pendapatan ñfungsionalò.  Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan 

nasional total yang diterima oleh masing-masing factor produksi (tanah, tenaga 

kerja dan modal). 

Menurut Sarjono HW (2006) pada konteks mikro, yang menjadi penyebab 

terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah pada umumnya, 

penyebabnya antara lain: 

1. Keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk 

pengembangan produk unggulan. 

2. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku 

pengembangan kawasan didaerah. 

3. Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang 

berpihak kepada petani dan pelakuswasta. 

4. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi 

pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam 

perekonomian daerah. 
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5. Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama,diantara 

pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, 

lembaga non pemerintah, dan petani, serta antara pusat, provinsi, dan 

kabupaten atau kota dalam upaya peningkatan daya saing kawasan 

danprodukunggulan. 

6. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap 

modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan 

jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan 

peluangusahadankerjasamainvestasi. 

7. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di 

daerah dalam mendukung 

pengembangankawasandanprodukunggulandaerah. 

8. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah 

untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk 

unggulan 

Sementara pada aspek makro, Dumairy (1996), menyatakan bahwa 

terdapat ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa 

ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah 

karena ketidaksetaraan anugerah awal (initial endowment) diantara pelaku-pelaku 

ekonomi. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan yang tidak 

tepat_cenderung berorientasi pada pertumbuhan, (growth).Ketidaksetaraan 

anugerah awal yang dimaksud adalah adanya kesenjangan antara bekal 

ñresourcesò yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Yang meliputi, sumberdaya 
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alam, kapital, keahlian/keterampilan, bakat/potensi atau sarana dan prasarana. 

Sedangkan pelaku ekonomi adalah perorangan, sektor ekonomi, sektor 

wilayah/daerah/kawasan). Sumberdaya alam yang dimiliki tidak sama antar 

daerah, (pra)sarana ekonomi yang tersedia tidak sama antar daerah, begitu pula 

yang lain-lainnya seperti kapital, keahlian/keterampilan serta potensi. 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai ketimpangan wilayah 

yaitu : 

1) Trickling Down ï Polarization Effect 

Albert O Hirscman (1970) membedakan daerah di suatu negara 

menjadi daerah kaya dan daerah miskin.  Jika perbedaan antar daerah 

tersebut semakin berkurang berarti terjadi efek imbas yang baik 

(trickling down effect). Sedangkan jika perbedaan antar kedua daerah 

semakin bertambah berarti terjadi proses pengkutuban (polarization 

effect). 

2) Backwash ï Spread Effect 

Myrdal dalam Jhingan (1990) berpendapat bahwa ketimpangan 

regional dalam suatu negara berdasarkan faktor non-ekonomi. 

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalisasi yang 

dilandaskan motif laba. Motif laa tersebut mendorong berkembangnya 

pembangunan di wilayah-wilayah yang memliki rate of return tinggi 

sedangkan wilayah yang tidak memiliki rate of return yang tinggi akan 

kekurangan modal pembangunan. 
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Myrdal berpendapat bahwa efek yang diberikan dari pertumbuhan 

suatu wilayah ada 2 pengaruh yaitu backwash effect dan spread 

effect.backwash effect  merupakan dampak yang buruk bagi 

pembangunan suatu wilayah dimana daerah yang maju akan semakin 

berkembang sedangkan daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal 

sehingga pada akhirnya akan memperbesar ketimpangan regional. 

Spread effect  merupakan dampak yang baik bagi suatu pembangunan 

karena keuntungan pembangunan dari suatu daerah (umumnya 

perkotaan) akan memberikan manfaat bagi perkembangan daerah di 

sekitarnya sehingga akan mampu mengurangi ketimpangan regional. 

2.1.4.1 Model Distribusi Fungsional 

 Ukuran distribusi pendapatan lain yang sering digunakan oleh para 

ekonomi adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa factor produksi (factor 

share distribution). Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa 

(share) pendapatan yang diterima oleh masing-masing factor produksi. Di 

samping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori 

ukuran distribusi fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga 

kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan yang 

terdiri dari : sewa, bunga dan laba. 

 Konsep distribusi fungsional mencoba menjelaskan ñpendapatanò suatu 

factor produksi melalui kontribusi factor tersebut terhadap produksi. Kurva 

penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga-harga dari 

masing-masing factor produksi.  Pendapatan didistribusikan menurut ñfungsiò 
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yaitu tenaga kerja menerima ñupahò, pemilik tanah menerima ñsewaò, dan kaum 

kapitalis menerima laba (Arsyad, 2004). 

 Model distribusi menurut Pofesor N. Kaldor dibangun atas dasar asumsi 

sebagai berikut (Jhingan, 1993): 

1) Ada ñsatu situasi pekerjaan penuh sehingga keseluruhan output atau 

pendapatan adalah tertentuò. 

2) Pendapatan atau input hanya terdiri dari upah (W) dan keuntungan (P). W 

mencakup buruh kasar dan gaji, sedangkan P mencakup pendapatan 

pengusaha dan pendapatan pemilik harta. 

3) Kecenderungan marginal konsumsi para pekerja lebih besar daripada para 

pemilik modal, sedang kecenderungan menabung para pekerja lebih kecil 

dibandingkan para pemilik modal. 

4) Rasio investasi output (1/Y) adalah variable bebas 

5) Ada unsure persaingan tidak sempurna atau monopoli. 

Model  dibentuk dengan Sw sebagai keseluruhan tabungan yang disisihkan  dari 

upah, dan Sp sebagai keseluruhan tabungan dari keuntungan, kita peroleh : 

Y = W + Péééééééééééééé .............................................. (2.20) 

I = Séééééééééééééééé. ............................................... (2.21) 

S = Sw + Spééééééééééééé. .............................................. .(2.22) 

 Karena investasi adalah tertentu (given) dan dengan mengasumsikan 

fungsi-fungsi tabungan proporsional sederhana, yaitu Sw = swW dan Sp = spP, 

kita peroleh persamaan : 

I = spP + swW = spP + sw (Y-P) karena W sama dengan Y-Péé.. ........... (2.23) 
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= spP +  swY ï swPéééééééééééé..  .................................... (2.24) 

 = (sp-sw)P + swYééééééééééééé.. .................................. (2.25) 

Dari rasio investasi terhadap pendapatan nasional 

 =  = atau   = (sp-sw)  +swéééééééééé.. ......... (2.26) 

Rasio keuntungan terhadap pendapatan nasional, P/Y dapat diperoleh dengan cara  

sebagai berikut =  

(sp ï sw)   =   -swééééééééééééééééééé. .......... .(2.27) 

 =  X  - ééééééééééééééééééé.......... (2.28) 

Jadi berdasarkan kecenderungan marginal menabung para penerima upah dan para 

pemilik modal tersebut, peranan keuntungan di dalam pendapatan nasional 

tergantung pada rasio investasi terhadap keseluruhan keluaran. Jika ada kenaikan 

rasio investasi pendapatan I/Y, kenaikan itu akan menaikkan peranan keuntungan 

di dalam pendapatan nasional P/Y, sepanjang sp > sw. 

 Dengan demikian, model ini bekerja jika kecenderungan menabung tidak 

sama, sp Í sw. sp > sw merupakan syarat kestabilan. Jika sp lebih kecil daripada 

sw, turunnya harga menyebabkan merosotnya permintaan dan turunnya harga 

secara kumulatif. Begitu juga kenaikan harga akan bersifat kumulatif. Lebih 

lanjut, ñ derajat kestabilan ñ system tersebut tergantung pada perbedaan 

kecenderungan marginal menabung, pada 1/(sp-sw) , yang oleh Kaldor 

didefinisikan sebagai koefisien kepekaan  pembagian pendapatan. Jika perbedaan 

antara dua kecenderungan itu  (sp dan sw) kecil, koefisiennya (1/ (sp ïsw)) akan 

besar dan perubahan sedikit saja di dalam rasio investasi ï output (I/Y) akan 
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menyebabkan perubahan yang relative besar  di dalam distribusi pendapatan. 

(P/Y) , dan sebaliknya. 

2.1.4.2 Indikator Ketimpangan  

2.1.4.2.1 Indeks Wiliamson 

Indeks Wiliamson merupakan suatu indeks yang didasarkan pada ukuran 

penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per 

kapita nasional. Nilai Indeks Wiliamson  antara 0-1,semakin tinggi nilai Indeks 

Wiliamson maka ketimpangan wilayah semakin besar , dan berlaku juga 

sebaliknya, di mana semakin rendah nilai indeks Wiliamson maka pemerataan 

makin baik. 

Rumus Indeks Wiliamson : 

ééééééééééééé ..................... (2.29) 

Di mana : 

IW = Indeks Wiliamson 

Yi  = PDRB per kapita ( kabupaten/kota ) 

Y = PDRB perkapita ( provinsi ) 

Fi = Jumlah penduduk ( kabupaten/kota ) 

N = Jumlah penduduk ( Provinsi)  

2.1.4.2.2 Tipologi Klassen 

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah 

erdasarkan dua indicator  utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per 

kapita daerah. Menurut Tipologi Klassen, perkembangan pembangunan antar 

daerah kabupaten/kota dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu : 
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1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (High Growth and High 

Income) 

2. Daerah maju tetapi tertekan (High Income but Low Growth) 

3. Daerah berkembang cepat (High Growth but Low Income) 

4. Daerah relative tertinggal (Low Growth and Low Income) 

Tabel 2.1 

Tipologi Klassen 

Y Yi > Y Yi < Y 

ri > r Pendapatan dan 

pertumbuhan tinggi = daerah 

maju 

Pendapatan rendah, 

pertumbuhan tinggi = 

daerah berkembang cepat 

ri < r Pendapatan tinggi dan 

pertumbuhan rendah = 

daerah maju tetapi tertekan 

pendapatan dan 

pertumbuhan rendah = 

daerah tertinggal 

 

Keterangan : 

Y  = Pendapatan per kapita provinsi 

Yi  = Pendapatan per kapita daerah kabupaten/kota 

r  = pertumbuhan ekonomi provinsi 

ri  = pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 

 

2.1.4.2.3 Koefisien gini  

Koefisien gini merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung 

ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini memiliki nilai anatara 0 

sampai dengan 1. Yang merupakan rasio anatar luas are kurva Lorenz dengan 

garis kemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz seperti dalam 

gambar  2.7. Semakin kecil nilai koefisien gini, memberikan indikasi bahwa 

distribusi pendapatan di suatu daerah semakin merata. Nilai koefisien gini yang 

besar memberikan arti yang sebaliknya yaitu distribusi pendapatan yang diterima 

oleh kelompok penerima pendapatan adalah tinggi.pada kondisi koefisien gini 

sebesar 0 berarti terdapat kemerataan sempurna (setiap kelompok penerima 
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pendapatan memperoleh pendapatan yang sama persis)dan koefisien gini sebesar 

1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna(di mana satu orang memiliki atau 

menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh 

pendapatan sama sekali) (Hariadi,2009). 

Gambar 2.4 

Kurva Lorenz  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Todaro,2003 

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi pendapatan 

distribusi kumulatif. Jika Kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran 

ketimpangan distribusi pendapatan  dapat dilakukan dengan rumus koefisien gini 

yang dikembangkan oleh gini (1912). Kurva Lorenz diukur atas setiap interval 

dari pendapatan, sehingga luas area B pada kurva Lorenz dapat diukur dengan 

koefisien Gini : 

G = 1 ï ééééééééé .............. .(2.30) 
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Xk adalah proporsi kumulatif dari jumlah rumahtangga, untuk k=o,é,n, dengan 

Xo=0, Xn=1. Yk adalah proporsi kumulatif dari pendapatan rumah tangga sampai  

kelas ke-k, untuk k=0,..,n, dengan Y0 = 0, Yn = 1. 

2.1.4.2.4 Kesenjangan Berdasarkan konsep PDRB per Kapita Relatif 

Kesenjangan ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam 

penelitian Bonet (dalam Atur J. Sigalingging,2008) yang mendasarkan ukuran 

kesenjangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus : 

IQit = ééééééééééééé ............. (2.31) 

Dimana : 

IQit  = Kesenjangan wilayah Kabupaten/Kota I, tahun t 

PDRB PC I,t  =PDRB perkapita daerah I, tahun t 

PDRB C NAS it  = PDRB per kapita nasional, tahun t 

Dalam penelitian ini tidak duigunakan konsep Indeks Williamson dalam 

menghitung kesenjangan wilayah, tetapi menggunakan konsep PDRB per kapita 

relatif ini dikarenakan  dalam penghitungannya diperlukan data-data dalam 

lingkup wilayah yang lebih kecil yang dalam hal ini adalah data dalam lingkup 

kecamatan. Untuk keperluan aksessibilitas data yang lebih mudah maka 

digunakanlah ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB per kapita 

relatif. 
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2.1.4.3 Faktor -faktor yang mempengaruhi ketimpangan 

2.1.4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut pandangan ekonomi klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas 

Robert Malthusdan John S. Mill, maupun ekonom neo-klasik, Robert Solow dan 

trevor Swan, mengemukakana bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah peduduk, (2) jumlah stok 

barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang 

digunakan. Suatu perekonomian dikatakan lebih berkembang jika tingkat kegiatan 

ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 

2003). 

Sadono Sukirno menyebut pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang meyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Rumsu yang dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah 

perbandingan selisih PDRB tahun ke-t dan t-1 terhadap PDRB tahun t-1 

ééééééééééééééééé.. .. (2.32) 

 Keterangan : 

Yt = PDRB tahun ke-t 

Yti  = PDRB tahun ke t-1 

2.1.4.3.1.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan 

Wilayah 

Simon Kuznets berpendapat bahwa pada tahap awal pertumbuhan 

ekonomi, dsitribusi pendapatan cenderung memburuk, tetapi pada tahap 
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selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang 

kemudian dikenal dengan kurva Kuznets ñU-terbalikò, karena perubahan time-

series dalam distribusi pendapatan tampak seperti kurva U terbalik(Todaro,2003). 

Dengan kata lain, ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan suatu 

wilayah terutama pada tahap awal, namun seiring dengan perkembangan dan  

pendewasaan perekonomian, maka tingkat ketimpangan akan menurun. 

 

Gambar 2.5 

Kurva U -Terbalik Kuznets 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Todaro, 2003 

Gambar 2.8 adalah kurva U-erbalik Kuznets. Kuznets menggunakan produk 

nasional bruto per kapita untuk menggambarakan tingkat pertumbuhan (garis 

horizontal) dan koefisien gini untuk menggambarkan tingkat etimpangan (garis 

vertical). Pada tahap awal pertumbuhan Yn, tingkat ketimpangan akan cenderung 

meningkat dari Gn hingga Gh dan hingga mencapai titik balik T, ketimpangan 

pendapatan akan menurun seiring dengan peningkatan pertumbuhan (Khasru & 

Jalil, 2004). 

Menurut Sjafizal (2008), ketimpangan antar wilayah terjadi karena 

perbedaan endowment factorberupa perbedaan kekayaan sumberdaya alam serta 

demografi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Perbedaan kekayaan alam 
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Gh 
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yang dimiliki oleh suatu daerah dapat berpengaruh terhadap proses produksi 

daerah tersebut dan membedakaanya satu dengan yang lain. Daerah yang 

memiliki ketersediaan sumberdaya alam yang tinggi dapat memproduksi barang-

barang tertentu dalam jumlah yang lebih besar dan harga yang lebih murah 

daripada daerah yang memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam yang 

dimiliki. Kondisi yang demikian akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi 

daerah yang kaya akan sumberdaya alam memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi daripada daerah yang kekurangan sumberdaya alam. Kondisi ini dapat 

emndorong terjadinya ketimpangan antar wilayah satu dengan lainnya. 

 

2.1.4.3.2 Aglomerasi 

Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonmi 

akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan 

ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata (Kartini 

H.Sihombing, 2008). 

Robison Tarigan berpendapat bahwa keuntungan berlokasi pada tempat  

konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi(economic 

of scale) dan economic agglomeration.Econonomic of scale adalah keuntungan 

karena berproduksi sesuai dengan spesialisasi sehingga produksi menjadi lebih 

besar dan biaya per unit menjadi lebih efisien. Sedangka economic agglomeration 

adalah keuntungan yang didapat karena lokasi memberikan fasilitas ketersediaan 

berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak yang menempati 

lokaso tersebut. 
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Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah yang cukup tinggi 

akan mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah 

dikarenakan pembangunan akan berlangsung lebih cepat pada daerah dengan 

tingkat konsentrasi ekonomi yang tinggi.Dengan demikian perbedaan aglomerasi 

ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafizal, 2008). 

Dalam penelitian ini, aglomerasi yang dipakai adalah aglomerasi sektoral 

dari sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Aglomerasi sektoral ini 

diukur dengan cara melihat besarnya nilai kontribusi sektor industri pengolahan 

dan sektor pertanian per kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap nilai total sektor  

industri pengolahan dan sektor pertanian di Jawa Tengah. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri dibedakan menjadi 

industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Industri besar 

adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri 

sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. 

Sedangkan industri kecil dan rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga 

kerja 1 sampai dengan 4 orang. 

2.1.4.3.2.1 Hubungan antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan 

Wilayah 

 Sjafizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang 

cukup tinggi akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar 

wilayah. Konsentrasi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan 

ekonomi daerah dengan konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi akan lebih cepat. 

Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong pembangunan daerah melalui 
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peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Hal yang 

sebaliknya juga berlaku,  bilamana konsentrasi ekonomi suatu darah rendah maka 

akan mendorong terjadinya pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat 

yang rendah. 

 Aglomerasi dapat dsebabkan oleh tiga hal yaitu (Sjafrizal,2008): 

1. Terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah 

tertentu, misalnya inyak bumi, gas alam, batubara, dan bahan 

mineral lainnya. 

2. Fasilitas transportasi yang merata untuk darat, laut maupun udara 

3. Kondisi demografis (kependudukan) di mana konsentraasi aktivitas 

eonomi akan terjadi di daerah dengan kualitas sumberdaya manusia 

yang lebih baik. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), di mana 

Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan 

pendapata regional. Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antar aglomerasi 

produksi dan ketimpangan pendapatan regional terapat hubungan yang positif dan 

signifikan pada Ŭ=1%. Hal itu berarti setiap tingkat aglomerasi produksi maka 

akan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional. 

Aglomerasi dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi yang dipakai 

dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran agloerasi pada 

aglomerasi produksi yang dihitung dari share PDRB wilayah terhadap total 

PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut : 

Agi = ééééééééééééééééé ............. (2.33) 
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Di mana : 

Agi = Aglomerasi Produksi Kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRBi = Nilai kontribusi sektor industri pengolahan dan pertanian  Atas Dasar 

Harga Konstan 2000 kabupaten/kota di provinsi Jateng(Rupiah) 

PDRBtot = Total nilai sektor industri pengolahan dan pertanian Atas Dasar Harga 

Konstan 2000Provinsi Jateng (Rupiah) 

2.1.4.3.3 Tingkat Orang yang bekerja 

Yang dimaksud jumlah orang yang bekerja dalam penelitian ini adalah 

seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang secra 

aktif memiliki pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu.Menurut Badan Pusat 

Statistik , penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 

tahun ke atas ,dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di 

Indonesia, angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang 

secara aktif melakukan kegiatan ekonomis (Biro Pusat Statistik,1983).BPS 

memberikan penjelasan mengenai ketenagakerjaan melalui gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.6  

Penduduk dan Tenaga Kerja 

 
Sumber : BPS 

 

Penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam proses produksi 

karena  merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja dilihat dari sisi ketenagakerjaan. 

Penduduk yang termasuk dalam suplai tenaga kerja adalah mereka yang telah 

berusia kerja sehingga mampu menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk 

usia kerja dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Penduduk yang masuk ke dalam penggolongan usia kerja di Indonesia 

adalah mereka yang telah berusia 15 tahun atau lebih. 

Angkatan kerja terdiri dari penduduk  usia kerja yang aktif bekerja dan 

sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang masuk ke dalam bukan angkatan kerja 

adalah penduduk usia kerja yang masih bersekolah, menjadi ibu rumah tangga, 

pensiunan, dan lain-lain 

Penduduk Usia Kerja (15+ 

tahun) 

Bukan Angkatan Kerja 

Lain-lain Pensiun Ibu RumahTangga Sekolah 

Angkatan Kerja 

Mencari Kerja / Menganggur Bekerja 
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Besarnya penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang 

yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka, terdapat 

sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang 

dan jasa yang disebut dengan golongan yang bekerja atau. Golongan yang lain  

merupakan penduduk yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan 

yang disebut dengan pencari kerja/menganggur. Konsep tingkat orang yang 

bekerja dalam penelitian ini adalah mereka yang masuk ke dalam golongan 

angkatan kerja dan sudah memiliki pekerjaan dengan tingkat upah tertentu. 

Tingkat orang yang bekerja dalam penelitian ini dihitung dengan cara : 

Tingkat orang bekerja = ......................(2.34) 

2.1.4.3.3.1 Hubungan antara tingkat orang yang bekerja  dengan 

Ketimpangan Wilayah 

Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah perbedaan kondisi 

geografis antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2008), kondisi demografis suatu 

wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, 

perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan 

dan perbedaan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat daerah yang 

bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap besarnya  produktivitas 

dari suatu daerah. Daerah yang memiliki kemampuan demografis  yang baik akan 

mampu memiliki produktivitas yang tinggi.  Tingkat orang yang bekerja 

berpengaruh terhadap produktivitas suatu daerah, semakin tinggi tingkat orang 

yang bekerja di suatu daerah akan menyebabkan produktivitas daerah tersebut 
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lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat jumlah orang yang bekerja yang lebih 

sedikit. Menurut Lessman (2006), tingkat pengangguran yang tinggi berpengaruh 

terhadap semakin tingginya ketimpangan wilayah.  

2.1.5 Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Wilayah 

 Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang 

dimilikipemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22 / 1999. 

Praktekdesentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 

berdasarkan 

UU No. 25/ 1999 yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal diIndonesia 

ialah ñMoney Follows Functionsò, yaitu fungsi pokok pelayanan publik 

didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan 

sumbersumberpenerimaan kepada daerah. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 

dan UU No. 25 Tahun 1999kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang 

kemudian diperbaiki olehpemerintah melalui revisi kedua undang-undang tersebut 

menjadi UU No. 32Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999) tentang 

pemerintahan daerahdan UU No. 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 25 tahun 

1999) tentangperimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) yang 

menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional 

di Kolombia. Penelitian Bonet (2006) menemukanbukti yang kuat bahwa 

meskipun pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaandesentralisasi fiskal 

meningkat di tiap daerah, namun disparitas pendapatan antarwilayah juga akan 
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meningkat selama periode yang aan dianalisis tersebut. Hal itumenurut Bonet 

(2006) disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebutantara lain alokasi 

sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang cenderunglebih besar 

terhadap pengeluaran rutin (upah atau gaji) dibanding terhadapinvestasi untuk 

infrastruktur atau permodalan di daerah. Faktor berikutnya adalahkurangnya 

kapasitas kelembagaan (institusi) pada pemerintah daerah, tidakadanya insentif 

yang cukup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dankurangnya 

redistribusi transfer nasional (pusat). 

Demikian pula dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, 

yangmerupakan salah satu negara sedang berkembang Pelaksanaan desentralisasi 

fiskal yang sudah berjalan kurang lebih selamasembilan tahun, yaitu mulai tahun 

2001 sampai dengan 2010 masih mengalamikasus klasik yaitu, walaupun 

pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikanmenumbuhkan ekonomi regional tiap 

kabupaten/kota, namun di sisi lainketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota 

di Propinsi Jawa Tengah jugamengalami peningkatan. Dalam konteks 

desentralisasi, masalah redistribusi memiliki dua dimensi,yaitu kesetaraan 

horizontal (antar wilayah) dan kesetaraan di dalam wilayah.Kesetaraan horizontal 

mengacu pada kondisi dimana pemerintah daerah memilikikapasitas yang sama 

dalam penyediaan barang publik (Ebel dan Yilmaz, 2002). 

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan horisontal, yaitu 

tax baseyang sangat berbeda antara wilayah dan karakteristik wilayah, dimana 

keduafaktor tersebut sangat mempengaruhi penetuan biaya dan penyediaan 

barangpublik. Hubungan yang positif antara ketimpangan wilayah dan 
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desentralisasifiskal merupakan pendapat yang mendominasi diantara peneliti. 

Tibout dalamSlinko (2002) menjelaskan hubungan yang positif antara 

desentralisasi fiskal danketimpangan wilayah melalui sifat mobilitas wajib pajak, 

dimana masyarakat(wajib pajak) memiliki kemampuan ñvoting by feetò (dapat 

secara bebas) dalammemilih wilayah mana yang akan ditempati melalui dua 

pertimbangan yaitu seleradan besarnya pengenaan pajak di daerah tersebut. 

Sehingga wilayah yang lebihmaju (wealth regions) dengan fasilitas dan pelayanan 

public yang lebih baik akanlebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal 

dibandingkan dengan wilayah yangkurang maju (poor regions). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ï penelitian terhadap distribusi pendapatan masih terus 

dilakukan, baik yang berupa pengujian terhadap hipotesis Kuznets maupun 

pengembangan teori lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti ï peneliti yang telah 

melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan 

pendapatan, antara lain : 

.Sutarno (2003)  melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang 

berjudul ñPertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di 

Kabupaten Banyumas, 1993 ï 2000)ò. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi dan memahami kesenjangan antar 

kecamatan di Kabupaten Banyumas. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi 

Klassen, Indeks Williamson, Indeks Theil serta trend dan Korelasi Pearson. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan Tipologi Klassen, Kabupaten 

Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu Kecamatan 
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dengan pertumbuhan dan pendapatan tinggi, pendapatan tinggi tetapi 

pertumbuhan rendah, pertumbuhan tinggi tetapi pendapatan rendah,  serta 

pertumbuhan dan pendapatan rendah. Berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks 

Theil, ditemukan bahwa masih terdapat disparitas yang dilihat dari PDRB per 

kapita antar kecamatan di Kabupaten Banyumas antara periode tahun 1993-2000. 

Yang lebih penting, ternyata hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Banyumas.  

Berdasarkan penelitian dari Sutarno, terdapat hubungan yang negative antara 

Indeks Williamson dan Indeks Theil terhadap pertumbuhan PDRB. 

 Jaime Bonet (2006) melakukan penelitian dengan judul ñFiscal 

Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from the Colombian 

Experienceò  dalam penelitian Bonet, digunakan beeberapa variable, diantaranya : 

penerimaan regional, pendapatan provinsi per kapita, dan pendapatan nasional per 

kapita. Penelitian Bonet merupakan penelitian dengan menggunakan teknik 

analisis dengan regresi panel data. Hasil penelitian dari Jaime Bonet menunjukkan 

bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan 

regional selama masa analisis. 

 Christian Lessman (2006) melakukan penelitian dengan judul ñFiscal 

Decentralization and Regional Disparity : A Panel Data Aproach for OECD 

Countriesò . Penelitian ini merupakan suatu analsisi regresi dengan panel data. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah disparitas, koefisien gini, 

bagian dari orang yang hidup di kota, populasi, GDP per kapita, populasi pekerja 

sektor pertanian, rasio pengangguran, perdagangan global, pengeluaran social, 
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bantuan pemerintah dan desentralisasi.  Model yang dibanguna dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Disparity = ɓ01 + ɓ1 PopGini + ɓ2 Urbanit + ɓ3Popit + ɓ4GDppcit + ɓ5 

Emplagriit + ɓ6 Unemplit + ɓ7 Globalit + ɓ8 Socialit + ɓ9 Grantsit + 

ɓ10Decentrit +Eit 

 Hasil estimasi menunjukkan bahwa variable koefisien gini, GDP per 

kapita dan pengangguran berpengaruh secara signifikan dan  positif terhadap 

ketimpangan, sedangkan variable populasi dan desentralisasi berpengaruh secara 

signifikan dan negative terhadap ketimpangan. 

 Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2005) melakukan penelitian untuk 

melihat factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi. Penelitian ini 

berjudul ñFiscal Decentralization Comitment and Regional Inequality : Evidence 

from State Level Cross-Sectional Data for the United Statesò . penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan analisis dengan regresi panel data. 

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah desentralisasi, GDP per 

kapita, panjang jalan, tingkat metropolitan, tingkat pendidikan,manufaktur, efek 

politik, investasi, tingkat pengangguran dan populasi. Hasil estimasi dari regresi 

data panel menunjukkan bahwa variable desentralisasi, gdp per kapitadan tingkat 

pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan, 

sedangkan variable panjang jalan, tingkat metropolitan, pendidikan, manufaktur 

dan investasi berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh negative terhadap 

ketimpangan. 
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 Forbes dan Kristin (2000) melakukan suatu penelitian untuk  melihat 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Penleitian yag 

dilakukan oleh Forbes dan Kristin berjudul ñReassesment of the relationship 

between inequality and growth ñ. Penelitian ini menggunakan metode estimasi 

ekonometrik data panel sebagai alat analisisnya. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kesenjangan berdampak positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Penulis Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

Sutarno dan 

Mudrajad 

Kuncoro 

Pertumbuhan Ekonomi 

dan Ketimpangan Antar 

Kecamatan di Kabupaten 

Banyumas 1993-2000 

Pertumbuhan Ekonomi 

dan Ketimpangan 

Wilayah 

Tipologi Klassen, indeks 

Ketimpangan Williamson, 

indeks ketimpangan 

entropy Theil, trend dan 

korelasi Pearson 

Selama periode 

pengamatan terjadi 

kecenderungan 

peningkatan ketimpangan 

antar kecamatan di 

kabupaten Banyumas  

yang disebabkan  oleh 

konsentrasi spasial 

aktivitas ekonomi serta 

hipotesis U-Terbalik 

terbukti di Kabupaten 

Banyumas 

Jaime Bonet  Fiscal Decentralization 

and Regional Income 

Disparities : Evidence 

from The Colombian 

Experience 

Penerimaan regional, 

pendapatan provinsi per 

kapita, pendapatan 

nasional per kapita 

Regresi panel data Proses desentralisasi 

fiskal meningkatkan 

ketimpangan pendapatan 

regionl selama masa 

analisis. 

Christian 

Lessman 

Fiscal Decentralization 

and Regional Disparity : 

A Panel Data Aproach for 

OECD Countries 

Disparitas, koefisien gini, 

bagian dari oaring yang 

hidup di kota, populasi, 

GDP per kapita, populasi 

pekerja sektor pertanian, 

Regresi panel data dengan 

model : Disparityit = ɓ01 

+ ɓ1 PopGini + ɓ2 

Urbanit + ɓ3Popit + 

ɓ4GDppcit + ɓ5 

Variabel pop gini, Gdppc, 

dan unempl berpengaruh 

positif terhadap 

ketimpangan sedangkan 

variabel pop dan decebtr 
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rasio pengangguran, 

perdagangan global, 

pengeluaran sosial, 

bantuan pemerintah, 

desentralisasi 

Emplagriit + ɓ6 Unemplit 

+ ɓ7 Globalit + ɓ8 

Socialit + ɓ9 Grantsit + 

ɓ10Decentrit +Eit 

berpengaruh negatif 

terhadap ketimpangan 

Nobuo Akai dan 

Masayo Sakata 

Fiscal Decentralization 

Comitment and Regional 

Inequality : Evidence from 

State Level Cross-

Sectional Data for the 

United States 

Desentralisasi , gdp per 

kapita, panjang jalan, 

tingkat metropolitan, 

tingkat pendidikan, 

manufaktur, efek politik, 

invesatasi, tingkat 

pengangguran, populasi 

Regresi panel data Variabel desentralisasi, 

gdp perkapita dan tingkat 

pengangguran signifikan 

dan berpengaruh positif 

dengan ketipangan, 

sedangkan variabel 

panjang jalan, tingkat 

metropolitan, pendidikan, 

manufaktur dan invesatasi 

signifikan dan 

berpengaruh negatif 

terhadap ketimpangan 

Forbes dan 

Kristin 

Reassesment of the 

relationship between 

inequality and growth 

Pertumbuhan ekonomi 

dan ketimpangan 

Metode estimasi 

ekonometrik data panel 

Kesenjangan berdampak 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kegiatan ekonomi dan berbagai faktor lain akan menyebabkan 

pembangunan ekonomi dimana hal tersebut mendorong terjadinya pertumbuhan 

ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi juga berdampak terhadap ketimpangan 

regional antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masing-masing 

daerah berbeda oleh karena perbedaan karakteristik dan endowment factor yang 

dimiliki oleh tiap daerah.  Perbedaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan 

ketimpangan ekonomi.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan antar wilayah yang 

terjadi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, melihat dan menganalisis hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah serta mencari factor-

faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah tersebut.  Berdasarkan latar 

belakang yang telah disusun di awal maka dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut 

  

Gambar 2.7 Kerangka  Pemikiran Teoritis 

Endowment factor 

Pertumbuhan ekonomi 

Pembangunan Ekonomi Pembuktian hipotesis 

Kuznets 

jumlah orang yang 

bekerja 

Share sektor pertanian Share sektor industri Growth 

Perbedaan pembangunan Ekonomi 

Ketimpangan Wilayah 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan pandapatan sementara dan pedoman serta arah dalam 

penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu 

hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua 

variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ; 

1. Diduga terdapat ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

2. Diduga hipotesis Kuznets terbukti di Jawa Tengah selama periode 

penelitian 

3. Diduga tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap 

ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah 

4. Diduga kontribusi sektor industri kabupaten/kota di Jawa Tengah 

berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi 

5. Diduga kontribusi sektor pertanian kabupaten/kota di Jawa Tengah 

berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi. 

6. Diduga tingkat jumlah orang yang bekerja per kabupaten/kota di 

Jawa Tengah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan di Jawa 

Tengah. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1   Variabel Penelitian dan Definisi operasional 

3.1.1 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga 

variabelindependen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa tengah 

pada tahun 2002-2010 (Iq). Sementara untuk variabel independen dalam 

penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Gw), nilai share sektor pertanian 

(Aglotni), nilai share sektor industri (Agloin), dan tingkat jumlah tenaga kerja 

(Empl). 

 Wilayah dalam penelitian ini mencakup 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

dengan periode penelitian adalah tahun 2002 ï 2010. Nilai share sektor yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. 

Pemilihan sektor pertanian dan industri pengolahan karena kedua sektor ini 

merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan 

PDRB di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain memberikan 

kontribusi terbesar, kedua sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda di mana 

sektor pertanian lebih padat karya, sedangkan sektor industri lebih padat modal 

dan memiliki nilai tambah (value added) yang lebih besar. Dalam penelitian ini 
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ditambahkan variable dummy dalam model yaitu dummy pada cross section  

dalam hal ini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

3.1.2 Definisi Operasional 

 Definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Ketimpangan Wilayah 

Ketimpangan wilayah  merupakan ketidakmerataan pendapatan yang 

diterima antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Dalam penelitian ini, 

ketimpangan wilayah diukur menggunakan Pendekatan PDRB per kapita relatif 

yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006) dan Atur 

J Sigalingging (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Rumus 

penghitungan ketimpangan wilayah ini adalah : 

IQit = ééééééééééééééé ..... (3.1) 

Dimana : 

IQit  = Kesenjangan wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa 

Tengah, tahun 2002-2010 

PDRB PC I,t  =  PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

tahun 2002-2010 

PDRB C NAS it  = PDRB per kapita Jawa tengah, tahun 2002-2010 

2. Pertumbuhan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai perubahan nilai PDRB atas dasar 

harga konstan di Provinsi Jawa Tengah (dalam satuan persen) yang dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

éééééééééééé. ....................... (3.2) 

  Keterangan : 

Growth = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kotadi Provinsi jawa Tengah 

Yt  = PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun t 

Yti  = PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun t-1 

 

3. Aglomerasi Sektor Pertanian 

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah. Aglomerasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  

penghitungan yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang 

mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari 

share PDRB wilayah terhadap total PDRB. Metode penghitungan aglomerasi ini 

dipakai untuk menghitung besaran kontribusi sektor pertanian dan industri 

pengolahan dalam penelitian ini. Adapun rumus tersebut adalah : 

Agtni = éééééééééééééé. ............ (3.3) 

Dimana : 

Ag tni      = Aglomerasi Produksi sektor pertanian kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRBi   = Nilai kontribusi sektor pertanian Atas Dasar Harga Konstan  2000 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
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PDRBtot  = Total nilai sektor pertanian  Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi 

Jawa Tengah 

4. Aglomerasi Sektor Industri 

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah. Aglomerasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan  

penghitungan yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang 

mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari 

share PDRB wilayah terhadap total PDRB. Metode penghitungan aglomerasi ini 

dipakai untuk menghitung besaran kontribusi sektor pertanian dan industri 

pengolahan dalam penelitian ini. Adapun rumus tersebut adalah : 

Ag in = éééééééééééééé. ... (3.4) 

Dimana : 

Ag in      = Aglomerasi Produksi sektor industry kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRBi  = Nilai kontribusi sektor industri Atas Dasar Harga Konstan  2000 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

PDRBtot = Total nilai sektor industri  Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi 

Jawa Tengah 
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5. Tingkat Orang Bekerja 

Tingkat orang bekerja  dalam penelitian ini merupakan seseorang yang 

sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang bekerja 

menghasilkan barang dan jasa pada suatu tingkat upah tertentu,. Nilai tingkat 

orang bekerja  merupakan persentase dari jumlah orang yang bekerja dibagi 

dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Nilai tingkat orang 

bekerja ini dirumuskan sebagai berikut : 

Empl =  X 100% ééééééééééé ....... (3.5) 

Pengertian dari orang yang sedang bekerja  (employed persons) adalah 

mereka yang telah bekerja dan menghasilkan barang dan jasa pada suatu tingkat 

upah tertentu, sedangkan pengertian angkatan kerja adalah bagian dari tenaga 

kerja  yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan 

produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalm penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari 

sumber lain dan diperoleh dari pihak lain, seperti : buku-buku, literature, catatan-

catatan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup : 
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1) Data Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 

untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta data jumlah 

total PDRB Atas Dasar Harga Konstan  periode tahun 2002-2010 

2) Data jumlah penduduk untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah serta data jumlah seluruh penduduk di Jawa Tengah periode tahun 

2002-2010 

3) Data jumlah  jumlah orang yang bekerja dan angkatan kerja untuk masing-

masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2002-2010 

4) Data jumlah tenaga kerja untuk sektor pertanian dan industri pengolahan 

untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010 

5) Data Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita  Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta 

data jumlah total PDRB per kapita Atas Dasar Haega Konstan  periode 

tahun 2002-2010 

6) Data nilai sektoral  (sektor industri pengolahan dan pertanian) Atas Dasar 

Harga Konstan 2000 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah serta jumlah nilai total sektoral (sektor industri pengolahan dan 

pertanian) Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah. 

  



81 
 

 
 

3.2.2 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari : 

1) Data Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 

untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta data jumlah 

total PDRB Atas Dasar Haega Konstan  periode tahun 2002-2010, yaitu 

dari Badan Pusat satistik (BPS) dalam terbitan ñJawa Tengah Dalam 

Angkaò 

2) Data jumlah penduduk untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah serta data jumlah seluruh penduduk di Jawa Tengah periode tahun 

2002-2010, yaitu dari Badan Pusat satistik (BPS) dalam terbitan ñJawa 

Tengah Dalam Angkaò 

3) Data jumlah  orang yang bekerja dan angkatan kerja untuk masing-masing 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2002-2010, yaitu dari 

Badan Pusat satistik (BPS) dalam terbitan ñJawa Tengah Dalam Angkaò 

4) Data jumlah tenga kerja untuk sektor pertanian dan industri pengolahan 

untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010, 

yaitu dari Badan Pusat Statistik dalam terbitan ñKeadaan Angkatan Kerja 

Jawa Tengahò 

5) Data Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita  Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta 

data jumlah total PDRB per kapita Atas Dasar Haega Konstan  periode 

tahun 2002-2010, yaitu dari Badan Pusat satistik (BPS) dalam terbitan 

ñJawa Tengah Dalam Angkaò 
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6) Data nilai sektoral  (sektor industri pengolahan dan pertanian) Atas Dasar 

Harga Konstan 2000 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah serta jumlah nilai total sektoral (sektor industri pengolahan dan 

pertanian) Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah, yaitu dari Badan 

Pusat Statistik dalam erbtan Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

seluruhnya dilakukan melalui studi pustaka, sehingga tidak diperlukan teknik 

sampling serta kuesioner. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-

literatur yang berisikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

tengah diteliti dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Sebagai 

pendukung digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta browsing dari 

internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

3.4  Metode Analisis 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif dan analisis regresi.  

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

pertama dan kedua yakni untuk melihat profil ketimpangan antar wilayah di Jawa 
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Tengah dan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah. Pertanyaan pertama, yaitu profil ketimpangan antar kabupaten di Jawa 

Tengah, menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif, analisis of variance, 

dan indeks Williamson. Pertanyaan kedua, yaitu hubungan antara ketimpangan 

dengan pertumbuhan ekonomi, dijelaskan melalui gambar dan korelasi Pearson. 

3.4.1.1 Analisis Of Variance (Anova) 

 Dalam analisis variansi (ANOVA) dipergunakan juga suatu rasio 

perbedaan yang diamati utnuk menguji  hipotesis. Rasio yang disebut rasio-F ini 

menggunakan variansi mean kelompok sebagai ukuran bagi perbedaan kelompok 

yang diamati. ANOVA dapat dipakai untuk menguji perbedaan dua mean atau 

lebih. Dasar pemikiran umum bagi ANOVA adalah bahwa variansi total semua 

subyek dalam suatu eksperimen dapat dianalisis menjadi dua sumber ,yaitu 

variansi antar kelompok dan variansi di dalam kelompok. 

 Dalam rasio-F variansi antar kelompok dimasukkan ke dalam pembilang. 

Variansi di dalam kelompok dimasukkan ke dalam error term atau penyebutnya, 

seperti dalam uji t. Jika variansi antar kelompok meningkat ,maka rasio F pun 

meningkat. Bilamana variansi di dalam kelompok bertambah besar, angka rasio ï

F menurun. Rasio F ini sangat dipengaruhi oleh jumlah. Semakin banyak 

subyeknya , semakin besar pula angka penyebutnya. Apabila angka pembilang 

dan penyebutya sama ,maka perbedaan antara mean kelompok tidak akan lebih 

besar daripada yang diharapkan terjadi secara kebetulan. 

 Asumsi yang mendasari prosedur analisis variansi ialah bahwa kalau 

kelompok-kelompok yang akan diperbandingkan itu benar-benar merupakan 
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sampelacak dari suatu populasi , maka perbedaan kuadrat mean antar kelompok 

dengan kuadrat mean di dalam kelompok seharusnya tidak akan lebih besar dari 

jumlah yang kita harapkan terjadi secara kebetulan. 

3.4.1.2 Korelasi Pearson 

 Kolerasi Pearson sering disebut dengan korelasi produk momen atau 

kolerasisaja. Nilai dari koefisien korelasi ini adalah r yang besarnya antara ï

1hingga 1. Jika r< 0 maka dikatakan berkorelasi negatif, artinya jika nilai salah 

satupeubah semakinbesar maka peubah yang lain akan semakin kecil. Sebaliknya 

jika r > 0 dikatakanterjadi hubungan linear yang positif. Jika r = 0 dikatakan tidak 

berkorelasi tetapibukan berarti tidak berhubungan. Mungkin berhubungan namun 

tidak linear. Semakindekat nilai r dengan 1 atau ï1 maka semakin erat hubungan 

linear antar peubahtersebut. Adapun rumus dari Korelasi Pearson (Husaini Usman 

dalam MulyantoSudarmono, 2006) yaitu : 

Rxy = éééééééééééééé .......... .(3.6) 

Dimana : 

r xy = Koefisien kolerasi yang dicari 

Ɇ xy = Jumlah perkalian variabel x dan y 

Ɇ x = Jumlah nilai variabel x 

Ɇ y = Jumlah nilai variabel y 

Ɇ x
2
 = Jumlah pangkat dua nilai variabel x 

Ɇ y
2 
= Jumlah pangkat dua nilai variabel y 

n = Banyaknya sampel 
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3.4.2 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel 

dependen serta variabel independen dalam model penelitian. Analisis regresi 

dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga yaitu 

pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, share sektor industri, share sektor 

pertanian dan jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan antar wilayah 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Studi ini menggunakan analisis panel data 

sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Analisis 

panel data merupakan metode  analisis dengan menggabungkan data dari urutan 

waktu (time series) dengan data antar individu (cross section).  

 Dalam panel data, unit cross section yang sama disurvey beberapa waktu 

(Gujarati,2003). Adapaun keuntungan menggunakan regresi data panel 

dibandingkan dengan pendekatan cross section maupun time series adalah sebagai 

berikut : 

1)  Data panel dapat memberikan peneliti jumlah yang besar, meningkatkan 

derajat kebebasan (degree of freedom), data memiliki variabilitas yang 

besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas dimana dapat 

menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien, 

2)  Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 

diberikan oleg data cross section atau time series saja. 

3)  Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi 

perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 
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 Di samping berbagai keunggulan yang dimiliki data panel tersebut, ada 

beberapa permasalahan yang muncul dalam pemakaian data panel yaitu 

permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sementara itu ada 

permasalahan baru yang muncul seperti korelasi silang (cross-correlation) antar 

unit individu pada periode yang sama (Hsiao, dalam gujarati,2003) 

 Dalam analisis ini digunakan analisis data panel untuk mengetahui 

hubungan serta pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (Gw), variabel 

aglomerasi (Ag), dan variabel orang yang bekerja (Empl) terhadap ketimpangan 

antar wilayah (Iq) di Jawa Tengah. Model dasar data panel yaitu : 

Yit = ɓ1 X1it +ɓ2 X2it + ɓ3 X3it + ɓ 4 X4it + Uitéééééééé ........ (3.7) 

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah 

di Jawa Tengah yaitu : 

Iq = f ( Gr, Agindustri, Agpertanian,  Empl)éééééééééé... ...... (3.8) 

 

Dimana : 

Iq       = Ketimpangan wilayah 

Gr        = Pertumbuhan ekonomi 

Agindustri      = Nilai kontribusi sektor industri pengolahan 

Agpertanian  = Nilai kontribusi sektor pertanian 

Empl   = Tingkat orang yang bekerja 

i = cross section 

t  = time series 
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ɓ = koefisien 

u = error  

3.4.3 Regresi Model Panel Data Pendekatan Fixed Effect 

 Model estimasi regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pedekatan fixed effects model. Estimasi tergantng pada asumsi yang digunakan 

pada konstanta, koefisien kemiringan, dan variabelerror . ada beberapa 

kemungkinan : 

1)  Konstanta dan koefisien kemiringan konstan antar ruang dan waktu, dan 

variabel error menangkap perbedaan waktu dan individu. Estimasi 

menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) sehingga persamaan yang 

digunakan yaitu : 

Yit = ɓ1 X1it + ɓ2 X2it + ɓ3 X3it + ɓ 4 X4it + Uitééééééé(3.9) 

2) Koefisien kemiringan konstan tetapi konstanta bervariasi antar individu. 

Salah satu cara memasukkan tiap unit cross section dalam penghitungan 

yaitu dengan membiarkan konstanta bervariasi antar unit cross section, 

tetapi tetap mengasumsikan bahwa koefisien kemiringan adalah konstan 

antar unit cross section. Pendekatan tersebut dapat ditulis melalui 

persamaan : 

Yit  = ɓ1 X1it +ɓ2 X2it + ɓ3 X3it + Uitééééééééééé . (3.10) 

Pada persamaan tersebut, I menunjukkan perbedaan konstatnta untuk tiap 

kabupaten/kota. Model disebut fixed effets models (FEM). Dalam  model 

FEM, konstanta untuk tiap kabupaten/kota berbeda tetapi koefisien 

kemiringan untuk masing-masing  kabupaten/kota sama untuk semua 
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waktu. Untuk mengetahui perbedaan diantara kabupaten/kota, digunakan 

variabel dummy, yakni : 

Yit =Ŭ1DKab1i +é+Ŭ35DKab35i+ ɓ1 X1it +ɓ2 X2it + ɓ3 X3it + ɓ4 X4it 

+  Uitéééééééééééééééééééé................... (3.11) 

3)  Koefisien kemiringan konstan tetapi konstanta bervariasi antar individu dan 

waktu 

4)  Semua koefisien (konstanta dan koefisien kemiringan) bervariasi antar 

individu 

5) Konstanta dan koefisien kemiringan bervariasi antar individu dan waktu 

 Penggunaan variabel dummy dapat menggunakan dummy tempat maupun 

dummy tahun. Dalam penelitian ini digunakan fixed effets models dengan dummy 

pada cross section ( kabupaten/kota), dengan alasan bahwa masing-masing 

kabupaten/kota diduga  mempunyai perbedaan karakteristik masing-masing 

provinsibaik dalam segi demografi, persebaran penduduk, luas daerah, arah 

pembangunan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini tidak menggunakan random 

effect model (REM) karena jumlah observasi hanya 315 sedangkan untuk random 

effect model  lebih sering digunakan untuk jumlah observasi yang banyak (lebih 

dari 1000 observasi). Dari model tersebut nantinya akan mendapat model yang 

lebih baik dengn membandingkan signifikansi statistik, DW statistik, dan nilai R
2
. 

Pemakaian model Fixed Effect Model karena penelitian ini menggunakan asumsi 

adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh tiap daerah di Provinsi Jawa 

Tengah. Dengan demikian, intersep bervariasi antar unit tapi tidak berbeda dalam 

tiap waktu (time invariant). 
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Model estimasi regresi data panel ketiga yaitu Random Effect Model tidak 

digunakan oleh penulis dengan beberapa alasan. Pertama, tidak semua persamaan 

bisa diestimasi dengan random effect, hal ini disebabkan karena untuk mengolah 

model dengan metode generalized linear regression model dalam random effect 

model salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah jumlah unit cross section 

(n) harus lebih besar dari jumlah parameter yang akan diestimasi/explanatory 

variables (K) (Kmenta, 1971: 500). Sedangkan untuk model regresi data panel 

yang dipakai penulis disini jumlah observasi (n) masih lebih besar dari jumlah 

variabel penjelas (K). penulis lebih cenderung untuk menggunakan estimasi 

dengan fixed effect model untuk semua persamaan. Disamping itu pertimbangan 

lainnya adalah karena untuk konsistensi analisis dan perbandingan antar semua 

persamaan sebaiknya menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua 

model. Dalam hal ini model yang bisa dipakai untuk semua persamaan adalah 

fixed effect model. Alasan lain digunakannya fixed effect model adalah karena, 

kesimpulan (inferensi) yang akan diambil dari model yang akan diteliti oleh 

peneliti disini hanya akan mempertimbangkan efeknnya pada sampel yang ada 

dan bukan pada populasi. Hal dimana berlainan dengan tujuan dipakainya random 

effect model, yaitu untuk melihat efeknya pada populasi dalam mengambil 

kesimpulan (Hsiao, 1990:41-42).  

3.4.4. Pengujian Statistik 

3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

 R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel 

independendapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk 
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mengukurkebaikan suatu model (goodness of fit), digunakan koefisien determinasi 

(R2).Koefisien determinasi (R2) merupakan angka yang memberikan proporsi 

ataupersentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh 

variabelbebas (X) (Gujarati, 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai 

berikut : 

éééééééééééééééééééé. ......... .(3.12) 

 Nilai R2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan 

variasidependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen 

yangdimasukkan ke dalam model. 

Dimana 0 < R² < 1 sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

(a) Nilai R² yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan 

variabelvariabelbebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas dan 

sangatterbatas. 

(b) Nilai R² mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas 

dalammenjelaskan hamper semua informasi yang digunakan untuk 

memprediksivariasi variabel tidak bebas. 

 

3.4.4.2 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t)  

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satuvariabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabeldependen. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap 

dependensecara individu dapat dilihat hipotesis berikut : 



91 
 

 
 

1. H0 : b1 = 0 tidak ada pengaruh variabelpertumbuhan ekonomi dengan 

ketimpangan ekonomi. 

 H0 : b1 > 0 ada pengaruh positif antara variabel pertumbuhanekonomi dan 

ketimpangan ekonomi . 

2. H0 : b2 = 0 tidak ada pengaruh antara variabel sektor industri terhadap 

ketimpangan ekonomi. 

 H0 : b2 > 0 ada pengaruh positif antara variabel sektor industri dengan 

ketimpangan ekonomi 

3. H0 : b3 = 0 tidak ada pengaruh antara variabel sektor pertanian terhadap 

ketimpangan ekonomi. 

 H0 : b3> 0 ada pengaruh positif antara sektor pertanian dengan 

ketimpangan ekonomi 

4. H0 : b4 = 0 tidak ada pengaruh antara jumlah orang yang bekerja terhadap 

ketimpangan ekonomi 

H0 : b4 < 0 ada pengaruh  negatif antara tingkat jumlah orang yang 

bekerja terhadap ketimpangan ekonomi. 

Dimana b1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai 

parameterhipotesis. Biasanya nilai ß dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh 

variabel X1terhadap Y. Bila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka pada t 

hitung dengan 

tingkat kepercayaan tertentu, H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

variabelindependen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

dependen, nilait hitung diperoleh dengan rumus : 
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éééééééééééééééé .................... .(3.13) 

B1 = parameter yang di estimasi 

B1* = nilai hipotesis dari b1 (H0 : b1=b1*) 

Se (B1) = simpangan baku dari variabel independen ke-1 

 Pada tingkat signifikansi 5 persen, pengujian yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a)  Jika t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak, artinya salah satu 

variabelindependen mempengaruhi variabel dependen secarasignifikan. 

b)  Jika t-hitung < t-tabel, maka H0 diteriman, artinya salah satu 

variabelindependen tidak mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

 

3.4.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistic 

bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama 

terhadapvariabel dependen yaitu kesenjangan pendapatan dengan hipotesis 

untukmenunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam 

modelmempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. 

Hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 H0 : b0=b1=b2=b3=b4=0 

 H1 : b0ĭb1ĭb2ĭb3ĭé..ĭ0 

 Kriteria pengujiannya apabila nilai F hitung < F tabel, maka H0 diterima, 
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yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak 

berpengaruhsecara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F hitung > F 

tabel, makaH0 ditolak, yang artinya seluruh variabel independen berpengaruh 

secarasignifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu. 

 

3.4.5Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik 

3.4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi,variabel dependen dan variabel independen kedua-duanya mempunyai 

distribusinormal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov.Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov 

menggunakan hipotesis pengujian yaitu : 

Hipotesis Nol (Ho)  = data terdistribusi secara normal 

Hipotesis Alternatif  = data tidak terdistribusi secara normal 

Jika nilai siginifikan dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis nol diterima yang berarti data terdistribusi secara normal. 

 

3.4.5.2 Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolineritas bertujuan menguji apakah model regresi 

ditemukankorelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidakterjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen 

salingberkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogal. Variabel ortogal adalah 

variabel 
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bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol.Pengujian ini akan menggunakan pengujian dengan melihat nilai coefficient 

correlations dan nilai koefisien Tolerance dan VIF untuk mendeteksi adanya 

multikolineritas.Jika nilaicoefficient correlations  masih di bawah 95%, maka 

dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas yang serius. Pengukuran dari 

koefisien Tolerance dan VIF akan menunjukkan adanya multikolineritas yang 

serius bila nilai Tolerance  kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10. 

3.4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji hetroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresiterjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yanglain. 

Jika variance dari nilai residual satu penganatan ke pengamatan yang laintetap, 

maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Model 

regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidakterjadi 

hetroskedastisitas. Pengujian dilakukan melalui uji Glejser. Uji Glejser 

padaprinsipnya meregres residual yang telah diabsolutkandengan variabel bebas 

pada model. Jika t-statistik > ttabelmaka ada heterokedastisitas, jika t-statistik < t-

tabel maka tidak adaheterokedastisitas. atau Jika nilai Prob > 0,05 maka tidak ada 

heterokedastisitas,jika nilai Prob < 0,05 maka ada heterokedastisitas. 

3.4.5.4 Uji Autokorelasi 

 Autokerelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara 

anggotaserangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data 

deretan 

waktu) atau ruang (seperti dalam data cross-sectional). Uji autokorelasi bertujuan 
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menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahanpengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan 

pengganggu padawaktu atau ruang (sebelumnya).  

 Pengujian menggunakan uji Durbin Watsonuntuk melihat gejala 

autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai 

koefisien Durbin-Watson hitung dengan nilai koefisien Durbin-Watson tabel. Jika 

nilai Durbin-Watson  hitung berada diantara Du dan 4-Du maka dapat dikatakan 

tidak ada autokorelasi. Adapun pengelompokan nilai koefisien Durbin-Watson  

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengujuian Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Kriteria 

Ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dI 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada keputusan dI<d<du 

Ada autokorelasi negatif tolak 4-dI<d<4 

Tidak ada auto korelasi 

negatif 

Tidak ada keputusan 4-du<d<4-dI 

Tidak ada autokorelasi Jangan tolak Du<d<4-du 

Penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

Gambar 3.1 

Kriteria Pengujian Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat 

digunakan kaidah  Newy-West atau Heteroscedasticity-Autocorrelation Consistent 

(HAC) Standard Errors. Kaidah ini akan menghasilkan standar error yang bebas 

dari permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

 Pada persamaan linier Y = ɓX1 + ui untuk memenuhi asumsi klasik yakni 

bebas dari masalah residual, harus menghasilkan yakni rata-rata nilai residual 
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2 du 0 dI 

4-du 2 du 0 dI 
4-di 4 4-du 2 du 0 dI 
4-di 4 4-du 2 du 0 dI 
4-di 4 4-du 2 du 0 dI 
4-di 4 4-du 2 du 0 dI 

Ada 

autokorelasi 

positif dan 

menolak Ho 

Tidak ada 

keputusan 
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adalah nol, E(ui]Xi) = 0 dan varians dari residual harus sama  var (Ui]Xi) = ŭ
2
 

dengan matriks kovarian adalah Ô=  ŭ
2
 (X

t
X)

-1
. Nilai dari koefisien ɓ = (X

t
X

)-

1
X

t
Y. Apabila persamaan terdapat heteroskedastisitas atau autokorelasi, maka 

asumsi nilai , E(ui]Xi) = 0 dan var (Ui]Xi) = ŭ
2
 tidak berlaku. 

 Kaidah Newey-West  akan memberikan penyesuaian terhadap nilai standar 

erroe dengan menetapkan varians dank ovarian matriks menjadi  

Ô = var [ɓ] = (X
t
X

)-1
X

t
ȵ ((X

t
X)

-1
ééééééééé(3.13) 

¥ = var [ɓ] = (X
t
X

)-1
ū ( X

t
X

)-1
 di mana ū = n

-1
X

T
ȵXééééé..(3.14) 

Dengan formula di atas nilai varians dan rata-rata residual akan menjadi konsisten 

dan bebas dari penyakit heteroskedastisitas dan autokorelasi. Gujarati (2003) 

menyatakan bahwa walaupun nilai koefisien Durbin-Watson tidak berubah akan 

tetapi penyesuaian terhadap autokorelasi telah dilakukan dan persamaan dianggap 

telah bebas dari masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. 
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BAB IV  

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Keadaan Geografis 

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang terletak di Pulau 

Jawa.Letak Propinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan tiga propinsi lain 

di Pulau Jawa, yaitu Propinsi Jawa Barat, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY), dan Propinsi Jawa Timur. Secara letak geografis, Propinsi Jawa Tengah 

berbatasan dengan Jawa Timur di sebelah timur, Propinsi DIY dan Samudera 

Hindia di sebelah selatan, Propinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Laut Jawa di 

sebelah utara. Secara letak astronomis, Propinsi Jawa Tengah teletak antara 5
0
40ô 

sampai dengan 8
0
30ô Lintang Selatan dan antara 108

0
30ô hingga 111

0
30ô Bujur 

Timur. Rentang jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 226 km (tanpa 

melibatkan Pulau Karimunjawa) dan dari barat ke timur adalah 263 km. 

Propinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 hektar. Luas 

wilayah ini sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,70 persen dari 

luas Indonesia.  Luas wilayah Pulau Jawa tersebut terdiri adri 991 ribu hektar 

lahan sawah, atau sekitar 30,45 persen dari keseluruhan luas wilayah, dan sebesar 

2,26 juta hektar dari luas wilayah Jawa Tengah, atau sekitar 69,55 persen, 

merupakan lahan bukan sawah.Luas wilayah berupa lahan sawah ini terus 
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berkurang dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di 

Propinsi Jawa Tengah.Pertambahan penduduk tersebut menyebabkan adanya alih 

fungsi lahan untuk pembangunan rumah tinggal, pembangunan fasilitas umum, 

maupun untuk pembangunan infrastruktur yang berguna sebagai fasilitas 

penunjang kegiatan ekonomi, misalnya pembangunan gedung perkantoran, 

pembangunan lokasi industri hingga perluasan dan pembangunan jalan. 

4.1.2  Ketimpangan Wilayah 

 Ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat 

disebabkan oleh perbedaan endowment faktors  yang dimiliki oleh daerah satu 

dengan daerah lainnya. Endowments Faktors ini dapat meliputi kekayaan 

sumberdaya alam, jumlah penduduk, kualitas SDM, topografi, letak geografis, 

kemampuan pendanaan maupun kemampuan menarik investasi..  Adapun 

besarnya ketimpangan antar daerah satu dengan daerah yang lain dapat dilihat 

dengan menggunakan pengukuran ketipangan menggunakan konsep PDRB per 

kapita relatif sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Keadaan Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan 

penghitungan PDRB per Kapita Relatif Tahun 2002-2010 

No Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rata-
rata 

1 Kab Cilacap  0.562 0.577 0.590 0.611 0.634 0.642 0.653 0.670 0.641 0.620 

2 Kab Banyumas 0.364 0.371 0.371 0.375 0.371 0.367 0.362 0.355 0.379 0.368 

3 Kab Purbalingga 0.369 0.375 0.411 0.408 0.384 0.376 0.373 0.368 0.383 0.383 

4 Kab Banjarnegara 0.299 0.327 0.329 0.330 0.311 0.309 0.307 0.304 0.311 0.314 

5 Kab Kebumen  0.457 0.465 0.479 0.480 0.490 0.491 0.485 0.488 0.473 0.479 

6 Kab Purworejo 0.157 0.155 0.148 0.133 0.151 0.138 0.128 0.123 0.101 0.137 

7 Kab Wonosobo 0.438 0.447 0.459 0.465 0.463 0.467 0.472 0.474 0.481 0.463 

8 Kab Magelang 0.262 0.263 0.266 0.262 0.264 0.262 0.261 0.261 0.278 0.264 

9 Kab Boyolali 0.020 0.021 0.026 0.024 0.033 0.038 0.044 0.039 0.054 0.033 

10 Kab Klaten 0.102 0.045 0.037 0.030 0.058 0.068 0.073 0.073 0.111 0.066 

11 Kab Sukoharjo 0.266 0.268 0.261 0.250 0.263 0.264 0.263 0.263 0.252 0.261 

12 Kab Wonogiri 0.350 0.372 0.368 0.362 0.357 0.351 0.352 0.348 0.332 0.355 

13 Kab Karanganyar 0.308 0.302 0.322 0.335 0.373 0.383 0.387 0.371 0.390 0.352 

14 Kab Sragen 0.312 0.310 0.301 0.289 0.289 0.280 0.270 0.258 0.259 0.285 

15 Kab Grobogan 0.478 0.485 0.488 0.486 0.493 0.495 0.492 0.491 0.485 0.488 

16 KabBlora 0.469 0.470 0.471 0.469 0.476 0.479 0.473 0.469 0.471 0.472 

17 Kab Rembang 0.161 0.175 0.173 0.175 0.158 0.165 0.164 0.163 0.199 0.170 

18 Kab Pati 0.157 0.209 0.208 0.209 0.193 0.187 0.183 0.180 0.203 0.192 

19 Kab Kudus 2.589 2.585 2.736 2.729 2.556 2.472 2.418 2.364 2.373 2.536 

20 Kab Jepara  0.120 0.142 0.151 0.158 0.162 0.170 0.180 0.184 0.193 0.162 

21 Kab Demak  0.357 0.367 0.378 0.387 0.370 0.375 0.380 0.384 0.407 0.378 

22 Kab Semarang 0.422 0.374 0.341 0.333 0.302 0.295 0.282 0.272 0.239 0.318 

23 Kab Temanggung 0.272 0.251 0.257 0.261 0.261 0.268 0.279 0.285 0.295 0.270 

24 Kab Kendal 0.333 0.299 0.284 0.267 0.190 0.180 0.165 0.150 0.242 0.234 

25 Kab Batang 0.211 0.234 0.252 0.264 0.254 0.262 0.269 0.274 0.307 0.259 

26 Kab Pekalongan 0.182 0.186 0.188 0.195 0.193 0.197 0.198 0.202 0.201 0.193 

27 Kab Pemalang 0.466 0.452 0.458 0.465 0.469 0.473 0.474 0.476 0.432 0.463 

28 Kab Tegal 0.503 0.497 0.493 0.492 0.476 0.471 0.466 0.460 0.461 0.480 

29 Kab Brebes 0.367 0.367 0.365 0.363 0.357 0.357 0.357 0.355 0.341 0.359 

30 Kota Magelang 0.948 0.918 0.862 0.811 0.744 0.713 0.698 0.687 0.944 0.814 

31 Kota Surakarta 0.942 1.015 0.985 0.919 0.978 0.990 1.001 1.018 1.119 0.996 

32 Kota Salatiga 0.135 0.187 0.148 0.091 0.095 0.086 0.072 0.056 0.111 0.109 

33 Kota Semarang 1.833 2.004 1.993 1.998 1.897 1.916 1.915 1.894 1.847 1.922 

34 Kota Pekalongan 0.654 0.637 0.636 0.592 0.609 0.593 0.577 0.571 0.537 0.601 

35 Kota Tegal 0.040 0.053 0.085 0.068 0.100 0.107 0.116 0.125 0.109 0.089 

Sumber : BPS, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Berbagai 

tahun,diolah 
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 Melalui tabel 4.1, terlihat bahwa ketimpangan tiap Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah berbeda-beda.Tingkat ketimpangan tertinggi dialami oleh 

Kabupaten Kudus dengan kesenjangan rata-rata sebesar 2,536, dan diikuti oleh 

Kota Semarang dengan nilai ketimpangan sebesar 1,922.Sebagian besar 

kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan nilai ketimpangan yang 

berarti terjadi kesenjangan yang semakin besar. Daerah perkotaan ( kecuali Kota 

Salatiga dan Kota Tegal ) memiliki tingkat ketimpangan yang lebih besar 

darripada daerah kabupaten. Nilai ketimpangan yang lebih besar ini dapat 

diakibatkan oleh karena tingkat pertumbuhan ekonomi daerah perkotaan 

cenderung lebih besar daripada daerah bukan kota dan manfaat pertumbuhan itu 

tidak dirasakan secara merata oleh semua komponen masyarakat yang ada di 

daerah tersebut. 

4.1.3 Kondisi Perekonomian 

 Pertumbuhan ekonomi yang tidak tersebar merata ke semua daerah di 

Propinsi Jawa Tengah dapat menyebabkan ketimpangan antar 

wilayah.Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami perkembangan jika ada 

peningkatan pendapatan per kapita.Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang 

ditunjukkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga kontan 2000 sebagaimana disajikan pada tabel 4.2berikut : 
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Tabel 4.2 

Perkembangan PDRB Menurut  Lapangan Usaha Jawa Tengah 

Periode Tahun 2002-2009 (juta Rupiah) 

No Lapangan usaha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Pertanian  27725086 27157596 28606237 29924642 31002199 31862698 33484068 34949138 

2 
Pertambangan dan 
galian 1227652 1295356 1330760 1454231 1678300 1782887 1851189 1952867 

3 Industri Pengolahan 39193653 41347172 43995612 46105707 48189135 50870786 53158963 54137599 

4 Listrik,gas dan air bersih 975868.8 980306.5 1065115 1179892 1256430 1340845 1404668 1482643 

5 Bangunan 6116817 6907250 7448715 7960948 8446566 9055729 9647593 10300648 

6 
Perdagangan,hotel dan 
restoran 26289743 27666472 28343045 30056963 31816442 33898014 35626196 37766357 

7 
Pengangkutan dan 
komunikasi 5872916 6219923 6510447 6988426 7451506 8052597 8657882 9260446 

8 

Keuangan,persewaan  

4524128 4650862 4826541 5067666 5399609 5767341 6218054 6701533 dan jasa perusahaan 

9 Jasa-jasa 11112678 12941525 13663400 14312740 15442468 16479358 17741756 19134038 

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan 

 

 

 Menurut BPS, Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan 

nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi, di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu 

kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang termasuk 

dalam  PDRB meliputi kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, 

sampai dengan jasa-jasa.  PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui peranan, potensi ekonomi dan perkembangan 

ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. 
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Gambar 4.1 

Besar PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Harga 

Konstan Tahun 2000 Periode 2002- 2009 (juta Rupiah) 

 
Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun, Diolah 
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pertumbuhan ekonomi  yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah  selama tahun 

2002 ï 2009 yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar 

harga konstan tahun 2000 dapat dilihat di gambar 4.1 di atas.  Besaran nilai PDRB 

yang dihasilkan oleh tiap kabupaten/kota dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

nilai investasi yang ditanamkan, potensi sumberdaya daerah yang dimiliki, 

kondisi kabupaten/kota yang bersangkutan hingga banyaknya tenaga kerja yang 

dimiliki oleh wilayah tersebut.  Berdasarkan besar nilai PDRB yang dihasilkan 

oleh tiap kabupaten/kota, terdapat 3 wilayah yang memiliki nilai PDRB terbesar 

di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kudus dan Kabupaten 

Cilacap. Besarnya nilai PDRB yang dimiliki oleh tiga daerah tersebut dipengaruhi 

oleh keberadaan dan perkembangan sektor industri dan sektor perdagangan di 

daerah tersebut.Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah yang menjadi 

pusat industri besar dan sedang di provinsi Jawa tengah terutama rokok, 

sedangkan Kota Semarang mempunyai peranan sebagai pusat industri makanan 

dan minuman. 

4.1.4 Sektor Industri  

 Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu 

daerah dapat menjadi indikator perkembangan daerah tersebut.Daerah perkotaan 

pada umumnya memiliki nilai kontribusi sektor industri pengolahan yang lebih 

besar daripada kontribusi sektor pertanian. Pengelompokan industri di suatu 

daerah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan 

akan mampu menyebabkan ketimpangan dengan daerah/ wilayah di sekitarnya 
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bila spread effect  dari sektor industri tersebut tidak bekerja dengan baik. Selain 

itu, sektor industri merupakan sektor yang lebih padat modal dan memberikan 

value added lebih tinggi daripada sektor pertanian. Pemilihan lokasi sektor 

industri akan berada di daerah/wilayah dengan dukungan ekonomi yang lebih baik 

seperti ketersediaan infrastruktur, jaminan pasar, serta ada tidaknya 

agglomeration economies  didaerah tersebut.  Tabel 4.3 menunjukkan kontribusi 

sektor industri masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah terhadap 

total nilai sektor industri di Jawa Tengah pada periode 2002-2010. Dalam kurun 

waktu 9 tahun, nilai kontribusi sektor industri tertinggi didapat oleh Kabupaten 

Cilacap dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 25,73% dan diikuti dengan 

Kabupaten Kudus dengan nilai kontribusi sebesar 15,56%. Nilai kontribusi 

terendah didapat oleh Kota Magelang dengan kontribusi sebesar 0,08% dan 

Kabupaten Rembang dengan nilai kontribusi sebesar 0,18%. Nilai kontribusi ini 

dapat menjadi indikator pengelompokan  dan pemilihan lokasi (aglomerasi) dari 

sektor industri dan pengolahan. 
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Tabel 4.3 

Nilai Kontribusi Sektor Industri dan Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan  

di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010 

No Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Rata-
rata 

1 Kab Cilacap  24.39 24.99 25.51 26.43 26.80 26.01 26.55 25.50 25.41 25.73 

2 Kab Banyumas 1.58 1.57 1.54 1.50 1.49 1.48 1.46 1.47 1.47 1.51 

3 Kab Purbalingga 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48 0.48 0.50 0.52 0.48 

4 Kab Banjarnegara 0.89 0.87 0.83 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.81 

5 Kab Kebumen  0.62 0.61 0.58 0.54 0.55 0.58 0.57 0.58 0.59 0.58 

6 Kab Purworejo 0.51 0.52 0.52 0.54 0.55 0.59 0.59 0.60 0.60 0.56 

7 Kab Wonosobo 0.47 0.46 0.44 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.40 0.43 

8 Kab Magelang 1.56 1.55 1.53 1.51 1.53 1.54 1.53 1.54 1.54 1.54 

9 Kab Boyolali 1.62 1.55 1.44 1.37 1.36 1.37 1.37 1.39 1.40 1.43 

10 Kab Klaten 2.27 2.22 2.19 2.17 1.96 1.95 1.91 1.92 1.97 2.07 

11 Kab Sukoharjo 3.10 3.05 2.98 2.91 2.91 2.93 2.91 2.94 2.92 2.96 

12 Kab Wonogiri 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 

13 Kab Karanganyar 5.08 5.18 5.29 5.34 5.42 5.53 5.54 5.53 5.54 5.38 

14 Kab Sragen 1.23 1.22 1.21 1.21 1.24 1.28 1.30 1.33 1.34 1.26 

15 Kab Grobogan 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 

16 KabBlora 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.27 0.27 0.28 0.27 0.25 

17 Kab Rembang 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

18 Kab Pati 1.75 1.75 1.76 1.75 1.78 1.81 1.81 1.82 1.82 1.78 

19 Kab Kudus 15.43 15.47 15.94 15.89 15.62 15.50 15.23 15.52 15.44 15.56 

20 Kab Jepara  2.45 2.36 2.31 2.26 2.28 2.32 2.32 2.35 2.33 2.33 

21 Kab Demak  0.69 0.68 0.67 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63 0.64 0.66 

22 Kab Semarang 5.38 5.33 5.16 5.11 5.08 5.13 5.09 5.16 5.22 5.18 

23 Kab Temanggung 0.99 0.99 0.99 0.97 0.98 0.97 0.96 0.96 0.96 0.98 

24 Kab Kendal 4.36 4.37 4.20 4.16 4.10 4.20 4.13 4.22 4.32 4.23 

25 Kab Batang 1.53 1.48 1.45 1.41 1.36 1.33 1.30 1.29 1.27 1.38 

26 Kab Pekalongan 1.90 1.84 1.80 1.74 1.73 1.73 1.70 1.68 1.69 1.76 

27 Kab Pemalang 1.69 1.57 1.55 1.53 1.53 1.55 1.55 1.57 1.58 1.57 

28 Kab Tegal 1.77 1.81 1.87 1.89 1.98 2.02 2.05 2.13 2.17 1.97 

29 Kab Brebes 1.02 1.02 1.03 1.07 1.11 1.18 1.22 1.33 1.38 1.15 

30 Kota Magelang 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 

31 Kota Surakarta 2.75 2.78 2.79 2.68 2.65 2.64 2.57 2.58 2.58 2.67 

32 Kota Salatiga 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.37 0.38 0.39 0.37 

33 Kota Semarang 11.74 11.53 11.23 10.93 10.90 11.23 11.22 11.43 11.30 11.28 

34 Kota Pekalongan 0.87 0.87 0.85 0.86 0.85 0.86 0.84 0.85 0.86 0.86 

35 Kota Tegal 0.52 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 

  Jawa Tengah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber : BPS, Tinajuan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, berbagai tahun 

terbitan 
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Berdasarkan tabel 4.3, nilai kontribusi sektor industri dari daerah yang 

tidak memiliki basis industri cenderung mengalami penurunan dari tahun ke 

tahun.Hal yang sebaliknya terjadi untuk daerah yang memiliki basis industri, 

daerah tersebut mengalami kenaikan nilai kontribusi sektor industri dari tahun ke 

tahun.Sektor industri merupakan sektor yang padat modal dan teknologi.Dengan 

demikian, daerah yang memiliki nilai kontribusi sektor industri yang besar 

cenderung merupakan daerah yang lebih disukai oleh para investor. Daerah 

dengan kontribusi sektor industri yang lebih besar juga akan mampu tumbuh 

secara lebih cepat karena adanya kepemilikan modal investasi di daerah tersebut. 

Hal ini sesuai dengan teori Harrod-Domar di mana investasi merupakan faktor 

insentif bagi suatu pertumbuhan ekonomi. 

4.1.5  Sektor Pertanian 

 Sektor pertanian merupakan salah satu sektor pembentuk PDRB suatu 

daerah.Sektor pertanian berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja karena 

sektor pertanian merupakan sektor yang padat karya.Kontribusi sektor pertanian 

lebih dominan di daerah pedesaan karena terbatasnya lahan di daerah perkotaan. 

Perbedaan nilai kontribusi antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan 

dapat menjadi indikator perbedaan kemampuan ekonomi antar daerah .Pada tabel 

4.4, dapat dilihat bahwa nilai kontribusi dari sektor pertanian tidak banyak 

berubah dari tahun ke tahun. Nilai kontribusi sektor pertanian tertinggi dimiliki 

oleh Kabupaten Cilacap dengan nilai kontribusi sebesar 9,56% diikuti oleh 

Kabupaten Brebes dengan nilai kontribusi sebesar 8,51%.  Nilai kontribusi sektor 
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pertanian terendah terdapat pada Kota Surakarta dengan nilai kontribusi 0,01% , 

kemudian diikuti dengan Kota Magelang dengan nilai kontribusi sebesar 0,1%. 

 Sektor pertanian sejatinya merupakan sektor yang mampu menyerap 

tenaga kerja dalam jumlah yang besar karena sektor pertanian merupakan sektor 

yang lebih padat karya terutama sektor pertanian tradisional.Dengan demikian, 

sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam usaha 

mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.Namun, peran penting 

dari sektor pertanian ini belum dapat dimaksimalkan oleh karena belum adanya 

koordinasi antar sektor di daerah Provinsi Jawa Tengah. Kurangnya koordinasi 

antar sektor ini menyebabkan sektor pertanian di Propinsi Jawa Tengah memiliki 

value added  yang rendah sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi 

para pelaku ekonomi di sektor pertanian. Hasil dari sektor pertanian seringkali 

hanya dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga menyebabkan nilai tambah dari 

sektor pertanian menjadi kecil.Di samping kurangnya koordinasi antar sektor, 

hambatan sektor pertanian juga berasal dari hambatan alam maupun 

kelembagaan.Dengan demikian, perlu ada kebijakan pemerintah yang bersifat 

pemberian insentif bagi sektor pertanian agar peran penting sektor ini dapat 

tercapai secara maksimal. Pemberian insentif ini dapat berupa penyuluhan, 

pemberian bantuan modal dan keterampilan serta kemudahan akses dalam 

mendapatkan bahan baku serta akses dalam pemasaran produk hasil dari sektor 

pertanian. 
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Tabel 4.4 

Kontribusi Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tiap 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010 

No Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
rata-
rata 

1 Kab Cilacap  9.30 9.38 9.31 9.23 9.16 9.20 9.19 9.23 9.32 9.26 

2 Kab Banyumas 2.86 2.85 2.84 2.80 2.77 2.77 2.79 2.85 2.86 2.82 

3 Kab Purbalingga 2.43 2.44 2.39 2.39 2.40 2.42 2.40 2.40 2.41 2.41 

4 Kab Banjarnegara 3.04 3.06 3.07 3.08 3.08 3.11 3.11 3.12 3.09 3.08 

5 Kab Kebumen  3.40 3.37 3.25 3.30 3.28 3.21 3.34 3.31 3.28 3.30 

6 Kab Purworejo 3.01 2.92 2.92 2.96 2.99 3.01 3.04 3.04 3.06 3.00 

7 Kab Wonosobo 2.67 2.69 2.68 2.70 2.71 2.71 2.71 2.72 2.74 2.70 

8 Kab Magelang 3.69 3.62 3.55 3.53 3.51 3.49 3.46 3.47 3.43 3.53 

9 Kab Boyolali 4.02 4.23 4.37 4.45 4.39 4.31 4.23 4.22 4.19 4.27 

10 Kab Klaten 3.14 3.17 3.24 3.21 3.21 3.16 3.17 3.21 2.84 3.15 

11 Kab Sukoharjo 2.66 2.65 2.73 2.81 2.83 2.89 2.93 2.97 2.98 2.83 

12 Kab Wonogiri 4.34 4.28 4.29 4.36 4.42 4.47 4.47 4.47 4.48 4.40 

13 Kab Karanganyar 2.66 2.76 2.81 2.89 2.92 2.99 3.14 3.06 3.35 2.95 

14 Kab Sragen 2.91 2.85 2.89 2.93 2.94 2.96 2.95 2.94 2.95 2.92 

15 Kab Grobogan 3.68 3.65 3.68 3.76 3.81 3.83 3.91 3.96 3.99 3.81 

16 KabBlora 3.07 3.07 3.05 3.08 3.10 3.34 3.40 3.45 3.52 3.23 

17 Kab Rembang 3.15 3.11 3.18 3.15 3.21 3.13 3.11 3.10 3.11 3.14 

18 Kab Pati 4.49 4.35 4.35 4.32 4.31 4.36 4.39 4.40 4.42 4.38 

19 Kab Kudus 1.38 1.29 1.27 1.19 1.21 1.17 1.17 1.19 1.19 1.23 

20 Kab Jepara  2.87 2.94 2.92 2.96 2.89 2.85 2.78 2.73 2.69 2.85 

21 Kab Demak  3.72 3.70 3.70 3.71 3.74 3.73 3.74 3.77 3.76 3.73 

22 Kab Semarang 2.40 2.34 2.19 2.09 2.10 2.11 2.10 2.13 2.12 2.18 

23 Kab Temanggung 2.25 2.24 2.23 2.28 2.24 2.26 2.16 2.21 2.23 2.23 

24 Kab Kendal 3.76 3.63 3.70 3.60 3.67 3.53 3.49 3.39 3.31 3.57 

25 Kab Batang 1.97 1.97 1.87 1.85 1.84 1.86 1.87 1.84 1.85 1.88 

26 Kab Pekalongan 1.84 1.90 1.94 2.00 2.04 2.05 2.05 2.08 2.09 2.00 

27 Kab Pemalang 2.80 2.82 2.75 2.73 2.66 2.62 2.61 2.56 2.52 2.67 

28 Kab Tegal 2.04 2.02 1.95 1.90 1.84 1.83 1.80 1.79 1.78 1.88 

29 Kab Brebes 8.14 8.41 8.50 8.56 8.66 8.65 8.55 8.52 8.58 8.51 

30 Kota Magelang 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 

31 Kota Surakarta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

32 Kota Salatiga 0.15 0.15 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 

33 Kota Semarang 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

34 Kota Pekalongan 0.82 0.83 0.89 0.77 0.67 0.60 0.55 0.51 0.48 0.68 

35 Kota Tegal 0.50 0.48 0.48 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.43 

  Jawa Tengah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS, Tinajuan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, berbagai tahun 

terbitan 
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4.1.6 Jumlah Penduduk yang Bekerja 

 Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang 

berumur 10 tahun ke atas  dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja.Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas bekerja dan 

mencari pekerjaan. Tabel 4.5 memberikan gambaran jumlah penduduk yang 

bekerja di Jawa Tengah  

Tabel 4.5 

Jumlah penduduk yang bekerja  di Jawa Tengah Tahun 2002 ï 2009 

 

tahun jumlah yang bekerja 

2002 14751088 

2003 15196265 

2004 14930097 

2005 15655303 

2006 15210931 

2007 16304058 

2008 15463658 

2009 15835382 

Sumber : BPS Jawa Tengah 

 

 Tingkat jumlah orang yang bekerja dapat dilihat pada tabel 4.6.Dari tabel 

4.6.dapat dilihat bahwa tingkat jumlah orang yang bekerja di masing-masing 

Kabupaten/Kota  mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung meningkat. 

Adapun kabupaten/kota yang memiliki tingkat jumlah orang yang bekerja 

tertinggi adalah Kabupaten Boyolali dengan nilai 53,95% diikuti dengan 

Kabupaten Temanggung dengan nilai 53,51%. Kabupaten/kota yang memiliki 

nilai tingkat jumlah orang yang bekerja terendah adalah Kabupaten Cilacap 

dengan nilai 41,42% dan diikuti Kabupaten Pemalang dengan nilai 42,06%.  
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Penduduk yang bekerja merupakan salah satu komponen utama 

pembentuk output selain modal. Persebaran penduduk yang bekerja di Propinsi 

Jawa Tengah terkonsentrasi di  daerah perkotaan dan daerah kabupaten / kota 

yang memiliki lokasi industri seperti Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota 

Kudus.Tingkat jumlah orang yang bekerja di suatu daerah dapat menyebabkan 

terjadinya ketimpangan wilayah. Tingginya tingkat jumlah orang yang bekerja 

akan mendorong tingginya produktivitas kerja di suatu daerah. Peran penting dari 

tingkat jumlah orang yang bekerja lebih besar artinya daripada nilai dependency 

ratio.Nilai dependency ratio tidak mencerminkan nilai riil beban tanggungan 

karena hanya dikelompokkan berdasarkan umur produktif dan non produktif, 

sedangkan tingkat jumlah orang yang bekerja mampu menggambarkan 

perbandingan kelompok yang bekerja dan yang belum bekerja sehingga mampu 

memberikan gambaran kasar mengenai beban tanggungan suatu daerah. 
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Tabel 4.6 

Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

tahun 2002-2010 

No Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rata-rata 

1 Kab Cilacap  41.63 41.97 41.24 40.09 38.44 44.18 41.05 42.3 41.9 41.42 

2 Kab Banyumas 43.94 45.06 43.56 45.04 42.5 44.39 43.79 45.06 47.19 44.50 

3 Kab Purbalingga 44.75 46.01 47.01 44.8 45.13 47.64 46.06 48.17 49.35 46.55 

4 Kab Banjarnegara 45.96 46.55 46.41 47.15 47.08 51.85 50.07 49.21 52.09 48.48 

5 Kab Kebumen  40.38 45.63 40.16 41.62 41.46 48.31 44.54 45.57 46.37 43.78 

6 Kab Purworejo 46.61 50.82 47.22 47.46 47.67 51.43 47.12 47.07 49.04 48.27 

7 Kab Wonosobo 49.61 49.82 48.29 51.38 48.99 51.2 48.31 50.05 50.51 49.80 

8 Kab Magelang 51.96 49.26 51.39 46.98 51.47 54.77 50.63 50.88 53.25 51.18 

9 Kab Boyolali 54.2 53.66 49.87 53.35 54.9 56.92 53.83 54.31 54.48 53.95 

10 Kab Klaten 48.2 51.65 46.67 53.1 49.5 51.74 50.15 50.83 48.55 50.04 

11 Kab Sukoharjo 48.55 48.55 49.07 48.61 50.64 52.05 49.78 49.67 48.59 49.50 

12 Kab Wonogiri 54.42 50.15 53.54 52.18 53.01 55.03 53.48 55.93 53.32 53.45 

13 Kab Karanganyar 50.89 52.01 50.76 53.19 50.23 53.93 52.37 51.01 52.56 51.88 

14 Kab Sragen 48.16 54.85 51.68 50.3 50.98 55.12 52.23 54.04 54.03 52.38 

15 Kab Grobogan 45.88 49.45 44.37 52.46 50.51 54.91 49.54 53.55 52.59 50.36 

16 KabBlora 51.19 51.19 51.32 51.75 53.15 56.58 51.73 54.58 53.19 52.74 

17 Kab Rembang 47.79 50.36 47.36 46.65 46.05 51.57 48.8 52.27 51.51 49.15 

18 Kab Pati 49.32 51.79 47.32 49.84 48.71 52.09 48.78 50.22 48.87 49.66 

19 Kab Kudus 48.7 49.22 50.21 51.84 54.36 53.32 52.8 51.02 50.73 51.35 

20 Kab Jepara  51.06 43.29 46.42 48.07 47.8 50.13 45.66 48.15 48.92 47.72 

21 Kab Demak  45.1 47.02 44.3 43.66 48.09 51.67 48.39 47.45 46.66 46.93 

22 Kab Semarang 52.89 54.87 54.57 56.03 53.04 52.33 52.01 51.06 54.01 53.42 

23 Kab Temanggung 52.76 51.66 52.98 54.26 53.48 56.47 51.94 52.17 55.9 53.51 

24 Kab Kendal 47.42 47.34 45.43 49.64 50.26 56.41 50.64 50.65 49.66 49.72 

25 Kab Batang 43.85 45.58 44.43 45.92 45.34 51.35 48.11 47.07 49.98 46.85 

26 Kab Pekalongan 44.46 48.05 44.79 46.67 48.14 49.24 46.23 48.02 47.93 47.06 

27 Kab Pemalang 41.73 43.34 41.68 43.49 42.87 44 39.73 40.81 40.84 42.06 

28 Kab Tegal 41.57 41.33 41.61 42.99 42.97 47.4 42.96 41.57 41.98 42.71 

29 Kab Brebes 44.05 44.46 43.69 46.83 43.94 46.1 42.46 42.22 46.84 44.51 

30 Kota Magelang 41.76 40.67 43.36 41.57 43.99 42.12 40.53 40.94 45.44 42.26 

31 Kota Surakarta 44.42 43.03 44.68 44.5 45.69 50.37 48.02 46.72 47.26 46.08 

32 Kota Salatiga 42.64 43.26 43.18 42.05 42.65 43.95 43.3 43.17 43.05 43.03 

33 Kota Semarang 42.2 43.15 40.57 44.12 43.13 44.54 43.59 45.88 46.57 43.75 

34 Kota Pekalongan 40.44 41.42 38.85 43.99 42.62 45.94 46.45 48.12 47.96 43.98 

35 Kota Tegal 42.69 39.78 41.36 42.77 43.29 44.84 43.72 42.55 44.91 42.88 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai tahun terbitan 
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4.2 Pengujian Statistik Analisis Regresi 

 Pada regresi model utama diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Estimasi Regresi Utama 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.203228 0.104511 1.944.569 0.0528 

GWTH? 2.06E-05 0.002293 0.009000 0.9928 

AGLOIN? 0.042493 0.014909 2.850.074 0.0047 

AGLOTNI? 0.057275 0.025386 2.256.164 0.0248 

EMPLOY? -0.000720 0.001194 -0.602967 0.5470 
Fixed Effects 

(Cross) 
    _CILACAPτC -1,17724 

 
_KUDUS--C 1,637889 

_BANYUMAS--C -0,02852 
 

_JEPARA--C -0,268760 

_PRBALINGGA--C 0,05482 
 

_DEMAK--C -0,032850 

_BANJARNGR--C -0,06557 
 

_SEMARANG--C -0,192120 

_KEBUMEN--C 0,09309 
 

_TEMAGUNG--C -0,064460 

_PURWORJO--C -0,22676 
 

_KENDAL--C -0,317040 

_WONOSOBO--C 0,12261 
 

_BATANG--C -0,077170 

_MAGELANG--C -0,16945 
 

_PKALONGAN--C -0,165010 

_BOYOLALI--C -0,43635 
 

_PEMALANG--C 0,070011 

_KLATEN--C -0,36904 
 

_TEGAL--C 0,115926 

_SUKOHARJO--C -0,19430 
 

_BREBES--C -0,348630 

_WONOGIRI--C -0,07344 
 

_KMAGELANG--C 0,632195 

_KARANGNYR--C -0,21147 
 

_KSURAKARTA--C 0,712254 

_SRAGEN--C -0,10163 
 

_KSALATIGA--C -0,088340 

_GROBOGAN--C 0,09355 
 

_KSEMARANG--C 1,229312 

_BLORAτC 0,11073 
 

_KPKALONGAN--C 0,353790 

_REMBANG--C -0,18507 
 

_KTEGAL--C -0,131090 

_PATIτC -0,30190       
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Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.994117     Mean dependent var 0.453913 

Adjusted R-
squared 0.993307     S.D. dependent var 0.487891 

S.E. of 
regression 0.039913     Akaike info criterion -3.488.762 

Sum squared 
resid 0.439690     Schwarz criterion -3.024.158 

Log likelihood 5.884.800     Hannan-Quinn criter. -3.303.135 

F-statistic 1.227.418     Durbin-Watson stat 1.737.656 
Prob(F-
statistic) 0.000000       

 

4.2.1 Pengujian Koefisien Determinasi R
2
 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen.Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu.Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel depnden.Bila dalam sebuah estimasi model regresi 

digunakan lebih dari dua variabelbebas , maka nilai R
2
 yang dilihat adalah nilai 

adjusted R
2
.  

Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi sektor 

industri, aglomerasi sektor pertanian dan tingkat jumlah orang yang bekerja 

terhadap ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah selama periode 2002-2010 

diperoleh nilai Adjusted R
2
sebesar 0,993. Hal ini berarti sebesar 99,3% variasi 

ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi empat 

variabel independennya yaitu variabel GWTH (Pertumbuhan Ekonomi), AGLOIN 
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(nilai kontribusi sektor industri), AGLOTNI (nilai kontribusi sektor pertanian), 

dan EMPLOY (tingkat jumlah orang yang bekerja). Sedangkan sisanya sebesar 

0,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

 

4.2.2 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen dalam model 

dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh  secara bersama-sama terhadap varibel dependen. Pengujian 

nilai F dilakukan dengan membandingkan nilai statistik F hitung dengan nilai F 

berdasarkan tabel. 

 Nilai Uji F hasil regresi variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi sektor 

industri, aglomerasi sektor pertanian dan tingkat jumlah orang yang bekerja 

terhadap ketimpangan ekonomi periode tahun 2002-2010 adalah sebesar 1227,418 

dan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000. Berdasarkan nilai F-statistik 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabeldependen. 

4.2.3 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (uji Statistik t)  

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t hitung masing-

masing variabel dengan titik kritis t berdasarkan tabel. 
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 Berdasarkan hasil regresi variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi 

sektor industri, aglomerasi sektor pertanian dan tingkat jumlah orang yang bekerja 

terhadap ketimpangan ekonomi periode tahun 2002-2010, terdapat dua variabel 

independen yang signifikan secara statistik yaitu variabel aglomerasi sektor 

industri dan aglomerasi sektor pertanian.Variabel pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat jumlah orang yang bekerja tidak signifikan secara statistik karena 

memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.8 

Uji Statistik t  

Variabel Coefficient 
Std. 

Error t-Statistic Prob.   

C 0.203228 0.104511 1.944569 0.0528 

GWTH? 2.06E-05 0.002293 0.009 0.9928 

AGLOIN? 0.042493 0.014909 2.850074 0.0047 

AGLOTNI? 0.057275 0.025386 2.256164 0.0248 

EMPLOY? -0.00072 0.001194 -0.60297 0.547 

Sumber : Data diolah, 2012 

4.3  Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik 

 Deteksi penyimpangan asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model 

regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi 

klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-

variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien. 

4.3.1  Uji Multikol  

 Multikolinieritas merupakan keadaan di mana terdapat hubungan linier 

atau  terdapat korelasi antar variabel independen.Multikolineritas  sempurna 

jarang ditemukan dalam praktek pengujian antar variabel independen. 

Multikolineritas yang sering ditemukan dalam praktek pengujian  hubungan linear 
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antar variabel independen adalah kasus multikolineritas dekat, tinggi atau tak 

sempurna.Pengujian multikolineritas dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

dengan melihat nilai coefficient correlations dan nilai koefisien Tolerance danVIF 

untuk mendeteksi adanya multikolineritas.Jika nilaicoefficient correlations  masih 

di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas yang serius. 

Pengukuran dari koefisien Tolerance dan VIF akan menunjukkan adanya 

multikolineritas yang serius bila nilai Tolerance  kurang dari 0,1 dan nilai VIF 

lebih dari 10 

Tabel 4.9 

Nilai VIF Coefficients dan Coefficient Correlation 

Coefficients 

 

Model  

Collinearity 

Statistic 

 Tolerance VIF 

 growth 0.972 1.029 

 agloin 0.837 1.194 

 aglotni 0.866 1.155 

 employ 0.959 1.043 

 a. Dependent Variable : inequality 

 

Coefficient Correlations 

Model employ growth aglotni agloin 

Correlations employ 1.000 0.031 -0.142 0.175 

 

growth 0.031 1.000 0.059 -0.157 

 

aglotni -0.142 0.059 1.000 -0.357 

 

agloin 0.175 -0.157 -0.357 1.000 

Covariances employ 0.000021220 0.000002343 -0.000007052 0.000003365 

 

growth 0.000002343 0.000000000 0.000010530 -0.000010830 

 

aglotni -0.000007052 0.000010530 0.000000000 -0.000016080 

  agloin 0.000003365 -0.000010830 -0.000016080 0.000017520 

a. Dependent Variable : inequality 

   Sumber : Data diolah, 2012 

 

 Berdasarkan tabel 4.9, tidak terdapat nilai Tolerance yang kurang dari 0,1 

dan tidak terdapat nilai VIF yang lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan 
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tidak terdapat multikolineritas serius dalam model penelitian. Hasil ini diperkuat 

dengan nilai coefficient correlations antar variabel independen yang masih lebih 

kecil dari 0,95 yang berarti tidak ada  multikolineritas yang serius dalam model 

penelitian sehingga hasil taksiran model masih valid. 

4.3.2 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear terdapat  korelasi antara nilai residual pada periode t dengan nilai residual  

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika  terdapat hubungan residual antara tahun t 

dengan periode sebelumnya, maka terdapat permasalahan yang disebut  

autokorelasi (Imam Ghozali, 2005). Uji autokorelasi dilakukan dengan 

membandingkan statistik Durbin-Watson hasil regresi dengan statistik Durbin-

Watson  tabel. Hasil uji Durbin-Watson  menunjukkan bahwa nilai d hitung 

sebesar 1,737656. Dengan melihat tabel Durbin Watson d pada siginifikansi 5 

persen dengan n sebesar 315 dan k = 4, diperoleh nilai DL sebesar 1,728 dan Du 

sebesar 1,810 maka hasil ini masuk dalam criteria tidak ada keputusan karen nilai 

Durbin-Watson berada diantara DL dan Du. Dengan demikian model masih layak 

untuk digunakan karena tidak mengandung autokorelasi 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model  

yang diamati  tidak memiliki  varians yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda 

akibat perubahan  dalam kondisi  yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam 

spesifikasi model (Imam Gozali, 2005). Heteroskedastisitas menyebabkan 
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penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien karena hasil taksiran 

dapat kurang dari  yang semestinya.  

 Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas 

atau tidak terjadi hetroskedastisitas.Pengujian dilakukan melalui uji Glejser.Uji 

Glejser pada prinsipnya meregres residual yang telah diabsolutkan dengan 

variabel bebas pada model.Jika t-statistik > ttabel maka ada heterokedastisitas, 

jika t-statistik < t-tabel maka tidak ada heterokedastisitas.atau Jika nilai Prob > 

0,05 maka tidak ada heterokedastisitas, jika nilai Prob < 0,05 maka ada 

heterokedastisitas. 

 Hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel 4.10. Pengujian 

heteroskedastisitas dilihat dari nilai Probabilitas (Signifikansi) dari variabel 

independen.Berdasarkan uji Glejser, tidak ditemukan adanya nilai probabilitas 

yang lebih keci dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

persamaan tersebut bebasheteroskedastisitas. 

Tabel 4.10 

Uji Heteroskedasisitas (Uji Glejser) 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients   

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 0.423 3.304   0.128 0.904 

Growth 0.027 0.032 0.268 0.825 0.456 

Agloin 0.033 0.029 0.698 1.147 0.315 

Aglotni -0.134 0.27 -0.263 -0.496 0.646 

Employ 0.011 0.008 0.468 1.358 0.246 

a. Dependent Variable: absut 

Sumber : Data diolah, 2012 
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4.3.4 Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual  memiliki distribusi normal. Pengambilan 

kesimpulan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov.Uji normalitas dengan 

metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan hipotesis pengujian yaitu : 

 Hipotesis Nol (Ho)  = data terdistribusi secara normal 

 Hipotesis Alternatif  = data tidak terdistribusi secara normal 

Jika nilai siginifikan dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 

maka hipotesis nol diterima yang berarti data terdistribusi secara 

normal.Pengujian normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov memberikan hasil 

nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,182 dengan signifikansi sebesar 0,122. Nilai 

probabilitas Kolmogorov-Smirnov ini lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nol 

diterima yang berarti data terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.11 

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Unstandardized Residual 

  N 315 

Normal 
Parameters

a,,b
 

Mean 0.4555 

Std. Deviation 0.21606 
Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.067 

Positive 0.067 

Negative -0.032 

  Kolmogorov-
Smirnov Z 

1.182 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

0.122 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data diolah, 2012 



121 
 

 
 

4.4  Intepretasi Hasil dan Pembahasan 

4.4.1 Hasil Regresi Eviews 

 Berdasarkan hasil regresi, terdapat 2 variabel yang signifikan dalam model 

yaitu variabel aglomerasi industri dan variabel aglomerasi pertanian. Kedua 

variabel ini memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0047 dan 

0,0248 Variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat jumlah orang yang bekerja 

tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 yaitu 

masing-masing sebesar 0,9928 dan 0,5470.  

4.4.2 Profil Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

 Ketimpangan antar wilayah merupakan salah satu permasalahan 

pembangunan, khususnya pada negara berkembang. Ketimpangan antar wilayah 

ini terjadi karena perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih maju  dibandingkan 

daerah lainnya. Ketimpangan antar wilayah juga dapat terjadi karena perbedaan 

kemampuan finansial antar wilayah.Perbedaan kemampuan finansial ini 

menyebabkan pembangunan wilayah tidak bisa berlangsung secara serentak dan 

seragam sehingga terjadi perbedaan pembangunan wilayah.Berikut disajikan data 

mengenai perkembangan ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa tengah 

menggunakan indeks Williamson : 
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Tabel 4.12 

Keadaan Ketimpangan Wilayah di Jawa Tengah dengan Indeks Williamson  

Tahun 2002-2010 

tahun IW perubahan (%) 

2002 0.664313 
 

2003 0.682872 2.793727289 

2004 0.695868 1.903024498 

2005 0.696084 0.031017166 

2006 0.676545 -2.806978888 

2007 0.67366 -0.426424997 

2008 0.670363 -0.489303135 

2009 0.664773 -0.833931637 

2010 0.664002 -0.116041005 

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2002-2010, diolah 

 Pada tabel 4.12,dapat dilihat selama tahun 2002-2005, indeks ketimpangan 

Williamson meningkat. Kenaikan nilai indeks Williamson ini menggambarkan 

peningkatan ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah.Ketimpangan wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dikur dengan Indeks 

Williamson mengalami penurunan mulai tahun 2006 hingga 2010.Ketimpangan 

wilayah yang terjadi di Jawa Tengah ini disebabkan karenaperbedaan karakteristik 

wilayah-wilayah tersebut.Disamping itu terdapat pula faktor-faktorlain yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan di suatuwilayah.Myrdal 

(Jhingan,1993) dalam teorinya mengenai dampak balik (backwasheffect) dan 

dampak sebar (spreadeffect) mengemukakan bahwa dampak balikcenderung 

membesar dan dampak sebar yangsemakin mengecil membuatketimpangan 

wilayah di negara-negara terbelakang. 

 Hasil pengujian dengan analysis of variance juga menunjukkan adanya 

perbedaan antara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai Signifikan Anova tersebut 

adalah sebesar o,ooo yang berarti signifikan secara statistik karena bernilai < 0,05. 
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Tabel 4.13 

Nilai Anova  
  

Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

1.90E+15 34 5.59E+13 373.797 0 

Within Groups 2.09E+13 140 1.50E+11     

Total 1.92E+15 174       

Sumber : data diolah, 2012 

  

 Indikator lain yang dapat dipakai untuk melihat ketimpangan adalah 

dengan membandingkan nilai output per orang yang bekerja secara sektoral yang 

dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai output per 

orang yangbekerja yang dipilih adalah utuk sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan.  Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dipakai sebgai 

perbandingan karena kedua sektor ini merupakan sektor utama pembentuk PDRB 

di Jawa Tengah dan arena perbedaan karakteristik lokasi satu dengan lainnya. 

Adapun nilai output per orang yang bekerja yang dimiliki oleh masing-masing 

kabupaten/kota sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 

Nilai output per orang yang bekerja  per kabupaten/kota di Jawa Tengah 

untuk sektor pertanian dan industri pengolahan 

No Kabupaten/Kota 
sektor 
pertanian varians  

sektor 
industri varians 

1 Kab Cilacap  12.06 6.79 136.64 14473.71 

2 Kab Banyumas 5.55 15.25 4.82 132.50 

3 Kab Purbalingga 5.81 13.26 2.51 190.84 

4 Kab Banjarnegara 4.40 25.56 5.35 120.55 

5 Kab Kebumen  5.40 16.43 2.47 191.93 

6 Kab Purworejo 7.18 5.17 6.66 93.52 

7 Kab Wonosobo 4.44 25.19 5.50 117.21 

8 Kab Magelang 4.24 27.26 7.65 75.30 

9 Kab Boyolali 7.01 5.98 8.78 56.93 

10 Kab Klaten 9.08 0.14 7.65 75.27 

11 Kab Sukoharjo 13.16 13.68 13.38 8.68 

12 Kab Wonogiri 4.83 21.41 4.29 144.99 

13 Kab Karanganyar 9.44 0.00 35.26 358.28 

14 Kab Sragen 5.34 16.96 10.13 38.37 

15 Kab Grobogan 3.41 36.50 3.05 176.39 

16 KabBlora 4.59 23.69 6.72 92.38 

17 Kab Rembang 6.06 11.53 3.03 176.83 

18 Kab Pati 5.85 13.02 9.71 43.84 

19 Kab Kudus 8.03 2.04 48.94 1063.49 

20 Kab Jepara  8.97 0.24 4.59 137.85 

21 Kab Demak  6.92 6.42 4.16 147.96 

22 Kab Semarang 4.12 28.44 20.19 14.89 

23 Kab Temanggung 4.09 28.75 7.71 74.22 

24 Kab Kendal 5.29 17.40 40.26 572.53 

25 Kab Batang 4.80 21.69 8.12 67.35 

26 Kab Pekalongan 7.68 3.17 5.89 109.05 

27 Kab Pemalang 5.11 18.87 11.69 21.50 

28 Kab Tegal 3.22 38.96 11.04 28.01 

29 Kab Brebes 6.90 6.52 26.55 104.49 

30 Kota Magelang 63.42 2912.18 4.93 130.02 

31 Kota Surakarta 2.13 53.71 27.65 128.22 

32 Kota Salatiga 21.27 139.48 15.42 0.83 

33 Kota Semarang 18.95 90.05 35.82 379.74 

34 Kota Pekalongan 32.16 515.25 8.01 69.23 

35 Kota Tegal 10.07 0.38 16.94 0.38 

  rata-rata Jateng 9.46   16.33   

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, berbagai tahun, diolah 
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat terdapat perbedaan nilai output per 

orang yang bekerja antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai output per orang 

yang bekerja ini dapat mencerminkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

tingkat teknologi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Semakin baik kualitas 

SDM dan semakin tinggi tingkat teknologi yang dipakai akan mampu 

memperbesar output sehingga nilai output per tenaga kerja meningkat. 

Nilai output per orang yang bekerja yang tertinggi untuk sektor pertanian 

dimiliki oleh Kota Magelang dengan nilai 63,42 juta rupiah, sedangkan nilai 

terendah dimiliki oleh Kota Surakarta dengan nilai 2,12 juta rupiah. Nilai output 

per orang yang bekerja tertinggi untuk sektor industri pengolahan dimiliki oleh 

Kabupaten Cilacap dengan nilai 136,63 juta rupiah, sedangkan nilai terendah 

dimiliki oleh Kabupaten Kebumen dengan nilai 2,474 juta rupiah. 

 Perbedaan nilai output per orang yang bekerja dapat dilihat lebih jelas 

melalui perbedaan nilai varians untuk sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan pada berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.  Nilai varians 

didapatkan dengan menghitung selisih kuadrat nilai antara output per tenaga kerja 

rata-rata di Jawa Tengah dengan nilai output per tenaga kerja yang dimiliki oleh 

masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kemudian dikuadratkan.  

Nilai varians terbesar untuk sektor pertanian dimiliki oleh Kota Magelang dengan 

nilai varians sebesar 2912,18 , sedangkan nilai varians terkecil untuk sektor 

pertanian dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar dengan nilai 0,00. Nilai varians 

terbesar untuk sektor industri pengolahan dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dengan 

nilai 14473,71 , sedangkan nilai varians terendah untuk sektor industri pengolahan 
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dimiliki oleh Kota Tegal dengan nilai 0,38. Perbedaan nilai varians yang besar 

untuk kedua sektor ini memperlihatkan adanya perbedaan (ketimpangan) antar 

tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

 

4.4.3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Jawa 

Tengah 

 Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode penelitian selalu 

mencatatkan nilai pertumbuhan ekonomi yang positif.  Di sisi lain, ketimpangan 

ekonomi Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson juga mengalami 

peningkatan sampai dengan tahun 2005. Ketimpangan ekonomi Jawa Tengah 

mulai menurun pada tahun 2006 hingga tahun 2010. 

 Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah Hipotesis Kuznet mengenai 

kurva U-Terbalik berlaku  di Propinsi Jawa Tengah. Hipotesis Kuznet 

menjelaskan bahwa ketika masa pembangunan awal dimulai, ketimpangan 

distribusi pendapatan akan semakin meningkat hingga mencapai titik tertentu. 

Namun demikian, setelah mencapai tingkat pembangunan yang dewasa, 

ketimpangan distribusi pembangunan akan semakin berkurang. Pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah yang terus mencatatkan nilai positif diharapkan dapat  

tersebar secara merata ke semua daerah dan mampu mengurangi ketimpangan. 
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Gambar 4.2 

Kurva Hubungan Antar a Indeks Ketimpangan Williamson dengan 

Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2010 

 

 
 

 

Sumber : BPS, Berbagai Terbitan Tahun, diolah 

 

Gambar 4.2 merupakan hubungan antara ketimpangan(sumbu vertikal) 

dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sumbu horizontal pada gambar 

merupakan nilai pertumbuhan ekonomi yang dialami Jawa Tengah selama periode 

tahun 2002-2010.Sumbu vertikal pada gambar merupakan nilai indeks 

ketimpangan Williamson selama periode tahun 2002-2010.Gambar 4.2 

menunjukkan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang 

berbentuk U terbalik.Bentuk hubungan ini sesuai dengan pengujian yang 

dilakukan oleh Kuznet. 

Nilai indeks ketimpangan Willamson pada awalnya mengalami 

peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Jawa 

Tengah.Kenaikan indeks ketimpangan pada awal masa periode penelitian 
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Williamson

Sumbu x : growth
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disebabkan oleh adanya pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah dan 

Desentralisasi Fiskal.Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih bagi 

pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah.Namun demikian, kemampuan setiap daerah kabupaten/kota di Jawa 

Tengah dalam otonomi daerah ini berbeda-beda.Perbedaan kemampuan ini dapat 

disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, suprastruktur dan kemampuan masing-

masing aparat daerah dalam menghadapi otonomi daerah tersebut.Daerah 

perkotaan mampu bertumbuh dan berkembang lebih cepat daripada daerah 

pedesaan pada masa awal periode penelitian oleh karena fasilitas infrastruktur dan 

suprastruktur yang lebih baik serta kesiapan aparat dan system kelembagaan yang 

lebih terkoordinasi.Dengan demikian, pada masa awal penelitian ketimpangan 

meningkat. 

Penurunan nilai indeks ketimpangan Williamson mulai terjadi pada tahun 

2006.Penurunan indeks ketimpangan ini disebabkan oleh karena kemampuan 

daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur, suprastruktur, aparat dan 

kelembagaan telah meningkat seiring dengan berjalannya waktu.Dengan kesiapan 

daerah yang lebih baik dalam menghadapi Otonomi Daerah, ketimpangan antar 

daerah di Jawa Tengah menjadi berkurang. 

Hasil dari analisis korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dengan 

indeks ketimpangan memiliki  nilai 0,46. Nilai positif ini menandakan adanya 

hubungan yang sama antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan diikuti dengan 

kenaikan nilai indeks ketimpangan wilayah. Namun demikian, berdasarkan hasil 
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regresi nilai signifikansi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

menunjukkan nilai 0,9928 yang berarti secara statistik hasil korelasi ini kurang 

kuat karena tidak signifikan pada Ŭ = 5%. 

Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

wilayah di Jawa Tengah ini dapat diakibatkan karena manfaat dari pertumbuhan 

ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan berbeda. Investasi dan pembangunan 

masih berpusat di wilayah yang dirasa mampu memberikan return  yang 

maksimal. Dengan demikian, investasi serta pemilihan lokasi untuk sektor-sektor 

yang mampu memberikan value added  tinggi seperti sektor industri dan 

pengolahan masih berpusat di daerah perkotaan dan daerah yang memiliki sumber 

daya alam melimpah. Kondisi yang demikian diakibatkan oleh pemilihan lokasi 

para produsen yang lebih mendekatkan diri ke pasar atau ke sumber bahan baku. 

Jika keadaan ini dibiarkan tanpa adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur, 

maka ketimpangan ekonomi antar wilayah di Jawa Tengah akan semakin 

membesar. 

Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan 

percepatan pembangunan di daerah.Percepatan pembangunan ini dapat melalui 

insentif penyediaan akses dan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal / 

belum maju.Di sisi lain, perlu ada pembatasan agar pembangunan tidak selalu 

berfokus di perkotaan. Kebijakan yang demikian penting untuk pemerataan dan 

meminimalisasi arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota sehingga mampu 

mengurangi beban akibat kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan. Contoh 

konkretnya adalah dengan menjadikan daerah pedesaan sebagai penyangga 
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kebutuhan  (daerah buffer)  bagi daerah perkotaan. Daerah pedesaan dapat 

dioptimalkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat kota oleh 

karena ketersediaan lahan yang masih cukup untuk sektor pertanian daripada 

lahan di perkotaan. 

Insentif bagi pembangunan di pedesaan dapat berupa penyediaan 

infrastruktur fisik dan non-fisik, pemberian pajak dengan tingkat yang rendah bagi 

usaha di pedesaan, pemberian kemudahaan bagi pendirian usaha di daerah 

pedesaan dan penguatan kapasitas daya beli masyarakat pedesaan. 
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4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi Sektor Industri, 

Aglomerasi Sektor Pertanian dan Tingkat Jumlah Orang yang 

Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah di Propinsi Jawa Tengah 

tahun 2002-2010 

 Dari data yang diperoleh, dilakukan pengolahan data menggunakan regresi 

dengan data panel dengan pendekatan fixed effects model. Dalam penelitian ini 

digunakan fixed effets models dengan dummy pada cross section ( 

kabupaten/kota), dengan alasan bahwa masing-masing kabupaten/kota diduga  

mempunyai perbedaan karakteristik masing-masing propinsi baik dalam segi 

demografi, persebaran penduduk, luas daerah, arah pembangunan, dan 

sebagainya. 

 Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, 

aglomerasi sektor industri, aglomerasi sektor pertanian, dan tingkat jumlah orang 

yang bekerja. Dua dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu 

variabel aglomerasi sektor industri dan aglomerasi sektor pertanian, signifikan 

secara statistik. Adapun hasil regresi persamaan yang diolah menggunakan 

Eviews 6.0 secara matematis sebagai berikut : 

INEQUALITY = 0,203 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 

AGLOTNI ï 0,0007 EMPLOY + D 

Nilai konstanta berbeda antar kabupaten/kota karena adanya pemberian dummy 

pada kabupaten/kota. Adapun nilai konstanta pada tiap Kabupaten Kota adalah : 
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Tabel 4.15 

Nilai konstanta hasil regresi data panel 

No Kabupaten/Kota 
konstanta 

regresi 
konstanta 

akhir 

 
model  0.2032 

 1 Kab Cilacap  -1.1772 -0.974 

2 Kab Banyumas -0.0285 0.1747 

3 Kab Purbalingga 0.0548 0.258 

4 Kab Banjarnegara -0.0656 0.1377 

5 Kab Kebumen  0.0931 0.2963 

6 Kab Purworejo -0.2268 -0.0235 

7 Kab Wonosobo 0.1226 0.3258 

8 Kab Magelang -0.1694 0.0338 

9 Kab Boyolali -0.4364 -0.2331 

10 Kab Klaten -0.369 -0.1658 

11 Kab Sukoharjo -0.1943 0.0089 

12 Kab Wonogiri -0.0734 0.1298 

13 Kab Karanganyar -0.2115 -0.0082 

14 Kab Sragen -0.1016 0.1016 

15 Kab Grobogan 0.0935 0.2968 

16 KabBlora 0.1107 0.314 

17 Kab Rembang -0.1851 0.0182 

18 Kab Pati -0.3019 -0.0987 

19 Kab Kudus 1.6379 1.8411 

20 Kab Jepara  -0.2688 -0.0655 

21 Kab Demak  -0.0328 0.1704 

22 Kab Semarang -0.1921 0.0111 

23 Kab Temanggung -0.0645 0.1388 

24 Kab Kendal -0.317 -0.1138 

25 Kab Batang -0.0772 0.1261 

26 Kab Pekalongan -0.165 0.0382 

27 Kab Pemalang 0.07 0.2732 

28 Kab Tegal 0.1159 0.3192 

29 Kab Brebes -0.3486 -0.1454 

30 Kota Magelang 0.6322 0.8354 

31 Kota Surakarta 0.7123 0.9155 

32 Kota Salatiga -0.0883 0.1149 

33 Kota Semarang 1.2293 1.4325 

34 Kota Pekalongan 0.3538 0.557 

35 Kota Tegal -0.1311 0.0721 

Sumber : Data diolah, 2012 
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 Intersep dalam persamaan ini bervariasi sepanjang individu (dalam hal ini 

adalah 35 kabupaten/kota), dan tidak bervariasi sepanjang waktu, yang disebut  

time invariant. Bentuk model fixed effect  adalah dengan meyatakan perbedaan 

intersep, yakni dengan mengurangkan konstanta model dengan nilai parameter 

yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota.Adapun hasil regresi untuk tiap 

kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.16 

Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/Kota 

No Kabupaten/Kota Persamaan Regresi 

1 Kab Cilacap  INEQ= -0.974 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

2 Kab Banyumas INEQ= 0.1747 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

3 Kab Purbalingga INEQ= 0.258 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

4 Kab Banjarnegara INEQ= 0.1377 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

5 Kab Kebumen  INEQ= 0.2963 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

6 Kab Purworejo INEQ= -0.0235 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

7 Kab Wonosobo INEQ= 0.3258 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

8 Kab Magelang INEQ= 0.0338 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

9 Kab Boyolali INEQ= -0.2331 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

10 Kab Klaten INEQ= -0.1658 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

11 Kab Sukoharjo INEQ= 0.0089 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

12 Kab Wonogiri INEQ= 0.1298 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

13 Kab Karanganyar INEQ= -0.0082 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

14 Kab Sragen INEQ= 0.1016 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

15 Kab Grobogan INEQ= 0.2968 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

16 KabBlora INEQ= 0.314 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

17 Kab Rembang INEQ= 0.0182 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

18 Kab Pati INEQ= -0.0987 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

19 Kab Kudus INEQ= 1.8411 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

20 Kab Jepara  INEQ= -0.0655 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

21 Kab Demak  INEQ= 0.1704 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

22 Kab Semarang INEQ= 0.0111 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

23 Kab Temanggung INEQ= 0.1388 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

24 Kab Kendal INEQ= -0.1138 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

25 Kab Batang INEQ= 0.1261 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

26 Kab Pekalongan INEQ= 0.0382 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

27 Kab Pemalang INEQ= 0.2732 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

28 Kab Tegal INEQ= 0.3192 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

29 Kab Brebes INEQ= -0.1454 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

30 Kota Magelang INEQ= 0.8354 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

31 Kota Surakarta INEQ= 0.9155 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

32 Kota Salatiga INEQ= 0.1149 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

33 Kota Semarang INEQ= 1.4325 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

34 Kota Pekalongan INEQ= 0.557 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

35 Kota Tegal INEQ= 0.0721 + 0,0000206 GROWTH + 0,042 AGLOIN + 0,057 AGLOTNI ς 0,0007 EMPLOY 

Sumber : Data diolah, 2012 
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 Intepretasi hasil regresi pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, aglomerasi 

sektor industri, aglomerasi sektor pertanian, dan tingkat jumlah orang yang 

bekerja terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010 

adalah sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,99. Kenaikan 

sebesar 1 persen pertumbuhan ekonmi akan meningkatkan ketimpangan sebesar 

0,0000206.Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menduga terdapat 

hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan 

wilayah. 

Hubungan positif yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan 

ketimpangan wilayah bisa disebabkan karena pertumbuhan ekonomi antar 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum terjadi secara merata. Pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi umumnya dirasakan oleh daerah yang masuk dalam 

kategori kota ataupun memiliki kekayaan alam yang lebih. Perbedaan kepemilikan 

asset oleh suatu daerah berupa endowment faktoryang dimiliki akan mampu 

menciptakan ketimpangan antar wilayah. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesa 

Neo-Klasik (Sjafrizal,2008) yang mengatakan bahwa pada permulaan proses 

pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung 

meningkat. 
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Terdapat perbedaan proses pembangunan antar wilayah di Jawa Tengah. 

Berdasarkan kriteria tipologi daerah menurut Klassen, hanya terdapat 3 

Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh 

yaitu Kabupaten Sukohrjo, Kota Magelang dan Kota Surakarta.Sebagian besar 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masuk ke dalam kategori daerah berkembang 

cepat sehingga dapat dikatakan wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih 

dalam tahap proses pembangunan. 

Tabel 4.17 

Kondisi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Kriteria Tipologi Daerah 

Tahun 2009 

DAERAH BERKEMBANG CEPAT 

Kab Banyumas, Purbalingga, 

Banjarnegara, Purworejo, Magelang, 

Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, 

Blora, Jepara, Pemalang, Tegal, Brebes, 

Kota Tegal 

 

Growth > 4,7% 

PDRB/kap < Rp 5345736,00 

DAERAH CEPAT MAJU DAN 

CEPAT TUMBUH 

Kab Sukoharjo, Kota Magelang, Kota 

Surakarta 

 

 

Growth > 4,7% 

PDRB/kap > Rp 5345736,00 

 

DAERAH RELATIF TERTINGGAL 

Kab Kebumen, Wonosobo, Klaten, 

Rembang, Pati, Demak, Temanggung, 

Kendal, Batang, Pekalongan, Kota 

Salatiga 

 

Growth < 4,7% 

PDRB/kap < Rp 5345736,00 

DAERAH MAJU TERTEKAN 

Kab Karanganyar,Kudus, Semarang, 

Kota Semarang, Kota Pekalongan 

 

 

 

Growth < 4,7% 

PDRB/kap > Rp 5345736,00 

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 2009, diolah 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sutarno (2003) , yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap ketimpangan wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat 

diterima. 
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b. Aglomerasi Sektor Industri 

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa aglomerasi sektor industri 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,047. Kenaikan 1 persen aglomerasi di sektor industri akan meningkatkan 

ketimpangan sebeesar 0,042. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis penelitian awal 

yang menduga terdapat pengaruh positif antara aglomerasi sektor industri 

terhadap ketimpangan wilayah. 

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah yang cukup 

tinggi akan mendorong peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah 

dikarenakan pembangunan akan berlangsung lebih cepat pada daerah dengan 

tingkat konsentrasi ekonomi yang tinggi.Dengan demikian perbedaan aglomerasi 

ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafizal, 2008). 

Dengan demikian, hasil regresi yang menujukkan hubungan yang positif dan 

signifikan  memberikan arti bahwa pengelompokan aktivitas ekonomi di suatu 

daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan meningkatkan ketimpangan 

ekonomi. Hal ini karena peningkatan aglomerasi ekonomi, yang dihitung dengan 

porsi nilai sektor industri daerah Kabupaten/Kota terhadap total nilai sektor 

industri Propinsi Jawa Tengah, akan menyebabkan penurunan nilai bagi wilayah 

yang lain. Perbedaan kondisi ini, di mana satu daerah mengalami peningkatan dan 

daerah lain mengalami penurunan, akan menyebabkan ketimpangan ekonomi. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime 

Bonet (2006), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

aglomerasi dengan ketimpangan wilayah.Dengan demikian, hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat 

diterima. 

c. Aglomerasi Sektor Pertanian 

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa aglomerasi sektor industri 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,0248. Kenaikan 1 persen aglomerasi di sektor industri akan meningkatkan 

ketimpangan sebeesar 0,057. Hasil regresi sesuai dengan hipotesis penelitian awal 

yang menduga terdapat pengaruh positif antara aglomerasi sektor pertanian 

terhadap ketimpangan wilayah. 

Robison Tarigan berpendapat bahwa keuntungan berlokasi pada tempat  

konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi(economic 

of scale) dan economic agglomeration.Econonomic of scale adalah keuntungan 

karena berproduksi sesuai dengan spesialisasi sehingga produksi menjadi lebih 

besar dan biaya per unit menjadi lebih efisien. Sedangka economic agglomeration 

adalah keuntungan yang didapat karena lokasi memberikan fasilitas ketersediaan 

berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak yang menempati 

lokasi tersebut.Kemampuan dan daya dukung daerah antar Kabupaten/kota di 

Jawa Tengah untuk pengembangan sektor pertanian berbeda-beda. Sektor 

pertanian akan cenderung lebih dominan perannya di daerah yantidak masuk 
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dalam kategori perkotaan. Hal ini disebabkan ketersediaan lahan, yang merupakan 

faktor produksi utama dalam sektor pertanian, di perkotaan sangat terbatas. 

. Dengan demikian, hasil regresi yang menujukkan hubungan yang positif 

dan signifikan  memberikan arti bahwa pengelompokan aktivitas ekonomi di suatu 

daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan meningkatkan ketimpangan 

ekonomi. Hal ini karena peningkatan aglomerasi ekonomi, yang dihitung dengan 

porsi nilai sektor pertanian daerah Kabupaten/Kota terhadap total nilai sektor 

pertanian Propinsi Jawa Tengah, akan menyebabkan penurunan nilai bagi wilayah 

yang lain. Perbedaan kondisi ini, di mana satu daerah mengalami peningkatan dan 

daerah lain mengalami penurunan, akan menyebabkan ketimpangan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime 

Bonet (2006), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

aglomerasi dengan ketimpangan wilayah.Dengan demikian, hasil penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat 

diterima. 

d. Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja 

 Dari hasil regresi diketahui bahwa tingkat jumlah orang yang bekerja 

memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi 

di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas 

variabelEmployment  yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,547. Kenaikan 1 

persen tingkat jumlah orang yang bekerja akan menurunkan ketimpangan sebesar 

0,00072.Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Lincolin Arsyad (1999) bahwa 

pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah 
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angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang 

positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak 

angkatan kerja yang bekerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, 

sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. 

Menurut Sjafrizal (2008), kondisi demografis suatu wilayah meliputi perbedaan 

tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan 

dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan etos kerja yang 

dimiliki oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis 

berpengaruh terhadap besarnya  produktivitas dari suatu daerah. Daerah yang 

memiliki kemampuan demografis  yang baik akan mampu memiliki produktivitas 

yang tinggi.  Tingkat orang yang bekerja berpengaruh terhadap produktivitas 

suatu daerah, semakin tinggi tingkat orang yang bekerja di suatu daerah akan 

menyebabkan produktivitas daerah tersebut lebih tinggi daripada daerah dengan 

tingkat jumlah orang yang bekerja yang lebih sedikit. 

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Lessman 

(2006), di mana pengangguran yang tinggi berpengaruh terhadap makin tingginya 

ketimpangan wilayah.  Hasil penelitian ini merupakan resiprokal dari penelitian 

Lessman di mana semakin tinggi jumlah orang yang bekerja akan menurunkan 

tingkat ketimpangan wilayah.. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. 

e. Intepretasi konstanta dari hasil FEM 

Berdasarkan hasil regresi, dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki basis 

sektor industri yang dominan akan memiliki nilai konstanta yang positif dan 
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besar. Nilai konstanta yang positif ini akan meningkatkan nilai ketimpangan yang 

ada. Nilai konstanta yang positif dan besar ini dimiliki oleh beberapa daerah 

diantaranya Kabupaten Kudus (nilai konstanta = 1.8411) dan Kota Semarang ( 

nilai konstanta= 1.4325). Dengan demikian, sektor industri memiliki peran cukup 

besar dalam meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. 

Sektor industri memberikan nilai tambah (value added) yang cukup besar dalam 

pembentukan PDRB daerah, sehingga ketidakmerataan lokasi dan kemampuan 

sektorindustri antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah 

meningkat.  



142 
 

 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di 

Jawa Tengah  selama periode penelitian tahun 2002-2010. Tingkat 

ketimpangan wilayah di Jawa Tengah yang diukur dengan indeks 

ketimpangan Williamson megalami peningkatan pada periode tahun 2002-

2010. Nilai indeks ketimpangan wilayah Williamson di Jawa Tengah 

mulai mengalami penurunan mulai tahun 2006 hingga 2010. 

2. Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-terbalik terbukti untuk Propinsi Jawa 

Tengah. Pada tahap pertumbuhan awal, ketimpangan ekonomi di Jawa 

Tengah cenderung meningkat. Namun kemudian, indeks ketimpangan 

ekonomi Williamson di Jawa Tengah menunjukkan penurunan nilai 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

3. Model regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor 

pertanian, kontribusi sektor industri dan tingkat jumlah orang yang bekerja 

terhadap ketimpangan wilayah di Jawa Tengah tahun 2002-2010 cukup 

layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, 

yaitu uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji 

normalitas. 
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4. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri dan tingkat jumlah 

orang yang bekerja terhadap ketimpangan wilayah di Jawa Tengah tahun 

2002-2010 menunjukkan nilai R
2 

cukup tinggi yaitu  0,994117. Nilai ini 

berarti bahwa model yang dibentuk  cukup baik dimana 99,4 persen variasi 

variabel dependen ketimpangan wilayah dapat dijelaskan dengan baik oleh 

variabel-variabel independen yakni pertumbuhan ekonomi, share sektor 

pertanian, share sektor industri, dan tingkat jumlah orang yang bekerja. 

5. Uji F-Statistik menunjukkan nilai 1227,418 dengan probabilitas F-statistik 

sebesar 0,000. Uji F-statistik ini menunjukkan bahwa semua variabel 

independen dalam model regresi yaitu  pertumbuhan ekonomi, share 

sektor pertanian, share sektor industri, dan tingkat jumlah orang yang 

bekerja secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

ketimpangan wilayah. 

6. Dari hasil regresi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dengan 

tingkat signifikansi t-statistik sebesar 0,9928. Hal ini berarti variabel 

pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik pada Ŭ = 5%. 

Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif karena 

pertumbuhan ekonommi di daerah maju akan lebih tinggi daripada daerah 

berkembang sehingga pada akhirnya akan mampu menciptakan dan 

memperbesar ketimpangan antar wilayah. 

7. Variabel share sektor pertanian berpengaruh secara positif dengan 

signifikansi t-statistik sebesar 0,0047. Hal ini berarti variabel share sektor 
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pertanian signifikan secara statisik pada pada Ŭ = 5%. Kenaikan satu 

persen share sektor pertanian akan meningkatkan ketimpangan sebesar 

0,0042493. Variabel share sektor pertanian berpengaruh positif karena 

share sektor pertanian yang semakin besar mampu menjadi proksi adanya 

pengelompokan (aglomerasi) sektor pertanian di suatu wilayah. Kenaikan 

konsentrasi ini membuat wilayah dengan konsentrasi sektor pertanian yang 

lebih rendah menjadi terbelakang karena kalah dalam nilai output. Oleh 

karena itu, semakin tinggi share sektor pertanian menyebabkan 

ketimpangan wilayah. 

8. Variabel share sektor industri pengolahan berpengaruh secara positif 

dengan signifikansi t-statistik sebesar 0,0248. Hal ini berarti variabel share 

sektor pertanian signifikan secara statisik pada pada Ŭ = 5%. Kenaikan 

satu persen share sektor pertanian akan meningkatkan ketimpangan 

sebesar 0,057275. Variabel share sektor industri pengolahan berpengaruh 

positif karena share sektor industri pengolahan yang semakin besar 

mampu menjadi proksi adanya pengelompokan (aglomerasi) sektor 

pertanian di suatu wilayah. Kenaikan konsentrasi ini membuat wilayah 

dengan konsentrasi sektor industri pengolahan yang lebih rendah menjadi 

terbelakang karena kalah dalam nilai output. Oleh karena itu, semakin 

tinggi share sektor industri pengolahan menyebabkan ketimpangan 

wilayah semakin besar. 

9. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh secara negatif 

dengan signifikansi t-statistik sebesar 0,547. Hal ini berarti variabel 
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tingkat jumlah tenaga kerja tidak signifikan secara statisik pada pada Ŭ = 

5%. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh negatif 

karena tingkat jumlah orang yang bekerja yang semakin besar dapat 

menjadi faktor input bagi pembangunan suatu daerah. Nilai tingkat jumlah 

orang yang bekerja yang besar dapat membuat pembangunan suatu daerah 

menjadi lebih optimal karena tersedianya salah satu input pembangunan 

yaitu angkatan kerja yang bekerja. Dengan demikian, semakin besar 

tingkat jumlah orang yang bekerja akan mengurangi ketimpangan wilayah. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah model memiliki nilai R
2
 yang 

tinggi tetapi jumlah variable yang signifikan tidak dominan. Model yang demikian 

mengindikasikan adanya gejala multikol, sehingga konstanta maupun nilai 

variable hasil regresi dalam model belum menunjukkan nilai aktual dari kondisi 

yang sebenarnya oleh karena adanya pengaruh hubungan antar variabel Di sisi 

lain, adanya pemberlakuan kebijakan otonomi daerah ketika periode penelitian 

menyebabkan pengaruh nilai pertumbuhan ekonomiterhadap ketimpangan 

menjadi tidak signifikan. Kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi tidak hanya dirasakan oleh daerah yang maju saja tetapi juga daerah 

yang tertinggal atau sedang dalam tahap pembangunan.Oleh karenanya diperlukan 

studilanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap 

sehinggadapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat 
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dipergunakansebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan 

ketimpanganwilayah. 

5.3  Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka 

dapat diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian didapatkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap ketimpangan wilayah. Hubungan positif ini dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di Propinsi Jawa 

Tengah. Pertumbuhan ekonomi di daerah maju cenderung lebih besar 

daripada daerah yang terbelakang sehingga ketimpangan yang terjadi 

semakin besar. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah erat 

kaitannya dengan besar nilai investasi yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

Dengan demikian dibutuhkan usaha khusus untuk mengurangi 

ketimpangan yang diakibatkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi. 

Pengurangan ketimpangan ini dapat dilakukan dengan mengarahkan 

pembangunan agar tidak terfokus di daerah perkotaan dengan 

mengalihkannya ke daerah tertinggal ataupun ke pedesaan. Dengan 

demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan 

pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi 

daerah yang tertinggal ataupun pedesaan dapat dilakukan dengan 

memberikan insentif bagi investasi ataupun pembangunan di daerah 

tertinggal tersebut. Pemberian insentif ini dapat berupa keringanan pajak 

dan kemudahan dalam mendirikan usaha di daerah tertinggal. Selain itu, 
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pemerintah daerah perlu membenahi sarana-prasarana publik yang ada di 

daerah mereka untuk menarik investasi masuk ke daerah mereka.  Di sisi 

lain, perlu ada pembatasan agar pembangunan dan investasi tidak terpusat 

di perkotaan dengan pemberian tingkat pajak yang tinggi di daerah yang 

maju atau perkotaan. 

2. Nilai share sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di Jawa 

Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. 

Nilai share sektor pertanian dan industri pengolahan dapat menjadi cermin 

karakteristik kekayaan yang dimiliki oleh tiap daerah dan menunjukkan 

adanya agloerasi nilai sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di 

daerah tertentu. Nilai yang positif ini  karena konsentrasi kegiatan 

ekonomi ini hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu saja sehingga 

wilayah lain tetap terbelakang. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara 

pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya. Dengan demikian, 

adanya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini dapat memberika 

dampak menyebar dan menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada 

beberapa wilayah saja. Sinergi ini dapat dilakukan diantaranya dengan 

menjadi daerah tertinggal yang memiliki basis pertanian sebagai daerah 

penyangga bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat perkotaan. 

Daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang lebih luas daripada di 

perkotaan sehingga dapat dioptimalkan sebagai daerah penyuplai bahan 

makanan bagi masyarakat perkotaan. 
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3. Dari hasil penelitian didapat bahwa tingkat jumlah orang yang bekerja 

berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan wilayah di Jawa 

Tengah.Angkatan kerja yang bekerja merupakan salah satu komponen 

input yang berperan dalam produksi. Dengan demikian, jumlah tenaga 

kerja akan mementukan jumlah output yang dihasilan. Semakin banyak 

jumlah angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah akan menyebabkan 

produktivitas daerah tersebut lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat 

angkatan kerja yang bekerja yang lebih sedikit . Namun demikian, 

kuantitas angkatan kerja yang bekerja bukan merupakan satu-satunya 

penentu output suatu daerah  karena juga diperlukan adanya kemampuan / 

kualitas tenaga kerja untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan 

demikian, perlu ada tindakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan pelatihan ketrampilan maupun dengan meningkatkan taraf 

pendidikan yang dimiliki. Di sisi lain, perlu adanya perluasan pendidikan 

tinggi hingga ke daerah-daerah sehingga tenaga kerja terampil dari daerah 

dapat dioptimalkan untuk membangun daerahnya sendiri serta untuk 

mencetak tenaga kerja terampil dan berpendidikan yang lebih banyak 

untuk daerah-daerah yag dikategorikan daerah tertinggal. 
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PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2002-2010 

PDRB 
Kabupaten/kota 
Propinsi Jawa 
Tengah ADHK (juta 
rp)       11.3.2           

Kabupaten/kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cilacap  8780073.79 9178789.46 9631458.54 10145144.43 10623929.25 11140846.35 11689092.9 12303308.34 12998128.8 

Banyumas 3227485.2 3347157.94 3486633.69 3598399.16 3759547.61 3958645.95 4171468.95 4400542.23 4654634.02 

Purbalingga 1730318.82 1874728.21 1844532.08 1921653.92 2018808.1 2143746.23 2257392.77 2384014.04 2525872.73 

Banjarnegara 2050087.27 2110732.68 2191162.85 2277617.86 2375975.49 2495785.82 2619989.61 2753935.73 2888524.12 

Kebumen  2199785.05 2264331.25 2291022.4 2364468.63 2460673.11 2572062.88 2721254.09 2828395.07 2945829.46 

Purworejo 2050804.73 2125411.75 2214137.28 2321543.04 2442927.3 2591535.38 2737087.13 2872723.79 3016597.82 

Wonosobo 1453827.3 1487044.15 1521807.31 1570347.69 1621132.33 1679149.65 1741148.31 1808247.18 1888808.28 

Magelang 2867361.54 2982476.1 3102727.38 3245978.81 3405369.21 3582647.65 3761388.59 3938764.68 4116390.07 

Boyolali 3062304.14 3211066.5 3320736.82 3456062.13 3600897.97 3748102.11 3899372.86 4100520.26 4248048.24 

Klaten 3612899.26 3791474.35 3975792.87 4158205.16 4253788 4394688.02 4567200.96 4761018.67 4843247.28 

Sukoharjo 3490382.02 3629051.38 3786212.72 3941788.46 4120437.35 4330992.9 4540751.53 4756902.5 4978263.31 

Wonogiri 2182648.94 2237790.02 2329465.32 2426037.98 2524759.5 2657068.89 2770435.78 2901577.44 2992794.29 

Karanganyar 3546613.13 3746320.1 3970278.92 4188330.48 4401301.73 4654054.5 4900690.4 5076549.87 5452435.49 

Sragen 2030754.8 2104533.12 2208294.4 2322239.43 2442570.37 2582492.48 2729450.32 2893427.19 3068863.66 

Grobogan 2321920.48 2372922.55 2462441.26 2579283.26 2682467.18 2799700.55 2948793.8 3097093.25 3253398.56 

Blora 1504995.73 1554411.87 1612705.08 1678274.3 1742962.6 1811864.01 1913763.35 2010908.67 2115369.93 

Rembang 1637136.95 1686409.73 1762799.91 1825560.59 1926563.25 1999951.16 2093412.59 2186736.49 2283965.7 

Pati 3403605.71 3331575.28 3473080.9 3609798.36 3770330.52 3966062.17 4162082.37 4357144.04 4579852.54 

Kudus 8887863.35 9382289.17 10198527.38 10647407.99 10903735.34 11243359.38 11683819.73 12125681.79 12650309.16 
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Jepara  3032806.32 3146838.55 3272708.72 3411159.47 3554051.11 3722677.82 3889988.85 4085438.36 4270256.9 

Demak  2237835.55 2301218.9 2379485.66 2471258.72 2570573.5 2677366.77 2787524.02 2901151.51 3020821.04 

Semarang 4128481.21 4283284.51 4345991.15 4481358.29 4652041.8 4871444.25 5079003.74 5300723.41 5560551.9 

Temanggung 1785133.17 1845221.73 1917584.33 1994172.89 2060632.81 2143221.22 2219155.63 2309841.53 2409386.4 

Kendal 3949051.74 4061726.9 4167626.21 4277354.27 4423060.95 4625455.57 4822465.28 5020087.37 5392965.71 

Batang 1833190.97 1880020.17 1918980.12 1972776.84 2022301.44 2092973.93 2169854.55 2250616.82 2362482.41 

Pekalongan 2311516.63 2396116.15 2501229.52 2600855.96 2710378.32 2834685.01 2970214.98 3098072.64 3230351.23 

Pemalang 2473721.82 2556576.12 2654777.51 2762252.29 2865095.2 2993296.76 3142808.7 3293056.25 3455713.42 

Tegal 2414200.04 2547921.31 2682689.69 2809340.19 2957778.51 3120395.64 3286263.44 3466785.57 3627198.2 

Brebes 3773041.37 3956229.45 4147511.33 4346424.44 4551196.99 4769145.46 4998528.19 5247897.41 5507402.71 

Kota Magelang 782362.45 811631.5 842302.15 890399.02 908763.62 946098.16 993835.2 1044650.24 1108603.69 

Kota Surakarta 3268559.54 3468276.94 3669373.45 3858169.65 4067529.95 4304287.37 4549342.95 4817877.63 5103886.25 

Kota Salatiga 637991.58 665086.52 693286.63 722063.94 752149.22 792680.44 832154.88 869452.99 913020.04 

Kota Semarang 14218499.38 14793047.8 15402671.37 16190469.13 17055212.25 18142639.97 19156814.29 20057621.85 21365817.8 

Kota Pekalongan 1516206.87 1574763.64 1638791.54 1701324.24 1753405.74 1820001.21 1887853.7 1966751.15 2087114.17 

Kota Tegal 853697.25 903421.5 956243.56 1002821.99 1054499.45 1109438.21 1166587.87 1225424.73 1281528.2 

Jawa Tengah 109257164.1 113609897.3 118575070.1 123770343 129036847.1 135318563.9 141860992.3 148512940.7 156198433.5 
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Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2001-2010 

  Penduduk                
  Kabupaten/kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cilacap  1613964 1630832 1641849 1654971 1674210 1621664 1623176 1626795 1629908 1642107 

Banyumas 1460324 1472122 1501370 1514105 1531737 1490665 1495891 1503262 1510102 1554527 

Purbalingga 788675 795874 846924 854924 863478 816720 821870 828125 834164 848952 

Banjarnegara 838962 848317 884353 891964 903919 859668 864148 869777 875167 868913 

Kebumen  1166604 1176102 1193850 1200724 1208486 1203230 1208716 1215801 1222542 1159926 

Purworejo 704063 705272 709397 709878 712003 717439 719396 722293 724973 695427 

Wonosobo 739648 750939 759018 769138 779919 752136 754447 757746 760819 754883 

Magelang 1102359 1127714 1142467 1154862 1169638 1153234 1161278 1170894 1180217 1181723 

Boyolali 897207 906530 925722 931950 941624 928164 932698 938469 943978 930531 

Klaten 1109486 1167613 1120400 1127747 1139218 1126165 1128852 1133012 1136829 1130047 

Sukoharjo 780949 799493 807635 820685 838149 813657 819621 826699 833575 824238 

Wonogiri 967178 974353 1004722 1007435 1010456 978808 980132 982730 985024 928904 

Karanganyar 761988 786557 811877 820432 834265 799595 805462 812423 819186 813196 

Sragen 845320 855948 859986 863046 868036 856296 857844 860509 862910 858266 

Grobogan 1271500 1289937 1299175 1314280 1334380 1318286 1326414 1336322 1345879 1308696 

Blora 813675 821588 826702 832723 840729 829745 831909 835160 838159 829728 

Rembang 559523 566288 576417 582111 588320 570870 572879 575640 578232 591359 

Pati 1154506 1171785 1187646 1197856 1213664 1165159 1167621 1171605 1175232 1190993 

Kudus 709905 718253 738410 745848 759267 764563 774838 786269 797617 777437 

Jepara  980443 999635 1034799 1053116 1077586 1058064 1073631 1090839 1107973 1097280 

Demak  984741 1009863 1024934 1044978 1071487 1017884 1025388 1034286 1042932 1055579 
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Semarang 834314 842242 879785 885500 894018 890898 900420 911223 921865 930727 

Temanggung 665470 710991 694892 704820 717486 694949 700845 707707 714411 708546 

Kendal 851504 859471 882145 887091 897560 926620 938115 952011 965808 900313 

Batang 665426 674307 692519 701277 712542 676152 678909 682561 686016 706764 

Pekalongan 807051 819397 829984 842122 858650 837906 844228 851700 858967 838621 

Pemalang 1271404 1343951 1316977 1339112 1371943 1344597 1358952 1375240 1391284 1261353 

Tegal 1391184 1410057 1429345 1446284 1471043 1406796 1410290 1415625 1420532 1394839 

Brebes 1711364 1728808 1763581 1784094 1814274 1765564 1775939 1788687 1800958 1733869 

Kota Magelang 116800 116498 119400 123576 130732 129952 132177 134615 137055 118227 

Kota Surakarta 489900 488168 485501 505153 534540 512898 517557 522935 528202 499337 

Kota Salatiga 155244 163079 158112 164979 175967 171248 174699 178451 182226 170332 

Kota Semarang 1353047 1455994 1389416 1406233 1435800 1468292 1488645 1511236 1533686 1555984 

Kota Pekalongan 263190 265829 271418 273633 284112 271808 273342 275241 277065 281434 

Kota Tegal 236900 238059 242112 240784 249612 239038 239860 240502 241070 239599 
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IQit =  

 

Dimana : 

IQit  = Kesenjangan wilayah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah, tahun 2002-2010 

PDRB PC I,t  =  PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun 2002-2010 

PDRB C NAS it  = PDRB per kapita Jawa tengah, tahun 2002-2010 

 

  Keterangan : 

Growth = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi jawa Tengah 

Yt  = PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun t 

Yti   = PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun t-1 
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TIPOLOGI KLASSEN  

pertumbuhan d bawah rata2 
 

pendapatan per kapita di bawah rata-rata 

2005 2006 2007 2008 2009 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Cilacap  Cilacap  Cilacap  Cilacap  Kebumen  
 

Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas 

Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Wonosobo 
 

Purbalingga Purbalingga Purbalingga Purbalingga Purbalingga 

Purbalingga Purbalingga Banjarnegara Purbalingga Klaten 
 

Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara 

Banjarnegara Banjarnegara Kebumen  Banjarnegara Karanganyar 
 

Kebumen  Kebumen  Kebumen  Kebumen  Kebumen  

Kebumen  Kebumen  Magelang Wonosobo Rembang 
 

Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo 

Purworejo Purworejo Boyolali Magelang Pati 
 

Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo 

Wonosobo Wonosobo Klaten Boyolali Kudus 
 

Magelang Magelang Magelang Magelang Magelang 

Magelang Magelang Sukoharjo Klaten Demak  
 

Boyolali Boyolali Boyolali Boyolali Boyolali 

Boyolali Boyolali Wonogiri Sukoharjo Semarang 
 

Klaten Klaten Klaten Klaten Klaten 

Klaten Klaten Grobogan Wonogiri Temanggung 
 

Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri 

Sukoharjo Sukoharjo Blora Karanganyar Kendal 
 

Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen 

Wonogiri Wonogiri Rembang Grobogan Batang 
 

Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan 

Sragen Karanganyar Pati Rembang Pekalongan 
 

Blora Blora Blora Blora Blora 

Grobogan Sragen Kudus Pati Kota Salatiga 
 

Rembang Rembang Rembang Rembang Rembang 

Blora Grobogan Jepara  Kudus Kota Semarang 
 

Pati Pati Pati Pati Pati 

Rembang Blora Demak  Jepara  
Kota 
Pekalongan 

 
Jepara  Jepara  Jepara  Jepara  Jepara  

Pati Pati Semarang Demak    
 

Demak  Demak  Demak  Demak  Demak  

Kudus Kudus Temanggung Semarang   
 

Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung 

Jepara  Jepara  Kendal Temanggung   
 

Batang Batang Batang Kendal Kendal 

Demak  Demak  Batang Kendal   
 

Pekalongan Pekalongan Pekalongan Batang Batang 

Semarang Semarang Pekalongan Batang   
 

Pemalang Pemalang Pemalang Pekalongan Pekalongan 
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Temanggung Temanggung Pemalang Pekalongan   
 

Tegal Tegal Tegal Pemalang Pemalang 

Kendal Kendal Tegal Pemalang   
 

Brebes Brebes Brebes Tegal Tegal 

Batang Batang Brebes Tegal   
 

Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Brebes Brebes 

Pekalongan Pekalongan Kota Magelang Brebes   
 

Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal Kota Salatiga Kota Salatiga 

Pemalang Pemalang Kota Salatiga Kota Magelang   
    

Kota Tegal Kota Tegal 

Tegal Tegal 
Kota 
Pekalongan Kota Salatiga   

      

Brebes Brebes Kota Tegal 
Kota 
Pekalongan   

      
Kota Surakarta Kota Magelang   Kota Tegal   

      
Kota Salatiga Kota Salatiga       

      

Kota Semarang 
Kota 
Pekalongan       

      Kota 
Pekalongan Kota Tegal       

      
Kota Tegal         

      

             low growth low income,  daerah relatif tertinggal 
        low growth high income,  daerah maju tapi tertekan 

        high growth low income,  daerah berkembang cepat 
        high growth high income 
       

2005 2006 2007 2008 2009 

Karanganyar Kota Surakarta Karanganyar Kota Surakarta Sukoharjo 

Kota Magelang Kota Semarang Kota Surakarta Kota Semarang Kota Magelang 

    Kota Semarang   Kota Surakarta 
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Besar nilai sektor industry dalam PDRB tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010 

nilai industri 
         

Kabupaten/kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cilacap  8548864.51 9231399.14 9963465.74 10904122.01 11481971.23 11583445.10 12387609.05 12197890.00 12600220.00 

Banyumas 555090.52 578401.05 602635.19 617386.78 637418.51 659537.35 681529.04 702272.96 728568.25 

Purbalingga 165705.67 171096.18 178341.11 187909.66 199967.03 213148.72 226127.65 241342.73 257831.28 

Banjarnegara 312675.70 321321.93 325862.77 329889.55 338493.74 353362.70 366594.77 374321.85 379955.75 

Kebumen  216821.14 224579.69 224663.32 223916.16 233872.86 256537.73 267406.92 278190.00 293230.00 

Purworejo 180179.58 192361.51 202877.81 220886.95 233649.63 263428.20 275014.36 286029.01 297731.87 

Wonosobo 166267.86 169434.29 171598.49 174839.37 179686.68 184538.79 189240.31 193794.50 197825.43 

Magelang 546283.18 573201.87 598422.75 624775.50 653952.51 685407.65 715344.04 738829.99 761298.62 

Boyolali 567377.18 570773.93 561277.89 563954.90 582759.03 609253.24 638447.91 666423.60 692681.43 

Klaten 797268.72 821704.70 855226.78 896705.60 841653.96 869903.33 891041.98 920432.25 978879.71 

Sukoharjo 1086068.98 1124808.58 1162044.50 1202242.45 1248116.20 1303210.93 1359291.24 1408382.28 1449364.28 

Wonogiri 87297.39 95116.39 103068.04 107776.65 117307.14 123303.55 129129.18 135269.85 141103.21 

Karanganyar 1779899.60 1911514.20 2065453.01 2201053.31 2320190.58 2460944.82 2583118.36 2646368.64 2746351.29 

Sragen 429441.92 449252.31 473230.44 500203.79 532376.53 568751.31 607878.47 635891.56 666853.21 

Grobogan 79647.26 82557.86 85445.75 88705.55 91130.33 95160.70 99067.68 102486.39 108826.28 

Blora 85271.09 89483.48 92114.29 95787.29 99929.83 119311.03 126588.71 131884.00 135952.00 

Rembang 64711.96 66668.34 69647.75 73250.20 77118.24 81793.95 84634.72 86908.00 89830.00 

Pati 614661.53 647047.27 686367.53 722697.35 763160.40 806904.44 844436.52 870458.36 903526.81 

Kudus 5407457.41 5715468.09 6226357.35 6557621.25 6689910.12 6901299.61 7107442.27 7421852.42 7653218.95 
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Jepara  859932.45 873110.09 901598.32 931381.97 977008.57 1033624.52 1083963.34 1126354.26 1153629.86 

Demak  241039.46 249598.18 260160.51 279777.91 283160.99 289798.41 295965.65 302523.35 315760.21 

Semarang  1886452.79 1969962.37 2013627.49 2108699.27 2177770.35 2282473.65 2375116.76 2467389.00 2585787.00 

Temanggung 347638.61 365240.73 386711.14 400966.97 419532.73 433189.94 450025.73 459175.28 476539.03 

Kendal 1529126.01 1613583.81 1641119.88 1716524.19 1756426.89 1869692.84 1926518.41 2016329.55 2143592.31 

Batang 535594.46 548021.13 565348.10 580360.54 583043.71 593024.82 606302.42 615321.03 627492.33 

Pekalongan 665271.19 680089.44 702043.12 716467.96 740214.60 769242.63 792495.02 803973.24 837955.07 

Pemalang 590818.53 580891.78 607140.32 630560.33 657076.24 689361.44 722815.20 750675.62 782395.61 

Tegal 619147.14 668408.93 729093.80 781586.48 849310.16 899472.29 954553.50 1019359.67 1075035.66 

Brebes 357120.67 377762.45 403146.23 440160.17 476796.23 525893.30 569684.04 633770.12 686356.26 

Kota Magelang 29176.16 30051.37 28693.10 29588.00 30122.89 33233.66 35139.12 37526.32 39651.27 

Kota Surakarta 962964.08 1027498.80 1089912.64 1105952.90 1134134.37 1173422.60 1200606.83 1235952.77 1277210.09 

Kota Salatiga 130308.30 137034.25 143573.76 150764.77 159333.14 168536.20 171322.03 180221.34 191005.32 

Kota Semarang 4116601.51 4257540.40 4385583.78 4508130.14 4668417.75 4998705.58 5236514.98 5465109.04 5602345.62 

Kota Pekalongan 306032.51 322248.05 330239.24 354605.57 366068.63 382474.59 394035.66 407312.78 425216.81 

Kota Tegal 182624.44 197661.94 214440.39 226920.10 238177.67 248922.11 259874.68 268710.96 278652.56 

Jawa Tengah 35050839.51 36934894.53 39050532.33 41256171.59 42839259.47 44530311.73 46654876.55 47828732.72 49581873.38 
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Besar Nilai sektor pertanian dalam PDRB tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

nilai pertanian 
         Kabupaten/kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cilacap  2470733.10 2529953.85 2584061.97 2636952.30 2694008.84 2787658.77 2889583.57 3000870.00 3120360.00 

Banyumas 758787.77 769284.40 787619.38 800977.12 814815.10 840404.20 875737.59 926898.02 958624.38 

Purbalingga 644436.08 658340.12 664957.93 683446.09 704461.82 734226.17 754867.17 781982.34 807874.04 

Banjarnegara 806839.57 824643.44 852506.69 879834.48 904050.75 941666.77 977037.17 1016343.12 1035558.72 

Kebumen  902100.81 909244.44 901935.38 943303.43 964550.41 972972.65 1049659.56 1075550.00 1098150.00 

Purworejo 799139.36 787586.00 811620.38 845048.74 877629.93 912375.36 956794.73 989189.30 1026366.73 

Wonosobo 709022.66 725056.37 744675.56 770044.51 795766.96 822106.98 850722.87 883489.58 918463.99 

Magelang 981001.61 976267.97 986624.09 1007979.85 1031805.69 1057402.65 1087510.19 1127359.19 1150216.34 

Boyolali 1067934.24 1141635.62 1214789.23 1270600.78 1290672.18 1305830.80 1328683.03 1374077.50 1403586.95 

Klaten 834594.90 854804.65 898771.87 918295.98 943060.85 957297.31 997737.70 1045720.97 949998.50 

Sukoharjo 707432.44 713399.93 757823.02 802838.94 832383.24 876494.86 920118.11 965400.22 998653.58 

Wonogiri 1151298.94 1154245.25 1191544.80 1244637.98 1298364.33 1354884.00 1403678.95 1452684.21 1501374.69 

Karanganyar 705100.74 743147.25 781354.13 824366.10 858106.42 905914.29 988203.75 996230.41 1123492.61 

Sragen 772835.44 768030.76 803047.00 837968.07 863187.17 897211.12 928234.66 956892.67 987625.64 

Grobogan 978467.03 984491.25 1021487.75 1074228.96 1121448.20 1161834.32 1227715.40 1288180.93 1337687.16 

Blora 813950.37 828072.27 847890.57 878906.04 911217.29 1011026.83 1070288.92 1122395.00 1179384.00 

Rembang 837022.17 839930.42 882051.90 899634.70 942463.41 948517.13 977600.61 1007820.00 1041094.00 

Pati 1191037.39 1173484.98 1207698.63 1234422.10 1267468.62 1320549.01 1378788.66 1431480.15 1478629.36 

Kudus 366181.10 347627.24 352662.26 340618.20 356087.47 355206.33 367952.36 386786.84 398562.15 

Jepara  762817.18 792332.94 809671.47 844812.03 850186.98 862931.13 875041.33 886523.69 899361.29 

Demak  988961.24 997374.60 1027740.62 1061200.53 1099489.17 1129881.65 1176841.83 1226312.09 1259938.42 
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Semarang 637850.73 632383.03 609055.35 596026.28 616562.83 640077.51 659841.31 693711.00 709057.00 

Temanggung 598390.29 603078.58 618319.48 650067.47 659400.70 686154.61 678834.70 720499.20 746849.38 

Kendal 998119.33 979932.89 1027499.91 1027494.45 1079943.19 1070453.37 1098483.43 1103492.16 1109512.33 

Batang 523010.44 530058.67 518432.69 528506.92 541316.97 563280.60 588955.82 599632.05 620319.58 

Pekalongan 489060.21 511244.54 539376.23 572144.76 599481.87 621845.08 644614.84 675343.08 699703.08 

Pemalang 744303.01 760249.88 763124.39 778734.60 782843.74 794049.20 820579.81 831523.02 843221.64 

Tegal 541450.23 544827.52 540822.09 543124.79 542269.45 554348.35 566907.12 581583.79 595897.98 

Brebes 2160353.02 2268911.43 2361301.80 2445412.49 2546227.29 2622411.18 2688685.58 2771596.58 2874027.67 

Kota Magelang 27601.41 25230.72 26568.49 27862.90 27680.03 29002.43 29677.66 30562.13 31266.74 

Kota Surakarta 3241.60 2864.85 2796.91 2821.39 2855.22 2899.10 2866.18 2900.41 2906.82 

Kota Salatiga 38768.33 41727.50 47505.26 46967.81 44458.19 47952.75 51150.87 54216.32 57165.81 

Kota Semarang 190851.32 196256.14 202002.54 207454.58 213730.87 219249.83 227515.76 234610.76 240561.28 

Kota Pekalongan 218522.95 223317.30 247900.86 220482.44 196939.56 183003.98 171591.09 165803.04 160715.41 

Kota Tegal 133488.74 128694.55 132785.83 122193.79 123678.44 122371.37 121480.04 121918.06 122014.63 

Jawa Tengah 26554705.75 26967731.35 27768026.46 28569411.60 29398613.18 30313491.69 31433982.37 32529577.83 33488221.90 

 

Agi =  

Dimana : 

Ag i         = Aglomerasi Produksi sektoral kabupaten/kota di Jawa Tengah 

PDRBi   = Nilai kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian Atas Dasar Harga Konstan  2000 Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah 
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PDRBtot  = Total nilai sektor industri pengolahan dan sektor pertanian  Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah
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LAMPIRAN B :  

HASIL REGRESI UTAMA  
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Dependent Variable: IQ?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/16/12   Time: 02:59   

Sample: 2002 2010   

Included observations: 9   

Cross-sections included: 35   

Total pool (balanced) observations: 315  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.203228 0.104511 1.944569 0.0528 

GWTH? 2.06E-05 0.002293 0.009000 0.9928 

AGLOIN? 0.042493 0.014909 2.850074 0.0047 

AGLOTNI? 0.057275 0.025386 2.256164 0.0248 

EMPLOY? -0.000720 0.001194 -0.602967 0.5470 

Fixed Effects (Cross)     

_CILACAP--C -1.177239    

_BANYUMAS--C -0.028519    

_PRBALINGGA--C 0.054817    

_BANJARNGR--C -0.065568    

_KEBUMEN--C 0.093090    

_PURWORJO--C -0.226761    

_WONOSOBO--C 0.122608    

_MAGELANG--C -0.169445    

_BOYOLALI--C -0.436352    

_KLATEN--C -0.369039    

_SUKOHARJO--C -0.194302    

_WONOGIRI--C -0.073440    

_KARANGNYR--C -0.211465    

_SRAGEN--C -0.101628    

_GROBOGAN--C 0.093546    

_BLORA--C 0.110734    

_REMBANG--C -0.185065    

_PATI--C -0.301900    

_KUDUS--C 1.637889    

_JEPARA--C -0.268758    

_DEMAK--C -0.032847    

_SEMARANG--C -0.192115    

_TEMAGUNG--C -0.064458    

_KENDAL--C -0.317035    

_BATANG--C -0.077168    

_PKALONGAN--C -0.165011    

_PEMALANG--C 0.070011    

_TEGAL--C 0.115926    

_BREBES--C -0.348633    

_KMAGELANG--C 0.632195    

_KSURAKARTA--C 0.712254    

_KSALATIGA--C -0.088340    

_KSEMARANG--C 1.229312    

_KPKALONGAN--C 0.353790    
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_KTEGAL--C -0.131085    
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.994117     Mean dependent var 0.453913 

Adjusted R-squared 0.993307     S.D. dependent var 0.487891 

S.E. of regression 0.039913     Akaike info criterion -3.488762 

Sum squared resid 0.439690     Schwarz criterion -3.024158 

Log likelihood 588.4800     Hannan-Quinn criter. -3.303135 

F-statistic 1227.418     Durbin-Watson stat 1.737656 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN C :  

UJI ASUMSI KLASIK  
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Deteksi Multikol  

Nilai VIF Coefficients dan Coefficient Correlation 
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 growth .972 1.029 

agloin .837 1.194 

aglotni .866 1.155 

employ .959 1.043 

a. Dependent Variable: inequality 

 
Coefficient Correlations

a
 

Model employ growth aglotni agloin 

1 Correlations employ 1.000 .031 -.142 .175 

growth .031 1.000 .059 -.157 

aglotni -.142 .059 1.000 -.357 

agloin .175 -.157 -.357 1.000 

Covariances employ 2.122E-5 2.343E-6 -7.052E-6 3.365E-6 

growth 2.343E-6 .000 1.053E-5 -1.083E-5 

aglotni -7.052E-6 1.053E-5 .000 -1.608E-5 

agloin 3.365E-6 -1.083E-5 -1.608E-5 1.752E-5 

a. Dependent Variable: inequality 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedasisitas (Uji Glejser) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .423 3.304  .128 .904 

growth .027 .032 .268 .825 .456 

agloin .033 .029 .698 1.147 .315 
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aglotni -.134 .270 -.263 -.496 .646 

employ .011 .008 .468 1.358 .246 

a. Dependent Variable: absut 

Uji Normalitas  

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardi
zed 

Residual 

 N 315 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .4555 

Std. Deviation .21606 

Most Extreme Differences Absolute .067 

Positive .067 

Negative -.032 

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.182 

Asymp. Sig. (2-tailed) .122 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Uji Autokorelasi  

 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.994117     Mean dependent var 0.453913 

Adjusted R-squared 0.993307     S.D. dependent var 0.487891 

S.E. of regression 0.039913     Akaike info criterion -3.488762 

Sum squared resid 0.439690     Schwarz criterion -3.024158 

Log likelihood 588.4800     Hannan-Quinn criter. -3.303135 

F-statistic 1227.418     Durbin-Watson stat 1.737656 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN D :  

LAIN -LAIN  

  



172 
 

 

Anova 

ANOVA 

pdrb 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.901E15 34 5.591E13 373.797 .000 

Within Groups 2.094E13 140 1.496E11   

Total 1.922E15 174    

 

 

Homogeneous Subsets 

 

pdrb 

 

kode 

 Subset for alpha = 0.05 

 N 1 2 3 4 

Tukey HSD
a
 32 5 793700.29    

30 5 956749.25 956749.25   

35 5 1111754.45 1111754.45 1111754.45  

7 5 1684005.03 1684005.03 1684005.03 1684005.03 

34 5  1825867.21 1825867.21 1825867.21 

16 5  1831554.59 1831554.59 1831554.59 



173 
 

 

17 5   2006444.82 2006444.82 

25 5    2101704.72 

3 5    2145123.01 

23 5    2145404.82 

4 5    2504660.90 

5 5    2589370.76 

6 5    2593163.33 

14 5    2594035.96 

12 5     

21 5     

15 5     

26 5     

27 5     

28 5     

8 5     

20 5     

9 5     

18 5     

2 5     

31 5     
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11 5     

10 5     

24 5     

13 5     

29 5     

22 5     

1 5     

19 5     

33 5     

Sig.  .111 .131 .105 .088 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 

 

 

pdrb 

 

kode 

Subset for alpha = 0.05 

 5 6 7 8 9 

Tukey HSD
a
 34 1825867.21     

16 1831554.59     

17 2006444.82 2006444.82    

25 2101704.72 2101704.72 2101704.72   
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3 2145123.01 2145123.01 2145123.01   

23 2145404.82 2145404.82 2145404.82   

4 2504660.90 2504660.90 2504660.90 2504660.90  

5 2589370.76 2589370.76 2589370.76 2589370.76  

6 2593163.33 2593163.33 2593163.33 2593163.33  

14 2594035.96 2594035.96 2594035.96 2594035.96  

12 2655975.92 2655975.92 2655975.92 2655975.92 2655975.92 

21 2681574.90 2681574.90 2681574.90 2681574.90 2681574.90 

15  2821467.61 2821467.61 2821467.61 2821467.61 

26  2842841.38 2842841.38 2842841.38 2842841.38 

27   3011301.84 3011301.84 3011301.84 

28    3128112.67 3128112.67 

8     3586829.79 

Sig. .161 .196 .089 .804 .069 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 

 

 

pdrb 

 

kode 

Subset for alpha = 0.05 

 10 11 12 13 14 



176 
 

 

Tukey HSD
a
 15 2821467.61     

26 2842841.38     

27 3011301.84     

28 3128112.67 3128112.67    

8 3586829.79 3586829.79 3586829.79   

20 3732663.12 3732663.12 3732663.12 3732663.12  

9 3760991.07 3760991.07 3760991.07 3760991.07  

18  3973083.49 3973083.49 3973083.49 3973083.49 

2  3977720.78 3977720.78 3977720.78 3977720.78 

31   4319441.51 4319441.51 4319441.51 

11   4338174.55 4338174.55 4338174.55 

10   4426980.16 4426980.16 4426980.16 

24    4633684.69 4633684.69 

13    4644185.40 4644185.40 

29     4782638.50 

22     4876914.30 

Sig. .062 .172 .189 .087 .095 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
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pdrb 

 

kode 

Subset for alpha = 0.05 

 15 16 

Tukey HSD
a
 1 11176145.93  

19 11320800.85  

33  18120551.50 

Sig. 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 

 

 

 

 

 

 


